
GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 33
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

SALINAN

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan
Daerah, RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil
pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahur, 2024;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagimana telah
diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang 21 tahun 2OO1 Tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua (kmbaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 155, Tambahal Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undalg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaal pembanguan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunal Jangka Panjang Nasiona-l Tahun 2OO5-2O25
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor
33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47OOl;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7
Nomor 68, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

5. Undang-Undang....... / 2
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Mengingat
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5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2OO9
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O38);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor a2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2O1 1 tentang Pembentukal Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarr:bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menj adi
Undang-Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambatran l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nonor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2O08 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, TarnbaJtan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah....... / 3
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
63231;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahur: 2O2l tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 2O2l tentang
Kewenangan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijalan Otonomi
Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6730);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2Q2O tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun
2O2O-2O24 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O20 Nomor 10);

18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahlul: 2O23 tentang Rencala
Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
s3).

19. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
DaJam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O17 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri....... / 4
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21. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dal Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahur, 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Perataran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);

26. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor I Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2022 Nomor 1) ;

27. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 26 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2023 Nomor 26);

28. Keputusan Menteri Da.lam Negeri Nomor 900. 1. 15.5- 1317
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusal Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2O2 I Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keualgan Daerah;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 33 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33
Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

I. Ketentuan Pasal......./ 5
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Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dihapus sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaiman dimaksud

dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
a. BAE| I Pendahuluan
b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Provinsi;
c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan

Daerah Frovinsi
d. BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan

Daerah Provinsi Tahun 2024;
e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Provinsi Tahun 2024;
f. dihapus
C. BAB VII Penutup

(21 Isi dan uraian Dokumen RKPD sebagaimana dimalcsud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundalgkan.
Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 29 Agustus 2O24

R. GUBERNUR PAPUATENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 29 Agustus 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
. CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 32

Sa,linan sesuai dengan aslinya
KEPALA HUK M,

YULIU MANURUNG, S.H., M.H
NrP. 197606082002r2tOO2



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN 2024

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat

dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), atau dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah selesai

disusun sesuai dengan amarat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Eval',asi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Ta}:r.lr, 2024 mempunyai

kedudukan strategis, sebagai perencanaan kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah

dalam periode I tahun. Kemudian, dokumen Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun

2024, akan menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Bagi seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RKPD Provinsi

Papua Tengah Tahun 2024 ini, kami ucapkan terima kasih.

Nabire. Juli 2024

i
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonom

Baru (DOB) di Provirsi Papua yaitu Papua Tengah, terdapat beberapa hal yang perlu

dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai inisiator terhadap pembentukan DOB salah

satunya melakukan identifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh DOB untuk

dapat menjalankan fi-rngsi pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah terdapat beberapa kebutuhan

anggaran yang diperlukan DOB diawal jalarmya pemerintahan salah satunya yaitu

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 3, telah mengamanatkan

bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara terpadu oleh Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenanganny4 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004. Sebagai salah satu dokumen dari perencanaan pembangunan daerah yang

disebut RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. Kemudian

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal

260, juga mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun

rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan

Pembangrman Nasional.

RKPD adalah dokumen perencanzurn tahunan daerah, yang merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara

operasional, RKPD memuat arahan untuk mencapai kinerja pemerintahan yang menjadi

tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 juga disebutkan

bahwa dokumen perencanaan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan

program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan

pembangunan Daerah dan keuangan Daeralr, serta program Perangkat Daerah. Namun

dalam masa peralihan sampai dengan terpilihnya kepala daerah tersebut, pemerintah

1



DOB perlu untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti

dokumen RPJMD dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di daerah.

Selanjutnya, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 di 3 Provinsi DOB

sebagai penjabaran dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah tidak dapat

dilakukan secara normatif sesuai Peraturan PerLmdang-undangan mengingat adanya

kondisi-kondisi yang perlu dipertimbangkan diantaranya: l) Timeline pen)'usunan

dokumen perencan.un pembangunan daerah untuk ta}:r.lr:. 2024 sudah melewati batas

waktu penetapannya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 dan juga Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; dan 2) belum terpilihnya

anggota DPRP di DOB karena menunggu hasil Pernilu Tahun 2024.

Untuk menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas tersebut, maka proses

penyusunan RKPD 2024 dilaksanakan dalam beberapa tahap, sebagaimana yang telah

diatur dalam pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, meliputi tahapan sebagai

berikut.

1. Rancangan Perubahan RKPD

a. Pada tahapan Rancangan ini serangkaian ini serangkaian aktivitas yang dilakukan

meliputi:

1. Penlusunan Rancangan Perubahan RKPD; dan

2. Penyajian rancangan perubahan RKPD.

b. Pada rancangan perubahan RKPD berpedoman pada:

l. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan

2. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Tri*ulan II Tahun

berkenaan

c. Perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup:

I . Analisis ekonomi dan keuangan Daerah;

2. Evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi sampai dengan Triwulan II (Triwulan

Dua) tahun 2024;

3. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;

4. Perumusan ftmcangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan

Daerah; dan

5. Perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

2



2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD, Pada tahap penyusunan

rancangan Perubahan RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri dari :

a. Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi

sebagaimana dimaksud rancangan Perubahan RKPD disempumakan menjadi

Rancangan Akhir Perubahan RKPD;

b. Rancangan akht perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penlusunan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD;

c. Gubemur dan bupati/wali kota menyampaikan rancangan Perkada tentang

perubahan RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan

Daerah dan kepada gubemur melalui kepala BAPPEDA untuk difasilitasi

d. Fasilitasi sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai

pembentukan produk hukum Daerah;

e. Hasil fasilitasi disampaikan kepada gubemur dalam bentuk surat Menteri melalui

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

f. Hasil fasilitasi disampaikan kepada bupati/wali kota dalam bentuk surat gubenw

melalui kepala BAPPEDA provinsi;

g. Cubemur dan bupati/wali kota menyempumakan rancangan Perkada tentang

perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi

3. Penetapan Perubahan RKPD, Pada tahapan ini perlu memperhatikan:

a. Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;

b. Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD paling

lambat minggu ketiga bulan Juli;

c. Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan:

1. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan

2. pedoman penyustman Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

d. Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk

dibahas sebagai landasan penyusunan rancimgan perubahan APBD;
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e. Gubemur menyampaikan Peraturan Cubemur tentang Perubahan RKPD Provinsi

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangrman Daerah;

f. Peraturan Gubemur tentang perubahan RKPD dijadikan bahan evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

g. Bupati/wali kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan

RKPD kabupaten/kota kepada gubemur melalui kepala BAPPEDA provinsi;

h. Peraturan Bupati/Wali Kota dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi rujukan penlusunan RKPD Provinsi

Papua Tengah Tahun 2023 adalah: (diurutkan sesuai tahun)

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

Papua;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangr.rnan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahrm 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Nasional;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang- undangan;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014:'

8. Undang-Undang Nomor I I Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua

Tengah;
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1,1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tatr'n 2O22 Tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17, tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 201 8 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peratuan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan

Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tenlang PenerimaarL Pengelolaan,

Pengawasan dan Rencana lnduk Percepatan;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan

Pembangunan Papua;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional T allt.;ul. 2020 -2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 201 7 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
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Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Panbangman Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahr.rn 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah;

27 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

?8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimall

30. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 900.1.12.5.1317 tahun 2023 tentang

perubahan atas Keputusna Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,

Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2024;

33. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Papua Tah:.:r:, 2013-2033;

34. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, selain disusun dengan

mempedomani RPD Provinsi Papua Tengah2024-2026, j uga berpedoman pada dokumen

perencanaan pembangunan lainny4 seperti rencana tata ruang, RPJPD, RPJP, RIPPP dan

RPJM Nasional. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang
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memuat tujuan dan sasaran pemerintah daerah. RPD berperan sebagai acuan dasar dalam

menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat

mengenai arah kebijakan keuangan daeralr, strategi pembangunan daerah, kebijakan

umum, dan program.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah

dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPD

tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan

penganggaran lainnya. RPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan

dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan

dokumen perencana.an dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun dokumen perencafturn dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah

(Renstra-PD), (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja-PD).

Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waku

mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka

menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (l tahun). Secara substansi, keberadaan

RIQD 2024 ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang

bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi

rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Gambar 1. 1 Hubuntan Antar Dokumen

I t
2 i

3

@r lutr

7

I
EEI -E+



1.4 Maksud dan Tirjuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Provinsi

Papua Tengah Tahm 2024 adalah untuk memberikan arah Pembangunan tahunan

Provinsi Papua Tengah Karena adanya beberapa perubahan pada proses perencan,urn

yang sudah ditetapkan. maksud : (1). Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah

tahun 2024, (2). Mewujudkan sinergi rancangan program dan kegiatan prioritas

pembangunan daerah tahun 2024.

Sedangkan tujuannya adalah: (l). Sebagai pedoman seluruh perangkat daerah

dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024; (2). Menjadi landasan

bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Perubahan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai

dasar penyusunan perubahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 202a; Q). Menjadi acuan penyusunan

Perubalran RKPD tahun 2024 bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah; (4).

Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaarL penganggaran, pelaksanaan dan

monito r ing ev aluasi pembangunan.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 201 7 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika pen)'usrman

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tengah Tahun

2024 meliputi :

BAB I PENDAHT'LUAN

Berisi gambaran umum pen)'usrman Perubahan RKPD yang meliputi latar belakang,

dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen, sistematika dokumen Perubahan

RKPD, serta maksud dan tujuan penlusunan Perubahan RKPD agar substansi pada bab-

bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
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BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAI\I RKPD TRTWULAII II TAHUN 2024

Pada bab ini memuat Capaian lndikator Mako sampai dengan Triwulan II tahua 2024,

Capaian Program dan Kegiatan pada Triwulan II tahun 2024ndan Permasalahan

Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024.

BAB III KERANGKAEKONO]VII DAERAH DAN KEUANGAI\I DAERAH

Manuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan,

yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber

pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan

perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah. belanja daerah dan pembiayaan

daerah, termasuk pendapatan dan belanja dana otonomi khrsus.

BAB IV SASARAN DAII PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan tema, prioritas dan sasaran pembangunan

daerah berdasarkan hasil analisis terhadap eveluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan

capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu startegis dan masalah

mendesak ditingkat daerah dan nasional serta sasaran dan prioritas pembangunan

otonomi khusus.

BAB V RENCANA KERJA DAI\I PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang

disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahrm 2024 dengan memperhatikan evaluasi

pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPD. Pada bab ini juga mengemukakan tentang arah kebijakan

pembangunan Kabupaten-kabupaten di provinsi papua Tengah 2024.

BAB VI PENUTUP

Merupakan bab terakhir, yang pada dasamya memuat tentang mmusan kaidah-kaidah

pelaksanaan RKPD 2024 yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder baik yang

langsung menjadi pelaksana progftlm kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan

dalam pembangunan daerah Provinsi Papua Tengah.
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Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II,

dilakukan untuk mengukur capaian tiap pro$am, kegiatan, sub kegiatan, dengan melihat

Tingkat kemajuan pencapaian target kinerja maupun anggzuan sampai dengan bulan juni

2024, adapun penentuan kfiteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada PERMENDAGRI

No 86 Tahun 2017 halaman 495. Penilaian yang dilakukan untuk kinerja yang dilaksanakan

kurang dari I (Satu) tahun, maka progress pencapaian kinerja relatif hanya bisa diamati pada

tingkat keluaran sub kegiatan dengan interval sebagai berikut :

Tabel 2. I Skala Nilai Peringkat Kinerja Kurang dari I (satu) Tahun

NO Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian
Realisasi Kineria

1 4l Yo < 50o/o Sangat Tinggi

2 36Yo<40Yo Tinggi

J 26Yo<35Yo Sedang

llo/o 525 o/o Rendah

5 < l0 o/o Sangat Rendah

Sumber dara : Bapryrida Provinsi Papua Tengah, 2024 @ata diolah)

Secara umum arla lg[erapn kondisi evaluasi capaian kinerja perangkat daerah pada

RKPD tahun 2024 sampai dengan triwulan Il lattn 2024. Kondisi tersebut antara lain ada

beberapa capaian kinerja yang masih tergolong rendah dan mempengaruhi kinerja Provinsi

Papua Tengah. Berikut dijabarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024 sampai dengan triwulan

II tahun 2024.
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2,1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

Tabel 2.2 Rekapitulasi Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

NO PERANGKAT DAERAH PAGU

TARGET & REALISASI SAMPAT DENGAN
TRIWULAN II,I)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

Bobot
(%)

Realisasi

I DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 87t .125.808.599,00 20.17 79.954.220.162,00 9,17
1 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
255.076.431.202,00 5,91 42.993.844.731,00 16,85

3 DINAS PEKEzuAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

70 r .860.700.482,00 16,25 5 l .932.578.3 56,00 7 1q

4 DTNAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN
BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA

34.242.866.562,00 0,79 5.689.355.823,00 16,61

5 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PER-EMPUAN DAN PERLINDLTNGAN ANAK

99.757 ;766.845,00 2,31 52.472.532.839,00 52,59

6 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

126.673.742.992,00 2,93 12.611 .345;779,00 9,95

7 DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN
DAN PERIKANAN

I 12.935.052.095,00 2,62 7.474.806.277,00 6,61

8
DINAS LTNGKUNCAN HIDUP, KEHUTANAN
DAN PERTANAHAN

60.721.147 .262,00 t,4t 8.485.494.3 16,00 13,97

9
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG

13.042.275.043,00 0,30 3.269.898.31 1,00 25,07
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l0 DINAS PERHUBUNCAN 173.969.335.281,00 4,03 4.852.91 5.601,00 2,78

ll DINAS KOMLNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

54.729.624.168,00 t,27 3.678.460.988,00 6,72

t2 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN
PERDAGANGAN

46.875.328.429,00 1,09 2.211.723.099,00 4,7t

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

9.125.563.198,00 0,21 4.352.284.871,00 47,69

t4 DTNAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PERIWISATA

34.895.272.50r,00 0,81 I 1 .558.576.949,00 33,12

l5 SEKRETARIAT DAERAH 894.971 .681 .875,00 20,73 82.988.674.639,00 9,2'7

t6 SEKRETARIAT DPRD 149.939.362.097,00 3,47 I 5.395.620.390,00 10,26

t7 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

36.220.053.292,00 0,84 13.32s.902.844,00 36,79

18 BADAN PENGELOLA PENDAPATAN,
KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

839.238.196.194,00 19,43 291.544.770.546,00 34,73

t9 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

24.488.068.722.00 0,57 4.100.714.781,00 16,74

20 INSPEKTORAT 32.304.3 16.890,00 0,75 t0.684.741.627,00 33,07

2t BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK I 1 8.061 .076.739,00 )11 75.370.298.330,00 63,84

22 t29.779.888.276,00 3,01 22.t0t.322.8t4,00 17,02

TOTAL 4,820.033.558.744,00 807.0s0.08..1.073,00 16,71
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2,2 Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib

Tabel 2. 3 Realisa Belanja Daerah Berdasarkan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Periode I Januari - 30 Juni 2024

l.0l.0l 51.552.669.161,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAI{
DAERAH PROVINSI

56.62s.938. t 04,00 5.073.268.943,00 8,95

t.0t.0l.l.0l Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

0,00 669.350.000.00669.350.000.00 0,00

1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 100.000.000.00100.000.000,00

1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 100.000.000.00 0,00 0,00 100.000.000,00

1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1.01.01.1.01.0004 100.000.000.00Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 100.000.000.00 0,00 0,00

l.0l.0l.l.0t .0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPI) 0,00 69.350.000,0069.350.000,00 0.00

l.0l.0l.l.0l.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

100.000.000,00 0,00 0,00 t00.000.000,00

l.0l .01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000.00 0,00 0.00 100.000.000,00

1.01.01.1.02 t 0.456.328.616,00Administrasi Keuungan Perangkat Daerah 12.334.947.656,00 1.878.619.040,00 15,23

L0l.01.1.02.0001 10.056.328.616,00Penyediaan Gaji dan 'lunjangan ASN lt .934.947 .656.00 I .878.619.040,00 15,74

1.0r.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Alhir'Ihhun SKPI) 0.00 0,00 100.000.000,00100.000.000.00

1.0t.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000.00
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KODI] URAIAN
ANGGARAN

SETELAH
PERGESERAN

REALISASI STSAANGGARAN KETERANC AN

t.01.2.22.0.00.0t.0000 DINAS PENDIDIKAIT* DAN KIBUDAYAAN 871. r25.808.599,00 79.954.220.162,00 9,17 791.171.588.437,00



KODf URAIAN
ANCGARAN

SETELAH
PERGESERAN

Rf,AI,ISASI SISAANGGARAN KETERANCAN

1.01.01.1.02.0007
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD

I00.000.000.00

100.000.000.00

0.00 0.00

0,00 0.00

100.000.000.00

l.0l .01. t .02.000tr Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100.000.000.00

t.01.01,1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 27.500.000.00 3,45

l.0l .01 .1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 630.000.000.00 27.500.000.00 4.36 602.500.000.00

l.0l .01.1.05.001 I Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 165.653.600,00 0,00 0,00 165.653.600,00

1.01,0t,r.06 1.917.108.513,00 6,54 27.367.357.330,00

1.01.0t .1.06.0002 Penycdiaan Pcralatan dan Perlengkapan Kantor I .969.813.843.00 51.300.000.00 2,60 1.918.513.843,00

1.0r.01.1.06.0004 Penyediaan Ilahan I-ogistik Kantor 507.500.000,00 135.947.635,00 26,78 37r.552.36s,00

I .01 .01 .1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Fasiliu-si Kunjungan Tamu

500.000.000,00 24.884.000,00 47s.1 16.000.00

l.0l .01.1.06.0008 9.223.41 2.000-00 447.069.000,00 8.776.343.000.00

1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.083.740.000.00 1.257.907.878,00 7.36 15.82s.832.122.00

0,00 3.s00.993.000,00

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.360.493.000,00 0.00

Pengadaan Aset Tak Berwujud 140.500.000.00 0,00

I 01.0r.1.08 t6,61

1.0t.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik l .273.378.005.00 1.243.616.6r 5,00

t9,52

1.0r.01.1.07

| 
1.01.0r.1.07.0006

1.01.01.1.07.0008

Pengadaan Earang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.248.590.000.00 I .220.280.000,00

74

795.653.600.00 768.1s3.600,00

Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.284.465.843,00

4,97

4.84

3.500.993.000,00 0.00

0,00 3.360_493.000.00

0,00 140.500.000,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.521.968.005.00 t.250.04 r.390.00 6.271.926.615,00

29.761 .390,00 I 1?

l.0l.0l . t .08.0004 5.028.3 10.000.00



1.01.0t.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

2.518.560.000.00 0,00 0,00 2.518.560.000.00

46. t 30.000,00I.01.01.1.09.0001
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
46. 130.000,00 0,00 0,00

1.01.0t. r.09_0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 215.900.000,00 0,00 0,00 215.900.000,00

1.0r.01.1.09.0008 Pcmcliharaan Asct 'l'ak tlerwujud l .483.000.000,00 0,00 0,00 I .483.000.000,00

1.01.01.1.09.0010
Pemeliharaar/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

773.530.000.00 0,00 0,00 773.530.000,00

701.569.591.676,001.0t.02 PROGRAM PENCELOLAAN PENDIDIKAN 776.450.542.895,00 74.880.951.2r9.00 9,64

1.01.02.1.03 0,09 210.154.528.015,00Pengelolaan Pendidikan Khusus 210.360.808.015,00 206.280.000.00

1.01.02.1.03.0001 Pembangunan ljnit Sekolah Baru (USB) 191.628.989.815,00 0,00 0,00 191.628.989.815.00

1.01.02.r.03.0035 Pengadaan Mcbel Sekolah 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00

I .0t .02.I .03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3.409.200.000,00 206.280.000,00 6,0s 3.202.920.000,00

1 .438.800.000,001.01.02.1.03.00s0
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada

Satuan Pcndidikan Khusus
l .438.800.000,00 0,00 0,00

1.01.02.1.03.0052 0,00 5.063.290.000,00Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 5.063.290.000.00 0,00

1.01.02.1.03.0053 0,00 0,00 72.500.000,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan
Khusus

72.500.000,00

1.01.02.1.03.0057 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 4.21 8.625.600.00 0,00 0,00 4.218.625.600.00
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l.0t _02.1 .03.0059 3.261.524.800,00 0,00 0,00 3.261 .524.800.00
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan F,valuasi Layanan di
Bidang Pendidikan

I .01.02. 1 .03.0073
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

467.877.800,00 0,00 0,00 467.877.800.00

0,00 r24.498.083.030.001.01.02.3.04 Pengelolaan Akadem i Komunitas 124.498.083.030.00 0,00

0,00 0,00 124.498.083.030,001.0 t .02.3.04.0001 Pembangunan GedungAkademi Komunitas 124.498.083.030,00

1.01.02.3.05 Peningkatan Mutu Akademi Komunitas 2.022.949.500,00 0,00 0,00 2.022.949.500.00

I .01.02.3.05.0004 Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya 2.022.949.500,00 0.00 0,00 2.022.949.500,00

65.315.052.080,001.01.02.3.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP 129.917.576.900,00 64.602.524.820,00 49,72

49,72 65.31s.0s2.080,00l .01 .02.3.06.0007 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi 129.917.576.900,00 u.602.s24.820,00

1r< 299.578.979.0s 1,001.0t.02.3.07 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan 309.651.125.450,00 10.072.146.399,00

1.01 .02.3.07.0001 7 | .879.677 .700,00 5.1 I1.033.000,00 7,tl 66.768.644.700,00Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan

232.810.334.351,00l.0r .02.3.07.0002 Penyediaan Bantuan pembial,aan bagi pendidikan 237 .77 t .447 .750,00 4.961.113.399,00 2,08

20.926.367.600,002.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 20.926.367.600,00 0,00 0,00

0,00 18.426.367.600,002.22.02.r.01
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam I (satu) Daersh Provinsi

18.426.367.600.00 0.00

2.22.02.1.01 .0002 18.426.367.600,00 0,00 0,00 l 8.426.367.600.00
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembag4 dan Pranata

Kebudayaan

2.500.000.000.002.22.02.1,02
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya
Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

2.500.000.000,00 0.00 0,00
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2.22.02.1.02.0003
Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau

Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya
dalam Pemaj uan Kebudayaan

2.500.000.000.00 0,00 0.00 2.500.000.000,00

2.22.03 0,00 0,00 2.503.260.000,00

2.22.03.1.01
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

2.503.260.000,00 0.00

2.22.03.1.01.0001
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
Kesenian Tradisional

2.503.260.000.00 0,00 2.503.260.000"00

2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 14.619.700.000,00 0,00

2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 14.619.700.000,00 0,00 0,00

2.22.06.r.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 14.61 9.700.000.00 0,00

1.02.2. I 4.0.00.02.0000
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

255.076.43r.202,00 42.993.844.731,00 16,E5 212.082.586,471,00

1.02.0r
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

53.038.150.147.00 11,80 46.778.287 .239,00

1.02.0r.1.02 Administrasi Keuangan Perangkal Daerah

1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

-1.904.320.303,00 2.924.462.695,00 7 4,90 979.857.608,00

3.904.320.303,00 2.924.462.695,00 
|

74.90

I r 9.700.000,00 0,00 0,00 119.700.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Administrasi Umum Perangkat Daerah

I 19.700.000-00

10.584.098.900.00

0,00 0.00

r.rotozssz,oo | 1,x 7.276.075.328,00

1.02.01.1.05

1.02.01.1.05.0002

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.02.01.1.06

71

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISTONAL 2.503.260.000,00

0,00 2.503.260,000,00

0,00

0,00 14.6r9.700.000,00

14.619.700.000.00

0,00 14.619.700.000,00

6.259.862.908.00

979.857.608,00

I 19.700.000.00



1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 602.904.s00,00 349.420.s00.00 57,95 253.484.000,00

1.02.01.1.06.0005 Penyediaan tsarang Cetakan dan Penggandaan 299.985.400.00 I 84.999.000,00 6't,66 114.986.400,00

1.02.01.1.06.0008 666.940.000,00Fasilitasi Kunjungan'Iamu 2.44s.268.000,00 I .778.328.000,00

1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 995.276.072,00 t3,75 6.240.664.928,007.235.941 .000,00

1.02.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

500.054.600,00 0,00 0,00 500.054.600,00

1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 500.054.600,00 0,00 0,00 500.054.600.00

r.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 283.392.000,00 27 .37 6.641 ,00 9,66 256.015,3s9,00

l .02.01 .1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.376.64t.00 9.66 256.015.359,00283.392.000,00

1.02.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
37.646.584.344,00 0,00 0,00 37.646.584.344,00

1.02.01.1.09.0009
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya
37 .646.584.344,00 0,00 0,00 37.646.584.344,00

1,02.02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

178.230.002.984,00 35.016.29r.887.00 19,64 143.213.7t 1.097,00

1.02.02.1.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah Provinsi

79.977. t 55.084.00 0.00 0,00 79.977.155,08{,00

I .02.02.1 .01 .0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan t.ainnya 20.836.242.000.00 0,00 0,00 20.836.242.000,00

I .02.02. I .01 .00I 0
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas

I.ayanan Kesehatan
53.863.583.584,00 0.00 0,00 53.863.583.584,00
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I .02.02. I .01 .0025

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan

Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas
Kesehatan

5.277 329.500,00 0,00 0,00 5.277 .329.500,00

1.02.02.1.02 58.269.622.26s,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM

dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
93.200.224.000.00 34.930.601,735,00 37,,47

I .02.02. 1.02.0001 0 00 0.00 1.650.000.000.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak

Krisis Kesehatan Akibat Bencana dar/atau Berpotensi Bencana
I .650.000.000,00

1.02.02.1.02.0002
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi

Kejadian Luar Biasa (KI-B) 1 .650.000.000,00 0,00 0,00 L650.000.000,00

I .02.02.1 .02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu dan Anak 2.3 17.075.500,00 94.250.315.00 4,06 2.222.825.185,00

I .02.02. L02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 15.247.069.900,00 25.920.000,00 0,16 15.221.149.900,00

1.02.02.1.02.00t l
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan'tidak

Menular
9,61 1.519.724.460.001 .681 .303.000.00 161.578.540,00

I .02.02.1 .02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 64.754.090.000.00 34.3 85.597.780,00 53,1 0 30.368.492.220,00

l 02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3.857.926. 100,00 172.800.000.00 4,47 3.685.126.100,00

L02.02.1.02.0018
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang

Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
2.042.759.500,00 90.455.100,00 4,42 l .952.304.400.00

1.02.02.1.04 4.966.933.748,00
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
5.052.623.900.00 85.690.r52.00 1,69

I .02.02.1 .04.0002 4.331.515.144,00Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 4.373.394.000,00 4l .878.856.00 0,95

I .02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 679.229.900,00 43.8n.296,00 6,45 635.418.604,00
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1.02.03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

9.570.68s.500,00 316.831.152.00 3,31 9.2s3.854.348,00

1.02.03.1.02
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis

Sumber Daya Manusia Kesehatrn Tingkat Daerah Provinsi
9.570.685.500.00 316.831. r52,00 3,31 9.253.854.348.00

L02.03. I .02.0001
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya

Manusia Kesehatan
2.260.050.000.00 73.647 .720,00 3,25 2.186.402.280,00

I .02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 7.3 10.635.500,00 243.183.432,00 3,32 7 .067 .452.068.00

1.02.0s
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN

3.847 .367 .411,00 166.912.600.00 4,33 3.680.454.87 r.00

1.02.05.1.0t
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran

Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
4,33 3.680.454.E71,003,847,367.471,00 t66.912.600.00

1.02.05.1.01.0001
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan,

Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Provinsi

166.912.600,00 4,33 3.680.454.871,003.847.367 .47t.00

2,14.02 PROGRAM PENCENDALIAN PENDUDUK 3.250.458.700.00 93.590.850.00 2,87 3.156.867.850.00

2.14.02.1.01
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat

dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka
Pengendalian Kuantitas Penduduk

3.250.458.700,00 93.590.850.00 2,87 3.156.867.850.00

2.14.02.1.01.0002
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan

Kependudukan ((iDPK) Tingkat Provinsi
3.250.458.700.00 93.590_850.00 2,87 3.156.867.850.00

2.14,03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARCA BERENCANA (KB) 1.639.766.400,00 40.355.334.00 2,46 1.599.4 t 1.066,00
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2.14.03.1.01

Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIf,) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)
Sesuai Kearifan Budaya Lokal

1.639.766.400,00 40.355.334,00

Vo

2,46 1.599.41r.066.00

2.14.03. r .01.0001
Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai

Kearifan Lokal
l .639.766.400,00 40.355.334,00 2,46 1.s99.41 1.066.00

2.14.04
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA (KS)

5.500.000.000.00 r. t 00.000.000,00 20.00 4.400.000.000,00

2.t4.04.t.0t
Pengelolaan Pelakssnaan Desain Program Pembangunan

Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

1.100.000.000,00 20.00 4.d00.000.000.005.s00.000.000,00

2.14.04.1.01.0017
Pelaksanaan t'asilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan

Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 IiPK
5.500.000.000,00 I .100.000.000.00 20,00 4.400.000.000,00

1.03.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

20.852.104.912.00 5.127.462.57 4,00 24.58 15.724.642.338,00

r.03,01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah
0,00 83.439.000,0083.439.000.00 0.00

I .03.01. r.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 27.813.000,00 0,00 0,00 27.813.000,00

1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 27.813.000,00 0,00 0,00 27.813.000.00

1.03.01.1.01.0006
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
27.813.000.00 0.00 0,00 27.813.000,00
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r.03. 1.04.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN Pf,RUMAHAN RAK}'AT 701.860.700.482,00 51.932.578.356.00 7,39 649.928,t22.t26,00



Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.216.205.632,00 2.440.0s3.97s,00 7s,86 776.151.657,001.03.01.1.02

1.03.01.r.02.0001 Penycdiaan Gaj i dan 'l unjangan ASN 3.I 88.392.632.00 2.440.053.975,00 76,52 748.338.657,00

I .03.0 t .1 .02.0005
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Alhir Tahun

SKPD
27.813.000,00 0,00 0,00 27.813.000,00

5.594.3 r s.880.00 45,23 3.063.638.701,00r.03.0r.1.06 Administrasi Umum Perangkat Ds€rah 2.530.677. t 79,00

1.03.01.1.06.0001
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor
14.825.430,00 0,00 0.00 14.825.430,00

1.03.0t .l .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 494.705.200,00 0 00 0 00 494.705.200,00

1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 330.100.000,00 330.000.000,00 99 96 100.000.00

t71.259.330,00 114.000.000.00 57.259.330,001.03.0t.1.06.000s Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 66,56

r 33.703.700,00 133.600.000.00 99,92 103.700.001.03.01. r.06.0007 Penyediaan Bahan/Material

1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 175.622.220,00 175.621.000,00 99,99 1.220,00

1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.274.100.000,00 1.777 .456.179,00 41,58 2 .496 .643 .821 ,00

1.03.01.r.07
Pengadaan Barang Milik Daersh Perunjang Urusrn

Pemerintah Daerah
I1.590.24 t.000,00 0,00 0,00 I1.590.241.000.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya
I 1 .590.241.000,00 0 00 t) 00 I 1.s90.241.000.001.03.01.1.07.0010

1.03.0 r. r.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 367.903.400.00 t56.731.420.00 12.60 2 r t.l7t.980.00

l .03.01.1.08.000r Penycdiaan Jasa Surat Menyurat 24.800.000,00 22.000.000.00 88,70 2.800.000.00

t.03.01.1 .08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 71.855.400,00 6.811.420.00 9,47 65.043.980,00
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271.248.000,00 127.920.000,00 47,15 143.328.000,00I .03.01 .1 .08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

0.001.03.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
0,00 0,00 0,00

0.00 0.001.03.01.1.09.0009
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya
0,00 0 00

0,00 0,00 20.110.!t54.320,001.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 20,110.454.320,00

I1.983.690.320,00 0.00 0,00 l r.983.690.320.001.03.02.1.01
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada

Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1.03.02.1.01.0009 Pembangunan '[ anggul Sungai 7.564.810.320,00 0,00 0,00 7.s64.810.320,00

4.418.880.000,001.03.02.1.01.0096
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai

Lainnya
4.418.880.000,00 0 00 0,00

0,00 8. t 26.764.000,001.03.02.t.02
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan

Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kots

8.126.764.000.00 0,00

8.00 t .764.000,00 0,00 0.00 8.001 .764.000,001.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan lrigasi Permukaan 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00I .03.02. I .02.0021

25.000.000,001.03.02.t.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 25.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0.00 s9.70s.154.000,001.03.03
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGf,MBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 59.705.154.000.00

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

59.705.154.000,00 0,00 0,00 59.705.154.000,001.03.03.1.01
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1.03.03.1.01.0017
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas

Kabupaten Kota 26.463.650.000.00 0,00 0 00 26.463.650.000,00

I .03.03.1.01 .001 8 0.00 33.241 .504.000,00
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas

Kabupaten/Kota
33.24 t .504.000,00 0 00

1.03.05 0,87 3.814.960.000.00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH 3.848.580.000.00 33.620.000.00

1.03.05.1.01 33.620.000,00 0,87 3.814.960.000.00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Domestik Regional -1.848.580.000.00

I .03.05. I .01.0013
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

(SPALD) Terpusat
3.848.580.000,00 33.620.000,00 0.87 3.814.960.000,00

1.03.06 0,00 21.293.360.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE

21.293.360.000,00 0,00

1,03,06.r.01 0,00 21.293.360.000.00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang

Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi

21.293.360.000.00 0,00

1.03.06.1.01.0007 21.293.360.000,00 0 00 0.00 2l .293.360.000,00Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan

L03.07 39.731.020.000.00PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 43.178.560.000,00 3,447.540.000,00 7,98

1.03.07.3.02 7,98 39.731.020.000,003.447.540.000.00

I .03.07.3.02.0001 39.731 .020.000,00
Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana

dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi,
terpencil, dan terluar

43. 178.560.000,00 3.447.540.000,00
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Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni
dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP

,l-1.178.560.000.00

7,98



tJ3J8 - 0,00 t ?2515.100"00PROGRAM PENATAAN BANGUNAN CEDUNG t ?2^5rs,400,,00 0s0

1.03.08.1.01 0,00 0,00 r72.535.400,00
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk

Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
172.535.400,00

I .03.08. L0l .0017 Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek 172.535.400,00 0.00 0,00 172.535.400.00

1.03.t0 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 529.450.5 t 8.850.00 43.323.955.782,00 8,l8

1.03.10.1.01 486.126.563.068,00Penyelenggaraan Jalan Provinsi 529.450.518.850,00 43.323.955.782,00 8,18

1.03.10.1.01.0031 0,00 0,00 280.822.211.992,00Rekonstruksi Jalan 280.822.2n.992,00

I .03. 10.1.01.0032 0.00 0,00 101 .406.539.565,00Pembangunan Jembatan l0l .406.539.565,00

1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan 9.074.808.000,00 0,00 0.00 9.074.808.000,00

1.03.10.1.01.0042 93.809.723.51 1,00Pembangunan Jalan 137 .133 .679 .293 ,00 43.323.955.782,00 31,59

1.03.10.1.01.0043 0,00 I .01 3.2ttO.000.00Survey Kondisi Jalan/Jembatan I .0 r 3.2n0.000.00 0,00

1.03.1I 0,00 399.798.000,00PROCRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 399.798.000,00

1.03.11.3.01 0,00 0,00 399.798.000,00Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 39e.798.000,00

1.01.II.3.01.0009 399.798.000,00
Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi

bagi OAP
399.798.000,00 0 00 0 00

1.03. t 2 2.022.920.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 0,00 0,00

t.03. t 2.1.0 t 0,00 2.022.920.000.00
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci

Tata Ruang Provinsi
2.022.920.000.00 0,00

L03. 12.I.01.0007 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi 2.022.920.000,00 0 00 0,00 2.022.920.000,00
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486.126.s63.068.00

0,00

2.022.920.000,00



I
r.04.02 826.715.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 826.71s.000,00 0,00

t.04.02.1.01
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban

Bencana atau Relokasi Program Provinsi
0,00 0,00 826.71s.000.00826.715.000.00

1.04.02.1.01.0003
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian

Sebelumnya yang Belum Tedangani
826.71s.000,00 0,00 0,00 826.715.000,00

1.05.01 10.064.435.008.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

13.70s.077 .962,00 3.640.6,t2.954,00 26,56

1.05.0t.1.01 0,00 252,044.787,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkst Daerah
252,044.787,00 0,00

1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 8l .992.800,00 0,00 0,00 8 t .992.800.00

1.05.01 .1.0r.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 88.556.500.00 0,00 0,00 88.s56.500.00

L05.01.1.01.0006 81.495.487,00
Koordinasi dan Penyusunan [,aporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
81.495.487,00 0,00 0,00

1.0s.01.t.02 70,85 6l1.800.743,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.099.424.625.00 1.487.623.882.00

I _05.01.1_02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | .945.799.725,00 I .487.623.882,00 76,45 458.1 75.843,00

1.05.01.1.02.0005
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD
63.710.000.00 0,00 0,00 63.710.000,00
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0,00

1.05,0.00.0.00.04.0000
DINAS PEMADAII,I KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,
PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

34,242.866.562,00 5.689.355.823.00 16,61 28.553.510.739,00



89.914.900,001.05.01.1.02.0008
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran
89.914.900.00 0.00 0 00

0,00 1. t 94.363.020,001.05,0t.t.0s Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.194.363.020,00 0,00

I .05.01 .1.05.0002 0,00 0 00 600.613.020.00Pengadaan Pakaian Dinas Besena Atribut Kelengkapannya 600.613.020.00

l .05.01. l .05.001 r
Bimbingan leknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan
593.750.000.00 0,00 0,00 593.750.000,00

4.372.9s6.823,001.05.01.r.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.435.095.830.00 2.062.139.007,00 32,04

0,00 30.277.830,001.05.01.1.06.0001
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor
30.277.830,00 0,00

1.05.01.1.06.0003 0,00 0 00 46.321.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.321 .000,00

1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.601.128.000,00 750.720.000,00 46,88 850.408.000.00

190. t68.000,00I .05.01. r .06.0005 Pcnyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 240. t 68.000.00 s0.000.000.00 20,81

s 1.360.000,001.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan s 1.360.000,00 0.00 0,00

l .91 s.230.000,001.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.965.2 10.000.00 I .049.980.000,00 35,40

1.05.01.1.06.0009 2u.439.007,00 14,09 1.289.191.993,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD I .500.631 .000,00

2.178,871.700,001.05,0t. r.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Dserah
2.178.871.700,00 0,00 0.00

100.000.000,001.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau I-apangan r 00.000.000.00 0,00 0,00

0.00 275.061 .800,00L0s.01 .1 .07.0005 Pengadaan Mebel 275.06r.800,00 0.00

L05.01.1.07.0006 0 00 389.809.900,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 389.809.900.00 0,00
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1.05.01.1.07.0007 Pengadaan As€t 'Ictap Lainnya 1 .414.000.000.00 0,00 0,00 1.414.000.000.00

1.05.0t.1.08 410.837.935,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50t.718.000,00 90.880.065,00 l8,l I

1.05.01.1.08.0001 0,00 20.230.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.230.000,00 0,00

1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.860.065,00 3t,25 39.289.935,0057.1 50.000.00

I .05.01. 1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 424.338.000,00 73.020.000.00 17,20 351.3 18.000,00

r.05.01.1.09 0,00 l.043.560.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Dsereh
1.043.s60.000,00

1.05.01.1.09.0001 0,00 368.830.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
368.830.000,00

1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnva 0.00 0 00 57.750.000.0057.750.000,00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya 616.980.000,00 0,00 0,00 616.980.000.00

1.05.02
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM 5.624.737.100.00 l.345.503.769,00 23,92 4.279.233.331,00

1.05.02.1.01 24.64 4. t 14.958.33 t.00
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam I (Satu) Daerah Provinsi
5.460.462.100,00 1.345.503.769,00

1.05.02.1.01.00r 0 28.49 2.808.513.000,00Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat 3.927.s 13.000.00 l .l r 9.000.000,00

1.05.02.1.01.0013
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Ketcnteraman, Ketertiban l.lmum dan Pclindungan Masyarakat
146.159.000,00 0,00 0,00 146.159.000,00

1.05.02. r.01.0014 62 .17 I .23 | .00
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum

dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
201.275.000.00 139.103.769,00 69 ll
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I .05.02.1 .01 .0017 8,35 958.230.700,00

Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Kete(iban Umum dan

Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan

1 .045.630.700.00 87.400.000.00

1.05.02.1.01.0019 0,00 139.884.400,00

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada
Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Massa

139.884.400,00 0,00

164.275.000,001.05.02.1.03 164.275.000,00 0,00 0,00Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

r64.275.000,00I .05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 164.275.000,00 0,00 0,00

1.05.03 8,2t 2.170.207.800,00PROGRAM PENANGGULANGAN EENCANA 2.364.367.800.00 r94.160.000.00

1.05.03.1.01 3,14 867.9E5.200,00Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 896.185.200.00 28.200.000.00

I .05.03.1.01.0003 28.200.000,00 3,14 867.985.200,00Penyusunem Kalian Risiko Bencana Provinsi 896.185.200,00

1.05.03.r.02 0,00 0,00 5 u.023.000,00Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana stl.023.000.00

0,00 98.183.000,001.05.03.1.02.0014
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana

Kesiapsiagaan'Ibrhadap Bencana
98.1 83.000.00 0,00

1.05.03.1.02.0016 0.00 412.840.000,00Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 412.840.000.00 0.00

1.05.03.1.04 17,33 791.199.600,00Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 957.159.600.00 r65.960.000.00

I .05.03. l .04.0007 150.000.000,00 100.00 0.00Penanganan Pasca Bencana Provinsi 150.000.000.00

495.204.600,00L05.03.1.04.0015
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan

Keadaan Darurat Provinsi
5l1.164.600,00 15.960.000,00 3,12
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I .05.03.1.04.0019
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kcmitraan dalam

Penanggulangan Bencana
295.995.000,00 0.00 0,00 295.995.000.00

1.05.04 r 2.039.634.600.00

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN

12.548.683.700,00 509.049.100.00 1,05

1.05.04.r.01 4,19 I 1.620,574.600,00Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran 12.129.623.7 00,00 509.049.100.00

1.05.04.1.01.0004

Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah
Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kebakaran

99.999.500,00 0,00 0,00 99.999.500.00

I .05.04.1.01 .0023
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Provinsi dan Kabupater/Kota
t.609.324.200,00 412.249.100,00 25,61 I .197.075.100,00

I .05.04.1.01.0026 0,00 90.040.000.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi

90.040.000.00 0,00

1.05.04.1 .01.0027 96.800.000.00 0,93 10.233.460.000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan

Kebakaran dan AIat Pelindung Diri
10.330.260.000,00

1.0s.04.r.02
Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan,

Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
419.060.000,00 0,00 0,00 419.060.000.00

I .05.04.1.02.0002
Pengawasan Penyelcnggaraan Pencegahan, Penanggulangan,

Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
419.060.000,00 0,00 0,00 419.060.000,00
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r.06.2.08.0.00.05.0000
DINAS SOSIAL, PEMBORDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGANANAK 99.757.766.845,00 52.472.532.839,00 52.59 47.2E5.234.006,00



1.06.01
PROGRAM Pf,NUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI 10.375.410.694,00 3.884.408.239.00 37,43 6.491.002.455,00

1.06.01.1.01 76.082.400,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah
76.082.400,00 0,00 0,00

1.06.0t.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.495.600,00 0,00 0.00 13.495.600,00

1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 12.477.600,00 0,00 0,00 12.477.600,00

1.06.01 .1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan l)okumen Perubahan RKA-SKPI) 12.684.500,00 0,00 0,00 r 2.684.500,00

1.06.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 12.666.400,00 0,00 0,00 12.666.400,00

1.06.01.1.01.000s 0,00 12.651.900,00Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 12.65 l .900,00 0,00

1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

r 2.106.400,00 0 0t) 0,00 12.106.400,00

1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.663.307.994.00 1.001.575.E39,00 37,60 t.661.732.t 55.00

1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Ga.ii dan Tunjangan ASN 2.s72.78s.094,00 l .001.57s.839,00 38,92 1.571.209.255,00

I .06.01.1 .02.0005 55.103.400,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD 55.103.400,00 0,00 0,00

I .06.01 .l .02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 10.001.900.0010.001.900.00 0,00

I .06.01 .1.02.0007
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/Semesteran SKPD
25.417.600,00 0 00 0,00 25.417.600,00

1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29.533.900.00 0,00 0,00 29.533.900.00

1.06.01.1.05.0003 10.000.500.00Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian r 0.000.500,00 0"00 0,00
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1.06.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelalsanaan Sistem Informasi Kepegawaian 9.825.200,00 0,00 0,00 9.825.200,00

1.06.01.r.05.000s Monitoring, Ilvaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 9.708.200,00 0,00 0,00 9.708.200,00

L06.01.1.06 3.518.964.200,00Administrasi Umum Perangkat Da€rah s.933.796.600,00 2.4 r 4.832.400,00 40.69

1.06.01. r.06.0001
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 9.805.200.00 0,00 0,00 9.805.200,00

L06.01 .1 .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 727.246.600,00 0,00 0,00 727.246.600,00

1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 183.521.000,00 162.640.700,00 88,62 20.880.300,00

1.06.01.1.06.0004 333.s61.400,00Penyediaan Ilahan l-ogistik Kantor 1.702.91 1.200,00 r .369.349.800,00 80,41

1.06.01.1.06.000s Penyediaan Ilarang Cetakan dan Penggandaan 48,31 106.981.100,00206.981.100,00 100.000.000,00

I .06.01 . 1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 4.800.000,004.800.000,00 0,00

1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 921 .089.500.00 604.641 .900,00 65,64 316.447.600,00

1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP[) 2.177 .442.000,00 178.200.000.00 8,18 1.999.242.000,00

1.06.01.r.07 286.946.200,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 684.946.200.00 398.000.000.00 58.r0

I .06.01 .l .07.0005 Pengadaan Mebel 0,00 260.677.400,00260.677.400,00 0,00

1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 26.268.800,0026.268.800,00 0,00

I .06.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

398.000.000.00 398.000.000,00 100,00 0,00

1.06.01.1.08 777.828.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 847.828.000.00 70.000.000.00 8,25
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I .06.01 .1 .08.0001 0,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00

1.06.01. I .08.0002 0.00 35.940.000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.940.000,00 0,00

1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 741.888.000,00 0,00 0.00 741 .888.000,00

1.06.0t.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjeng Urusan
Pemerintahan Daerah 139,915.600.00 0,00 0,00 139.915.600,00

I .06.01 .1.09.0001 139.915.600,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
139.915.600,00 0,00 0,00

r,06.04 6.717.454.600.00PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 6.750.000.000.00 32.545.400.00 0,48

1.06,04.r.0t Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
di dalam Panti

0,00 0,000,00

1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan 0.00 0,00 0,00 0,00

I .06.04. r.0l .0002 Penyediaan Sandang 0,00 0,00 0.00 0,00

t.06.04. t.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dahm Panti 5.750.000.000,00 32.545.400.00 0,56 5.71?.454.600,00

I .06.04.1.02.0002 I .750.000.000,00Penyediaan Makanan 1.750.000.000,00 0,00 0.00

Penyediaan Sandang 1.000.000.000,00 0,00 0,00 I .000.000.000,00

I .06.04.1 .02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 3.000.000.000,00 32.s4s.400.00 1.08 2.967 .454.600,00

1.06.04.1.03
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam

Panti t.000.000.000,00 0,00 0,00 t.000.000.000,00

L06.04.1 .03.0001 0,00Penyediaan Permakanan 0.00 0,00 0,00

I .06.04. I .03.0002 I .000.000.000.00Penyediaan Sandang I .000.000.000.00 0,00 0 00
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1.06.04.1.04 0,00 0,00
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di

dalam Panti
0,00 0,00

I .06.04.1.04.0001 0,00 0,00Penyediaan Permakanan 0,00

I .06.04.1.04.0002 0,00 0,00Pcnyediaan Sandang 0,00

I.06.05 32.15t.776.951,00PROGRAM Pf,RLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 80.632.356. t 5 t.00 48.480.579.200,00 60.12

1.06.05.1.02 32.151.776.951,00Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 80.632.356.151,00 48.480.579.200,00 60,12

L06.05. 1 .02.0003 48.480.579.200,00 60,t2 32.151.776.951,00Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 80.632.356.151,00

2.08.02 0,00 0,00 0,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN Gf, NDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

0,00

2.08.02.1.01
Pelembrgaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada

Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
0,00 0,00 0,00 0,00

2.08.02.1.0 t .0006 0 00 0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG

Kewenangan Provinsi
0,00 C) 00

2.08.02.1.03 0,00 0,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
0,00 0,00

2.08.02.1.03.0005 0,00 0,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya [,ernbaga Penyedia

Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
0 00

2.08.03 PROGRAM Pf,RLINDUNGAN PEREMPUAN 2.000.000.000,00 75.000.000.00 3,75 1.925.000.000.00

2.08.03.1.01 3,7 5 r.925.000.000.00

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang
melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

2.000.000.000.00 75.000.000,00
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2.08.03. r.01.0001 3,75 1.925.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program

dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Kewenangan Provinsi

2.000.000.000.00 75.000.000.00

2.08.0s
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATAGENDER DAN
ANAK 0,00 0,000,00

2,08.05.1.0t 0,00

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Datr
Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Provinsi

0,00 0,00 0,00

2.08.05.1 .01.0001 0.00Pcnyediaan Data Gendcr dan Anak Provinsi 0,00 0,00 0,00

2.08.06 0,00 0.00PROGRAM PEMENUHAN HAKANAK (PHA) 0,00 0,00

2.08.06.1.01 0,00 0.00
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non

Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
0,00 0.00

2.08.06.1 .01 .0002
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak

Anak Kewenangan Provinsi
0,00 0,00 0,00 0,00

2.07.01 2.403.453.544,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

4.9!2.837.226,00 2.529.403.682.00 s1,27

2.07.01.1.01 0,00 93.s96.462.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkrt Daerah
93.596.462.00 0,00

2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49.999.570,00 0,00 0,00 49.999.570,00

2.07.01.1.01.0002 33.597.400,00Koordinasi dan I'enyusunan Dokumen RKA- SKPI) 33.597.400.00 0,00 0,00
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2.07.3.32.3.29.06.0000
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL 126,673.742.992,00 12.611.345.779,00 9,95 114.062.397.213.00



2.07.01.1.01.0006 0,00 0,00 9.999.492,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.999.492,00

2 .07 .01 .t .02 487.810.661.00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.485.856.382.00 998.045.721,00 67,16

2.07.01.1.02.0001 69,65 434.81 1.505,00Penyediaan Gaji dan 'Iunjangan ASN r.432.8s7 .226,00 998.045.721,00

2.07.0 t .1.02.0005 0,00 22.999.186,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir thhun

SKPD
22.999.186,00 0,00

2.07.01 . 1.02.0007
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/Sernesteran SKPD
29.999.970.00 0,00 0,00 29.999.970.00

2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 249.319.000.00 2 ll.677.000.00 84,90 37.642.000,00

2.07.01.1.05.0002 698.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 212.375.000,00 2l I .677.000,00 99,67

2.07.01.1.05.0010 0,00 36.944.000,00Sosialisasi Peraturan Perundang-tJndangan 36.944.000.00 0,00

2.07.01.r.06 157.776,36r,00 I1.90 1.168.045.954.00Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.325.822.315,00

2.07.01.1.06.0001 39.986.781 ,00 0,00 0,00 39.986.781,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

2.07.01 .1.06.0002 104.999.648,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 129.999.648,00 25.000.000,00 19,23

2.07.01 .1.06.0003 24.990.207,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.990.207,00 0,00 0,00

2.07.01 . t .06.0004 0,00 0,00 149.993.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 149.993.000,00

2.07.01 .1.06.0005 t0.000.000,00 25,00 29.999.960,00Penycdiaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39.999.960,00

2.07.01 . t .06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 40.976.319.00 29.900.000,00 72,96 I L076.3 19.00

2.07.01 .1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 899.876.400.00 92.876.361,00 10,32 807.000.039,00
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251.107. 130.002.07.01.1.07 604.153.730,00 353.046.600.00 58,43
Pengadaan Barang Milik Daerrh Penunjang Urusan

Pemerintah Deerah

99,33 679.780,002.07.01. t.07.0005 Pengadaan Mebel 102.s77.780,00 101.898.000,00

99.83 427.350,002.07.01 .l .07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mcsin Lainnya 251 .575.950,00 251.148.600.00

2.07.01. r .07.0008 0.00 0,00 250.000.000,00Pengadaan Aset Tak Berwu.jud 250.000.000.00

316.695.441,002.07.01.1.08 110.950.000,00 25.94Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 427.645.441,00

I 00.00 0,002.07.01 . I .08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.000.000.00 13.000.000,00

0,00 41.722.641.002.07.01 .1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4t.722.641.00 0.00

97.950.000,00 26,26 274.972.800,002.07.01 .1.08.0004 Penyediaan Jasa Pclayanan Umum Kantor 372.922.800,00

2.07.01.1.09 697.908.000.00 93,49 48.555.896,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
746.463.896.00

44.874.600,002.07.01 . I .09.0001
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
44.874.600.00 0,00 0,00

99,47 3.681.296,002.07.01.1.09.0010
PemeliharaadRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya
701.s89.296,00 697.908.000,00

0,35 20. t 78.685.186,002.07.03
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA

20.250.000.000,00 71.3r4.814,00

7t.314.814.00 0,-35 20.178.685.186,002.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 20.250.000.000.00

20.178.685.186,002.07.03.1 .01 .0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja 20.250.000.000,00 7 r.314.8t 4.00 0,35

0,r2 14.749.535.420,00PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 14.767.588.000.00 18.052.580,00
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2.07.04.1.01 0,00Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0.00 0,00

2.07.04.1.01.0001 0,00 0,00Penycdiaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 0,00 0,00

2.07.04.3.01 0,l2 r 4.749.535.420,00Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupeten/Kota 14.767.588.000.00 18.052.580.00

2 .07 .04 .3 .01 .0007 18.052.580,00 0,12 14.749.535.420,00Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan 14.767.588.000,00

2.07.05 I.145.633.397,00PROGRAM HUBUNGAN INDTjSTRIAL 6.723.297.766,00 5.577.664.369,00 82,96

2.07.05.1.01 0,00
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran

Perjanjian Kerja Bersama untuk ysng Mempunyai Wilayah
Kerja lebih dari I (satu) Krbuprten/Kota

0,00 0,00 0,00

2.07.05.1.01.0003 0,00 0,00
Penyelenggaraan Pendataan dan Informa-si Sarana Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
0,00 0 00

2.07.05.1.03 s.577.664.369,00 82,96 1. t 45.633.397.00

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum
Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupsten/Kota
(uMsK)

6,723,297,766,00

2.07.05.1.03.0001 0,00 0 00 0.00 0,00Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)

2,07.05.1.03.0005 1.145.633.397,00
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan

Fasilitas Kesej ahteraan Pekerja
6.723.297 .766,00 5 .577 .664 .369 .00 82,96

2.07.06 0,00 0,00PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 0,00 0,00

2.07.06.1.01 0.00 0.00 0,00Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 0,00

2.07.06. r.01.0001 0,00 0.00 0,00Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Pcrusahaan 0,00

2.07.06.1.01.0003 0,00Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kcrja di Perusahaan 0,00 0,00 0,00
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3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGf,OLOGIAN 0,00 0,00 0,00 0,00

3.29.02.r.0r 0,00
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air

Tanah dalam Daerah Provinsi
0,00 0,00 0,00

3.29.02.1.01.0002 0.00 0,00
Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada

Cekungan Air Tanah
0,00 0,00

3.29.03 0,00 0,00PROCRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 0,00 0,00

3.29.03.1.03

Penrtausahaan lzin Usaha Pertambangan Mineral Bukan
Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam
Negeri pada Wilayah lzin Usaha Pertambangan Daerah yang
Berada dalam I (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilavah Laut
sampai dengan 12 Mil Laut

0,00 0,00 0,00 0,00

3.29.03.1.03.0002 0.00

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan
Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah
Pertambangan oleh Pemerintah Pusat

0 00 0.00 0,00

3.29.03.1.03.0005 0,00 0 00

Pengawasan 'l'eknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan
Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam
rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Daerah yang Berada dalam I (satu) Daerah Provinsi
'I'ermasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

0,00 0,00

3.29.03.3.04
Penatausahaan Izin Perttmbangan Rakyat untuk Komoditas

Mineral Logam, Batubara, MineralBuksn Logam, dan Batuan
dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

0,00 0,00 0,000,00
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3.29.03.3.04.0006 0,00 0,00 0,00

Pemberian Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas
Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan
dalam Wilayah Pcrtambangan Rakyat yang berada di dalam
wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan

0,00

3.29.03.3.04.0007 0,00

Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan
Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral
Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dar Batuan dalam
Wilayah Pertambangan Rakyat, yang berada di dalam wilayah
pertambangan dan sesuai dengan ketcntuan perundangan

0,00 0 00 0,00

3.29.04 0,00 0,00PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI 0,00 0,00

3,29.04.3.03 0,00 0,00
Rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat

yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah
0.00 0,00

3.29.04.3.03.0001 0,00 0,00 0,00
Rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat

yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah
0,00

3.29.05
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU
TERBARUKAN 0,00 0,00 0,00 0,00

3.29.05.3.08 0,00 0,00
Pengelolaan aneka energi baru dan energi terbaru kan lintas

wilayah kabupaten/kota.
0,00 0,00

3.29.05.3.08.0001 0,00 0,00
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah

pengembangan aneka EBT dalam RUED
0,00 0.00

3.29.06 4.41..1.910.334,00 5,sl 7s.585.089.666,00PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 80.000.000.000.00

40

KODE URAIAN
ANCCARAN

SETELAH
PERGESERAN

REA I,ISASI SISAANGGARAN KE'I'ERANGAN



3.29.06.1.06 5,51 75.585.089.666,00
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu,

Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum
Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

80,000.000.000,00 4.414.910.334.00

3.29.06.1 .06.0004 0,00 0 00 0,00
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran

Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum
Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

0,00

3.29.06.1 .06.0006 80.000.000.000,00 4.414.910.334.00 5,51 7s.s85.089.666.00
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum

Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

3.32.02 0,00PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00 0.00 0,00

3.32.02.1.01 0,00Pencadangan Tanah unluk Kawasan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00

3.32.02.1.01 .0001 0,00 0 00 0,00Identifi ka-si Potensi Kawasan Transmigrasi 0,00

3.32.03 0,00 0.00 0.00PROGRAM PEMBANCUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00

3.32.03. r.0l Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam I (Satu) Daerah Provinsi

0,00 0,00 0,00 0,00

3.32.03.1 .01.0001 0,00 0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan

Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupatenikota dalam I
(Satu) Daerah Provinsi

0,00

3.32.03.1.01.0018 0,00 0,00Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi 0.00 0.00

t

2.09.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

8.784.997.179.00 3.916.253.942,00 44,s7 4.868.743.237,00
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0,00

2.09.3.27.3.2s.07.0000
DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAI\I
PERIKANAN 112.935.052.095,00 7 .47 4.806.277 ,00 6,6t 105.c60.245.818,00



2.09.01.1.01 11,66 203.636.600.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah
230.515.600,00 26.879.000.00

2.09.01.1 .01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.989.600.00 26.879.000,00 72,66 l0.l10.600,00

2.09.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPI) 80.109.500.00 0,00 0,00 80.109.500,00

2.09.01.1.01.0003 18.228.500.00Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 18.228.500.00 0 00 0,00

2.09.01. r.0l.0006 0,00 0,00 19.429.500.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
19.429.500,00

2.09.01.1.01.0007 0,00 0,00 75.758.500,00Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.758.500,00

2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Persngkrt Daerah 4.t01.901.259.00 2.707.76t.423,00 66,01 1.394.139.836,00

2.09.01.1.02.0001 r .324.121.836.00Penycdiaan Gaji dan I unjangan ASN 4.031 .883.259,00 2.707 .76r.423,00 67,15

2.09.01 .l .02.0005 0,00 19.298.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD
19.298.500,00 0,00

2.09.01 .1.02.0007 0,00 0,00 50.719.500.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/Semesteran SKPD
50.719.500,00

2.09.0t.1.04 Admitristrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat
Daerah

98.241.700,00 0.00 0,00 98.241.700.00

2.09.01 .1.04.0002 98.241.700,00
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta

Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
98.241.700,00 0,00 0,00

2.09.0r.t.05 129.406.959,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50r.472.000.00 372.06s.04r,00 7 4,19

2.09.01.1.05.0002 r00.00 0 00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 187.832.000.00 187.832.000.00
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2.09.01 .l .05.0009
Pendidikan dan Pclatihan Pegawai Berdasarkan 'fugas dan

Fungsi 313.640.000,00 l tt4.233.041.00 58,74 129.406.959,00

2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Dserah 2.451.870.620.00 579.373.478,00 23,62 1.872.497.142,00

2.09.01 .1.06.000t Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor 6.876.786,00 0,00 0,00 6.876.786,00

2.09.01 . I .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83.564.434,00 42.391.500.00 50,72 41.172.934,00

2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan I-ogistik Kantor 19r.922.500,00 0,00 0,00 191.922.500,00

2.09.01 .1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.777.200,00 0,00 0,00 4t .777 .200 ,00

2.09.01 .l .06.0006 13.200.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 13.200.000.00 0,00 0,00

2.09.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 49.587.500,00 24,54 152.476.500,00202.064.000,00

2.09.01 .1.06.0009 Penyelcnggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1,912.465.700,00 487.394.478,00 25,48 I .425.071 .222,00

2.09.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 879.6t 1.000.00 0,00 0,00 879.611.000,00

2.09.01 .1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 879.61 1.000,00 0 00 0,00 879.611.000,00

2.09.01.1.07.001I Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

0,00 0,00 0,00 0 00

2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 453.085.000.00 230.175.000,00 50,80 222.910.000.00

2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000.00 0,00 0,00 10.000.000,00

2.09.01 .l .08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.325.000,00 0,00 0.00 41.325.000.00

2.09.01 .1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 401.760.000.00 230. t 75.000,00 57,29 171.585.000,00
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2.09.0t.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
0,00 0,0068.300.000,00

42.530.000.00 0.0t) 0,00 42.530.000,00

2.09.01 . 1.09.0006 0,00 25.770.000,00Pemeliharaan Peralalan dan Mesin Lainnya 25.770.000,00 0,00

0.00 0,00 9.360.000.000.00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI
UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

9.360.000.000,00

2.09.02.r.01 0,00 0,00 9.360.000.000,009.360.000.000.00

2.09.02.1.01 .0003
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

Lainnya
9.360.000.000,00

2.09.03 6.040.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

6.040.000.000.00 0.00

2.811.700.600.00

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan
Lainnyr sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam
rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

2.81t.700.600.00

0,00 0,001.763.235.100,00

I .048.465.500.00

1 .763.23 5.100.00

l .048.465.500,00

2.09.01.1.09.0001

2.09.02

2.09.03.1.01 .0007

2.09.03.1.04

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber
Daya Lokal

Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui
Media Provinsi

400.000.000,00 0.00 0,00 400.000.000.00

L
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68.300.000,00

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung
Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan
Daerah Provinsi

0,00 0,00 9.360.000.000.00

0,00

2.09.03.1,0t 0,00 0,00

2.09.03.1.01.0006 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

0,00 0,00



2.09.03. I .04.0001 400.000.000.00
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis

Sumber Daya Lokal
400.000.000,00 0.00 0 00

2.09.03.3.02 0,00 2.828.299.400.00Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 2.828.299.400.00 0,00

2.09.03.3.02.0003 0,00 0,00 2.828.299.400,00Penetapan kiteria dan status krisis pangan untuk skala provinsi 2.828.299.400,00

2.09.04 0.00 0,00 0,00 0,00PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

2.09,04.1,02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00

2.09.04.1.02.0002 0,00 0,00

Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaaq dan Penyaluran
Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih
dari I (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam I (satu) Daerah
Provinsi

0,00 0.00

3.25.02 0,00 527.250.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN
PULAU.PULAU KECIL 527.250.000.00 0,00

3.25.02.1.03 0,00 0,00 527.250.000,00Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 527.250.000.00

3.25.02.1 .03.0001
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil
527.250.000,00 0,00 0 00 527.250.000,00

3.25.03 25.021.949.725,00PROGRAM PENCELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 27.302.237.442,00 2.280.287.717,00 8,35

3.25.03.r.01 0,00 5.969.376.975,00
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai

Dengan 12 Mil 5.969.376.975,00 0,00

3.25.03.1 .01.0002 0,00 0,00 5.832.610.875,00Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 5.832.610.875,00

3.25.03.1.01 .0003 136.766.100.00 0,00 0,00 136.766. 100.00Ponjaminan Kctcrscdiaan Sarana Usaha Perikanan 'langkap
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3.25.03.1.06 10.68 19.052.572.750,00
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan

Pelabuhan Perikanan Provinsi
2 I .332.860.467.00 2.280.287,717,00

3.25.03. 1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 21.212.225.367,00 2.280.287 .717,00 10,74 18.931.937.6s0,00

3.2s.03. 1.06.0003 120.635.100,00
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan

Perikanan
120.63s.100,00 0,00 0,00

3.25.04 3,02 7,736.709.420,00PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 7.978.372.920,00 241.663.500.00

3.25.04. r.06 Pengelolaan Pembudidayaan lkan di Perairan Darat 24t.663.500,00 3,02 7.736.709.420,007.978.372.970.00

3.25.04.1.06.0001

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan
Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila
Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak
Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

7 .978.372.920.00 241.663.500,00 3.02 7 .736.709.420.00

3.2s.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN 4.826.8r 5.350,00 0,00 0,00 4.826.815.350.00

3.25.05. l.0l 4.826.815.350,00
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai

dengan 12 Mil 4.826.815.350,00 0,00 0,00

3.25.05. l.0l .0002 Pengawasan Usaha Perikanan l'angkap sampai dengan t2 Mil 0,00 0.00 3.806.815.3s0,003.806.81 s.3 s0,00

3.25.05. L0t.0004
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat

Pcngawas (POKMASWAS) I .020.000.000.00 0,00 0,00 1.020.000.000,00

3.2s.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN 525.000.105,00 0,00 0,00 52s.000.105.00

3.25.06.1.02 525.000.10s,00
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha

Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
52s.000.105,00 0,00 0,00
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3.25.06. 1.02.0001 0 00 525.000.105,00
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau

Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah
dan Besar

525.000.105,00 0,00

41.924.404.849.003.27.02 t.016.320.000.00 2,,36
PROGRAM PENYf,DIAAN DAN PENGEMBANGAN
SARANA PERTANIAN

42.940.724.849,00

10.594.180.000,003.27.02.1.02
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih

Tanlman
I1.250.500.000,00 656.320.000,00 5,83

3.27 .02.1.02.0006 16,14 3.144.280.000.00
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk

Anakan
3.749.500.000,00 605.220.000.00

3.27.02.1.02.0007 0,00 0,00 3.750.500.000,00
Perbanyakan Benih Bersertifikat I{ortikultura Berbentuk

Batang
3.750.500.000,00

3.27 .02.1 .02.0013 51.100.000,00 I,36 3.699.400.000,00
Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk

Biji.tBenih
3.750.500.000,00

31.330.224.849,003.27 ,02,1.07 3 r.690.224.849.00 360.000.000.00 I,l3Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

3 .27 .02 .t .07 .0004 l,l 3 31.330.224.849,00
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbemya dari Daerah Provinsi

Lain
31.690.224.849,00 360.000.000.00

3,27,01 0.00 400.154.250.00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

400.154.250,00 0,00

3.27.04.1.01 0,00 0.00 400.154.2s0,00
Penjaminan Kesehatan H€wan, Penutupan dan Pembukaan

Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam I (satu) Daerah Pmvinsi

400.1s4.250,00
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3 .27 .04 .t .01 .0007
Pemberantasan Pcnyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam

I (satu) Daerah Provinsi
400.154.250.00

4.249.500.000.00 20.281.118.00 4.229.218.882.003.27.07 PROGRAM PENYULIJHAN PERTANIAN

3,27.07.t.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 4.249.500.000,00 20.28r.118,00 0,47 4.229.218.882,00

4.249.500.000.00 4.229.218.882,00

2.1r.3.28.2.10.08.0000
DINAS LINGKUNGAII HIDUB KEHUTANAN DAN
PERTANAIIAN

60,721,147.262,00 8.485.494.316,00 13,97 52.235.652.946,00

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM

47.065.310,00

2.10.03,3.04 Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Papua 47.065.310,00 47,06 52.934.690,00

2.10.03.3.04.0001 Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi 100.000.000.00 47.065.3 10,00 47,06 52.934.690,00

0,00 0.00 600.000.000,00

0.00 0,00

2.10.05.1.01.0001
Koordinasi dan Sinkonisasi Penyelesaian Masalah Ganti

Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi

0,00 0,00 600.000.000.00

0,00 0.00 300.000.000,00

2.10.10.1.01 0,00 0,00 300.000.000,00

052.10

2.10.0s.1.01

48

0,00 0,00 400. 154.250,00

0,47

3.27 .07 .1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 20.281.118.00 0,47

2.10.03 r00.000,000,00 47,06 52.934.690,00

100.000.000.00

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

600.000.000,00

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah
untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

600.000.000.00 600.000.000,00

600.000.000.00

2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 300.000.000,00

Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam I (satu) Daerah Provinsi

300.000.000,00



2.10.10.1.0t.0001 Koordinasi dan Sinkonisasi Pcrencanaan Pcnggunaan Tanah 300.000.000.00 0,00 0,00 300.000.000.00

2. t 1.01 5.104.623.883,00
PROGRAM PENUNJANC URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

8,721.147.262,00 3.616.523.379.00 41,46

2.1t.0l.l.0l {8.13 129.652.118,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah
250.000.000,00 120.347.882.00

2.1 1.01.1.01.0001 49.614.580,00 99,22 385.420.00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000,00

2.1 I .01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan I)PA-SKPD 100.000.000.00 70.733.302,00 70,73 29.266.698.00

2.1 1.0t.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000.00

2,11.01.t.02 43,27 4.124.475.697,007 .27 1 ,l 47 .262,00 3.146.671.565,00

2.11.01.1.02.0001 42,89 4.123.709.497.00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7 .221.147 .262,00 3.097 .437 .765,00

2.11.0t.1.02.0004 98,46 766.200,00Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50.000.000,00 49.233.800.00

2.11.01.I.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000.00

2.11.01.1.03.0006 50.000.000,00Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 50.000.000,00 0,00 0,00

2.1l.0l.1.05 29,11 163.035.000.00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 230.000.000.00 66.965.000,00

2. l l.0l .1.0s.0003 58.92 28.750.000,00Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 70.000.000,00 41.250.000,00

2.1 I .01.1.05.0009 25.715.000,00 16,07 134.285.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

F'ungsi
r60.000.000.00

2.11.0t.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 230.000.000.00 178.t89.460.00 77,47 51.810.540,00

2.1 I .01.1.06.0001 30.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi ListriUPenerangan Bangunan

Kantor
30.000.000,00 0 00 0,00
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2.1r.01.1.06.0004 99,88 60.000,00Pcnycdiaan Ilahan Logistik Kantor 50.000.000,00 49.940.000,00

2. I I .01 .l .06.0005 Penycdiaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,00 49.935.900,00 99,87 64.100,00

2.1 1.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD r 00.000.000,00 78.313.560,00 78,31 21.686.440,00

2.i.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

150.000.000,00 100.26s.900,00 66,84 49.734.100,00

2. I I .01 .l .07.0005 866.000,00Pengadaan Mebel 100.000.000.00 99.134.000,00 99,l3

2.1 I .01 .l .07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000,00 I .l3l .900,00 2,26 48.868.100.00

2,11.01.r.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 390.000.000,00 4.083.572,00 1,04 38s.916.428,00

2.1l.01.r.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000,00 4.083.s72,00 3.40 1 1s.916.428,00

2.1 I .01 .l .08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00

2.1 I .01.1.08.0004 0,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 225.000.000,00 0,00

2. t 1.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
1s0.000.000.00 0,00 0,00 1s0.000.000,00

2.1 I .01.1.09.0001
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Paiak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000.00

2.1 1.0t.1.09.0010 0,00 50.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000.00 0,00

2.1.02 8,13 2.112.821,440,00PROCRAM Perencanaan LTNCKUNGAN HIDUP 2.300.000.000,00 t 87.178.560,00

2.fi.02.1.02
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) Provinsi
2.300.000.000.00 r 87.178.560.00 8,r3 2.t12.821.440.00
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2.11.02.1.02.0005 8,13 2.112.821.440,00Pembinaan Penyclenggaraan KLHS 2.300.000.000.00 187.178.560,00

2.u.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

r.300.000.000,00 0,00 0,00 1.300.000.000.00

2.1r.03.t.0t 0,00 1.300.000.000,00
Pencegahrn Pencemaran dan/rtsu Kerusakan Lingkugan

Hidup
r.300.000.000,00 0,00

2.11.03.1.01.0001 0,00 1.300.000.000,00

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media
Tanah, Air, Udara, dan Laut

I .300.000.000,00 0,00

2.rr.tI 2.540.862.000,00 6,79 34.859.138.000.00PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 37.400.000.000,00

2.1l.l l.r.0l Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 37.400.000.000,00 2.540.862,000,00 6,,79 34.E59. l 38.000,00

2 1.1.0r.0003I1l Pcngoperasian dan Pemeliharaan'IPA,/TPST Regional 8.000.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000.000.00

2 I .01.0006ll.ll Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA,/TPST Regional 5.800.000.000,00 3 1.476.000,00 0,54 5.768.524.000,00

2.11.11.1.01.0007 5,86 14.120.514.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di

TPA,TTPST Regional
15.000.000.000.00 879.486.000,00

2 0 I 00 Ill ll.l I .629.900.000,00 18,95 6.970. 100.000.00
Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang

menjadi kewenangan provinsi
8.600.000.000,00

3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 8.445.444.000.00 1.521.252.697,00 t8,01 6.924.191.303.00

3.28.03.l.03 r9,23 657.693.280,00
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Pnoduksi dan Hutan

Lindung 814.363.700,00 156.670.420.00

3.28.03.1 .03.0004 ro rl 657.693.280.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau

Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
814.363.700,00 156.670.420,00

51

KODE T] RAI AN
ANGCARAN
Sf,TELAH

PERGESERAN
Rf,ALISASI SISA ANG(;ARAN KETERANGAN

3



KODE URAIAN
ANGGARAN

SETELAH
PERGESERAN

l{uAt.tsASI Yo SISAANGGARAN KETERANGAN

3.28.03.1.04 4.44s.444.000,00 833.432.687.00 t8,74 3.612.01 1.313,00

3.28.03. l .04.0004
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan

llutan Negara
2.2r 5.000.000,00 I10.232.687,00 4,97 2.'t04.767 .3\3,00

Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan

Rehabilitasi Lahan
2.230.444.000,00 32,42

3.28.03.t.05 2.321.269.000,00 2.32 r.269.000,00

3.28.03.1 .05.0003 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan 2.321.269.000,00 0,00 2.321.269.000.00

3.28.03.r.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 864.367.300,00 333.217.710,00

3.28.03. 1.06.0003
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak

Mengurangi Fungsi Pokoknya
864.367.300,00 531.149.590,00 6l,44 333.217.710,00

572.612.370,00 36,83

3.28.0s.1.01
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan

Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
1.554.ss6.000,00 572.612.370,00 36,83 98 r.943.630,00

3.28.05.1.01 .0002
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok'Iani

Hutan
929.1 r6.000,00 265.981 .120.00 28,62 663.134.880,00

3.28.05. r .01 .0003 Penyiapan dan Pcngembangan Perhutanan Sosial 625.440.000,00 49,02 318.808.750.00

2. I 2.2. t3.0.00.09.0000
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
Pf, NCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KAMPUNG

13.042.275.043,00 3.269.898.3u,00 25,07 9.772.376.732,00

3.28.03. I .04.0008
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Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara

723.200.000.00 1.507.244.000,00

Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan
Hutan Produksi

0,00 0,00

0,00

53r.149.590,00 61,44

3.28.05
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
BIDANG KEHUTANAN

1.554.556.000,00 98r.943.630.00

306.631.250,00



2.12.01 2.881.324.732,00
PROGRAM Pf,NUNJANG URUSAN Pf,MERINTAHAN
DAERAH PROVINSI 5.042.275.043,00 2.160.750.31I,00 42,85

2.12.01.1.0t 199.200.000,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Drerah 199.200.000.00 0,00 0,00

2.12.01 .1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49.800.000.00 0,00 0,00 49.800.000,00

2.12.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan l)okumen Pcrubahan RKA-SKPI) 49.800.000.00 0,00 0,00 49.800.000,00

2.12.01.1.01.0004 49.800.000,00Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 49.800.000.00 0,00 0,00

2.12.01.1.01.0006 49.800.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
49.800.000,00 0,00 0,00

2,12.01,1,02 1.028.511.861.00 59.55 698.493.732.00Adminislrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.727.005.593.00

2.12.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN t .677 .205.593,00 1.028.51 L861,00 6't,32 648.693.732,00

2.12.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD

49.800.000.00 0,00 0,00 49.800.000,00

2.12.01.1.06 r.882.480.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.292,041.050,00 409,561.050,00 17,86

2.12.01.1.06.0001 100.00 0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor
25.999.1s0.00 25.999.150.00

2.12.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 109.000.000.00 r 09.000.000.00 100.00 0,00

2. 12.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.988.900.00 19.988.900,00 100,00 0,00

2.12.01.1.06.0005 0,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.576.000,00 34.576.000.00 100,00

2.12.01. t .06.0006 0,00 29.s00.000.00Penyediaan l]ahan Bacaan dan Pcraturan Pcrundang-Undangan 29.500.000,00 0,00
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2.12.01.1.06.0008 60.000.000.00Fasilitasi Kunjungan Tamu 279.997.000.00 2 r 9.997.000,00 78,57

2.12.01.1.06.0009 1.792.980.000,00Penyelcnggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD l .792.980.000,00 0,00 0,00

2,12.0t,r.07 99.98 r 21.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah
707.798.400,00

2. 12.01.1.07.0005 Pengadaan Mcbel 67.942.400,00 67.942.400,00 r00,00 0,00

2.12.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 369.856.000,00 369.735.000,00 99.96 121.000.00

2.12.0t.1.07.0009 100,00Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 270.000.000,00 270.000.000,00

2.12.0t.1.08 t 5.58 8l.250.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.250.000,00 15.000.000.00

2.12.0r.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1s.000.000,00 15.000.000,00 100.00 0,00

2.12.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8l .250.000.00 0 00 0 00 8l .250.000,00

2,12.01.1.09 t 9.980.000.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
19.980.000,00 0,00 0,00

2. 12.01 .1.09.0006 0,00 19.980.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.980.000,00 0,00

2,12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 13,95 602.308.000.00700.000.000.00 97.692.000,00

2.12,02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 700.000.000,00 97.692.000,00 13,95 602.308.000,00

2.12.02.1.02.0002 Sosialisasi Terkait Pendallaran Penduduk 700.000.000.00 97.692.000,00 13,95 602.308.000,00

2.12.04 3.969.015.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN 4.500.000.000.00 530.985.000.00 19ll

2.12.04.1.02 3.969.015.000,00
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan Provinsi
4.500.000.000,00 530.985.000.00 I1,79
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2.r2.04.I.02.0001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan

1.969.0 t 5.000.00

2.12.04.t.02.0002 2.000.000.000.00 2.000.000.000,00

2.12.05 PROGRAM PINGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 300.000.000,00 198.ri70.000.00 66,29 101.130.000,00

Penyediaan Profil Kependudukan 300.000.000,00 198.870.000,00 10t.t30.000.00

2.12.05.1.01.000 t Penyediaan Data Kependudukan Provinsi 66.29 r 0 r. 130.000.00

2. r3.08 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG
ASLI PAPUA 2.500.000.000.00 281.601.000,00 11.26 2.218.399.000,00

Pengelolaan Sarans drn Prasarana Wilayah Adat Orang Asli
Papua 28r.601.000.00 n,26 2.218.399.000,00

2.13.08.3.01.0011 2tt1.601.000,00 |.26 2.218.399.000,00

2. 15.0.00.0.00.10.0000 DINAS PERHUBT,INGAN 173.969.335.281,00 4.852.915.601,00 2,18 r69.1t 6.419.680,00

2. I 5.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI 5.06 t.83 t.682,00 2.023.776.128,00 39,9tt

2.15.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah
120.000.000,00 120.000.000,00 100.00 0.00

t0.000.000,00 30.000.000.00 I 00 (x) 0,00

2.15.01.1.01.0004 30.000.000.00 30.000.000.00 0,00

2.15.01.1.01.0005 Koordinasi dan Pcnyusunan Pcrubahan I)PA- SK?D 30.000.000,00 30.000.000,00

2.12.05. r.01

2.13.08.3.01

2.15.01.1.01.0001
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2.500.000.000.00 530.985.000.00 21,23

Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan

0,00 0.00

66,29

300.000.000,00 198.870.000,00

2.500.000.000.00

Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi
Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat

2.500.000.000,00

3.038.055.554,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pcnyusunan DPA-SKPD 100.00

100.00 0,00



2.15.01 .1.01.0006
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
30.000.000,00 30.000.000.00 100.00 0 0t)

2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.853.155.682.00 1.t58.t36.128.00 62,49 695.019.554.00

2.15.01.1.02.0001 617.815.554,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.760.91 1 .682,00 1.143.096.128,00 64,91

2. r 5.01 .1.02.000s Koordinasi dan Penyusunan l,aporan Keuangan Akhir Tahun
SKPI) 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD

52.244.000,00 15.040.000,00 28,78 37.204.000.00

2. r 5.0t.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.724.931.400,00 2 r 6.231.400,00 12,53 l.508.700.000.00

2. r s.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 177.006.500,00 148.231.400,00 83,74 28.775.100,00

2. 15.01 . 1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13 8.000.000,00 49,27 70.000.000,0068.000.000,00

2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3 8.880.000.00 0,00 0,00 38.880.000,00

2.1 5.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.500.000,00 0.00 0 00 70.500.000,00

2. I 5.01 .1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD I .300.544.900,00 0,00 1.300.544.900.00

2.15.01.1.07 0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 242.026.600,00 242.026.600.00 100.00

2.15.01.1.07.000s Pengadaan Mebel 242.026.600,00 242.026.600,00 100,00 0,00

2.15.0t.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah t.t21.718.000,00 287.382.000,00 25.6t 834.336.000,00

2.15.01 . I .08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 250.422.000,00 0,00 0,00 250.422.000,00

2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 871.296.000,00 287.382.000,00 32,98 583.914.000,00
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2.ts.02 17.891.551.726,00 1.2s8.-r86.5r6.00 7,03 t6.633. r65.210,00

2.15.02,1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 9.641.836.052.00 240.361.200.00 2,49 9.401.474.852,00

2.15.02.1.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi 9.641.836.052,00 240.361.200,00 2,49 9 .401 .47 4 .852.00

2.15.02.1 .02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 0,00 0,00 0.00 0,00

2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan Provinsi

7.724.928.264,00 1.018.025.316.00 13,17 6.706.902.948,00

2.15.02.1.05.0007 7.724.928.264,00 1 .018.025.3 16,00 t3,17

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota dalam I (satu) Daerah Provinsi

524.7E7.410.00 0,00 0,00 524.787,410,00

2. I 5.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota dalam I (satu) Daerah Provinsi

524.787.4t0,00 0,00

2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 1.225.692.000.00 7,20 15.774.308.000,00

Penerbitan Izin Usaha Angkutrn Laut bagi Badan Usaha
yang Berdomisili dalam Wilayah drn Beroperasi pada Lintas
Pelabuhan antar Daerah Kxbupaten/Kota dalam Wilayah
Daerah Provinsi

0,00 0,00 0,00 0.00

2.1 5.03.1.01.000t
Irasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha

Angkutan Laut Kewcnangan Provinsi dalam Sistem Pclayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

0.00 0,00 0.00

2.15.03.t,01
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PROGRAM PENYELENGCARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

6.706.902.948,00

2.15.02.1.08

0,00 524.787.410,00

17.000.000.000,00

0.00



2.1s.03.1.03
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai

dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Drerah
Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan

5.229.834.300.00 1.140.000.000.00 21,79 4.089.834.300.00

2. 15.03.1 .03.0001 21,79 4.089.834.300.00

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan
Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan
Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

5.229.834.300.00 1.140.000.000,00

2,15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan lzin Pembangunan dan
Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

I1.770. t 65.700.00 85.692.000,00 0,72 I1.684.473.700,00

2.15.03.1.09.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Itegional I 1.770.165.700,00 85.692.000.00 0,72 11.684.473.700,00

2. 15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 134.015.951.E73.00 345.060.957.00 0,25 133.670.890.916,00

2.r5.04,3.01 117.515.95r.873.00Penyediaan Sarana dan Prasarana Tlansporlasi 0,00 0,00

2.15.04.3.01 .0007 0,00 I 17.5 15.951.873,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara I t 7.515.951.873,00 0,00

2. r 5.04.3.02 34s.060.957.00 2,09 16.154.939.043,00Pembangunan Bandar Udara 16.s00.000.000,00

2. I 5.04.3.02.0003 Pcnyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara 16.500.000.000,00 345.060.957,00 l6.l s4.939.043.00

2.16.01 28,82 2.845.741.440,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI 3.998.-124.168,00 1.152.582.728.00

2.16.01.1.01 0,00 134.267.400.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah
134.267.400.00 0,00

q.a
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I17.515.951.873,00

2,09

2.1 6.2.2 r,2.20.11.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK,A, STATISTIK DAN
PERSANDIAN s4,729.624.168,00 3.678.460.988,00 6,72 s1.051.163.t80.00



2.16.01.1.01.0001 Penyusunan I)okumen Perencanaan Perangkat Daerah 47.735.000,00 0,00 0,00 47.735.000,00

2.16.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 42.367.400.00 0.00 0,00 42.367.400,00

2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKID 0,00 44.165.000,0044.165.000.00 0,00

2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.269.624.168.00 884.019.638.00 69,62 38s.604.530,00

2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN I .229 .624 .t 68.00 884.019.63 8,00 7t,89 345.604.530.00

2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Alhir Tahun
SKPD 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

2.16.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanar/Semesteran SKPD

10.000.000.00 0,00 0,00 10.000.000.00

2.16.0t.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 66.634.500.00 0,00 66.634.500.000,00

2. 16.01 . 1.05.0007
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan

Tugas
16.634.500.00 0,00 0,00 16.634.500,00

2.16.0t.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi 50.000.000.00 0,00 0,00 50.000.000,00

2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.014.609.400,00 248.804.354,00 12,35 r.765.805.046,00

2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi ListriVPenerangan Bangunan
Kantor 0,00 s.969.600.005.969.600.00 0.00

2.16.01.1.06.0003 Penyediaan Pcralatan Rumah l'angga 82.400.000.00 0,00 82.400.000.000,00

2. 16.01 . 1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.500.000,00 3 5.500.000.00 100,00 0,00

59

KODl: URAIAN
ANCGARAN

SETELAH
PERGESERAN

REA I,ISASI oA SISAANGGARAN KETERANGAN



2.16.01.1.06.0005 101.510.600,00
'1j-"

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 196_787.800.00 95.277.200,00 48,41

2.16.01.1.06.0006 0,00 3 I .195.000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3l.195.000,00 0,00

2.t6.01.1.06.0008 55,37 37.388.000,00Fasilitasi Kunjungan'Iamu 83.775.000,00 46.387.000,00

2.16.01.1.06.0009 71.640.154,00 4,53 1.507.341.846,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD I .578.982.000,00

2.16.0t.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Drerah 121.429.700,00 0,00 0,00 121.429.700,00

2.16.01.1.07.0005 0,00 29.625.800,00Pengadaan Mebel 29.625.800,00 0,00

2.16.01.1.07.001 I
. ,.';:E

0,00 91.803.900,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya
91.803.900,00 0,00

2.16.01,1.08 r9.758.736,00 5,09 368.400.264,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 388.159.000,00

2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 208.000.00208.000.00

2.16.01.1.08.0002 28.97 6.264.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.735.000,00 19.758.736,00 40,54

2.16.01.1.08.0004 0,00 339.216.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 339.216.000,00 0,00

2.16.01.1.09
.t:ii0,00 3.600.000,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

3.600.000.00 0,00

2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

3.600.000.00 0,00 0,00 3.600.000.00

2.t6.02 6.034.48 r.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK 8.365.481.000.00 2.331.000.000,00 27,86

I

"l

I
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2.t6.02.t.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah Provinsi 8.365.481.000,00 2.331.000.000,00 27.86 6.034.481.000,00

2.16.02.1.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

8.365.48 r .000,00 2.33 I .000.000.00 27,86 6.034.481 .000,00

2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 0,49 38.784.464.740,0038.979.-14-3.000,00 194.878.260.00

2.16.03.1.01
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi

0,53 36.487.564.740,0036.682.443.000.00 194.878.260.00

2.16.03.1.0t.0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 300.000,00 0,00 0,00 300.000.00

2.16.03.1.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub
Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

3 1.000.000.00 0,00 0,00 31.000.000,00

2.16.03.1.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 36.651 . r 43.000.00 194.878.260,00 0,53 36.4s6.264.740,00

2. r 6.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah
Provinsi 2.296.900.000,002.296.900.000,00 0,00 0,00

2. 16.03. r.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 0,00 0.00 0,000,00

2.16.o3.1.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan
Berbasis Elektronik 2.096.900.000,00 0,00 0,00 2.096.900.000,00

2.16.03.1.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

200.000.000.00 0,00 0,00 200.000.000,00

2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2.886.476.000.00 0.00 0,00 2.886.476.000.00
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I
2.20.02.r.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah

Provinsi 2.886.476.000,002.886.476.000,00 0,00

2.20.02.1.01.0005 Pengembangan Infrastruktur 2.886.476.000,00 0,00 0,00 2.886.476.000,00

2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI 500.000.000.00 0,00 0,00 s00.000.000,00

2.21.02.1,01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Provinsi 384.984.100.00 0,00 0.00 384.984.100.00

2 .21 .02 .1 .Ot .0003
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah

Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
384.984.100,00 0,00 0,00 384.984.100,00

2.2t.02.1,02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar
Perangkat Daerah Provinsi I15.015.900,00 0,00 0,00 I15.015.900,00

2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Provinsi 115.015.900,00 0.00 0,00 I15.0t5.900.00

2.17.0t PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVTNSI 10.2s 1.828.079,00 2.211.723.099,00 2l,57 8.040.104.980.00

2.17.0t.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan f, valuasi Kinerja
Perangkat Daerah 135.422.400.00 0,00 0.00 135.422.400,00

2.17.0t.1.0t.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPI) 45.055.600,00 0.00 0,00 45.055.600,00

2. l 7.01 .1 .01 .0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumcn Pcrubahan IiKA-SKPI) 45.055.600.00 0,00 0.00 45.055.600.00
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0,00

2. I 7.3.31.3.30.12.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

,16.875.328.429,00 2.2r1.723,099,00 4,71 44.663.605,330,00



2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

45.31 I .200.00 0,00 0,00 45.311.200,00

2.17.01.1.02 868.733.079,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.841.540.199.00 972,807.120,00 52,82

2.17.01.1.02.0001 55,53 779.021.879.00Penyediaan Caji dan 'Iunjangan ASN 1.751.828.999,00 972.807.120,00

2.17.01.1.02.000s Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD 44.400.000.00 0 00 0,00 44.400.000,00

2.17.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran 45.31I .200.00 0,00 0,00 45.31 1.200.00

2.r7.01.1.05 1.949.166.400,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.949. t66.400,00 0,00 0,00

2.17.01 .1.05.0002 55.000.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 55.000.000,00 0,00 0,00

2. r 7.01.1.05.001 I 0,00 I .894. 166.400,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan I .894.166.400.00 0.00

2.17 .Ol .r.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.801.838.100.00 802.815.979,00 16,71 3.999,022.121,00

2.17.0t.1.06.000t 19.960.400.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 19.960.400,00 0,00 0,00

2.17.01.1.06.0002 30.240.000,00Penyediaan Pcralatan dan Perlengkapan Kantor 30.240.000,00 0,00 0,00

2.17.01.1.06.0003 0,00 73.726.900,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 73.726.900,00 0,00

2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 96.000.000,00 13.06 639.000.000,00735.000.000,00

2. I 7.01 .1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 202.955.200.00 0,00 0,00 202.955.200,00

2.17.01.1.06.0006 53.000.000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 53.000.000,00 0"00 0,00
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2.17.01.1.06.0008 F'asilitasi Kunjungan Tamu r .010.305.600,00 258.500.000,00 25,58 751.805.600,00

2. I 7.01 .1.06.0009 2.228.334.021,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.676.650.000.00 448.315.979,00 16,74

2.17.01.1.07 55,30 352.468.030,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah
788.568.030,00 436.r00.000,00

2.17.01.1.07.0005 0.00 125.450.500,00Pengadaan Mcbel 125.450.500.00 0.00

2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 436.100.000,00 99,85 616.000,00436.716.000,00

2.17 .01.1.07 .0007 200.000.000,00Pengadaan Aset Tetap Lainnya 200.000.000,00 0 00 0,00

2.17.01.1.07.00r 0 26.401.530,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya
26.401.530,00 0,00 0,00

2.r7.01.1.08 0,00 536.992.950,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 536.992.9s0.00 0,00

2.17.01.1.08.0001 0,00 50.180.000.00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.180.000,00 0,00

2.17.01 . 1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.572.9s0.00 0,00 0,00 36.572.950,00

2.17.01.1.08.0004 450.240.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 450.240.000.00 0,00 0,00

2.17.01.1.09 0,00 198.300.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daemh
t 98.300.000,00 0,00

2.17.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

0 00 0,00 73.650.000,0073.650.000.00

2.r 7.01.1.09.001I PemeliharaadRehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

124.650.000,00 0.00 0,00 124.650.000,00

2.t7.02 0.00PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PTNJAM 0,00 0,00 0,00
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2.17.02.1.02

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk
Koperasi dengan Wilayah Keanggotsan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam I (satu) Daerah Pmvinsi

0,00 0,00 0,00 0,00

2.17 .02.1.02.0003 0,00

Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi
dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam
I (satu) Daerah Provinsi

0,00 0 00 0,00

2.t7 .03 0,00 0,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
KOPERASI 0,00 0,00

2.17.03.1.01 0,00 0,00 0,00

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah
Keonggotaannya Lintas Daerah Krbuprten/Kota datam I (satu)
Daerah Provinsi

0,00

2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 0 00 0,00 0,00 0,00

2.17.04 0,00 0,00PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPruSP KOPERASI 0.00 0,00

2.17 .04.1.01 0,00 0,00

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotarnya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam I (satu) Daerah Provinsi

0,00 0.00

2.1 7.04.1.01.0003 0,00 0,00
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil

fusiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
0 00 0,00

2.17.05
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIIIAN
PERKOPERASIAN 0,00 0,00 0,00 0,00
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I

2.17.05.1.0t 0,00 0,00

Pendidikan dan Latihon Perkoperasian bagi Koperasi yang
Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam I (satu) Daerah
Provinsi

0,00 0,00

2.17.05.1.0t.000r Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

0,00 0,00 0.00 0,00

2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI 12.000.000.000.00 0,00 0,00 12.000.000.000,00

2.17.06.1.0t r 2.o0o.000.ooo,oo

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang
Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam I (satu)
Daerah Provinsi

12.000.000.000,00 0.00 0,00

2.17.06.1.01.0002
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses

Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

0,00 0,000,00 0.00

2.17.06.1.01.0003
Penumbuhan Kesadamn Keluarga dalam Peningkatan 'Iaraf

Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan
Pengembangan Ekonomi Lainnya

0,00 12.000.000.000,0012.000.000.000,00 0,00

2.17.06.1.01.0004
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok

Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan
Ekonomi

0,00 0.00 0,00 0,00

2.17.o7 PROGRAM Pemberdayran USAHA MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 14.573.500.350,00 0,00 0,00 14.573.500.350.00

2.17.07.1.01 14.573.s00.350.00Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui
Pendataan, Kemitrasn, Kemudahan Perijinan, Penguatan

14.573.500.350,00 0,00 0,00
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Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku
Kepentingan

2.17.07.1.01.0001

Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang
Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan
Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertr:mbuhan Ekonomi,
dan Pengentasan Kemiskinan

0,00 0,00 0,00 0,00

2 .17 .07 .t .01 .0002
Pcningkatan Pcmahaman dan Pcngetahuan IJMKM serta

Kapasitas dan Kompetcnsi SDM t.lMKM dan Kewirausahaan
r .623.500.350,00I .623.500.3 50.00 0,00

2.17.07.1.01.0003 Pemulihan Usaha-Usaha Kecil 0,00 600.000.000.00600.000.000.00 0.00

2 .17 .07 .t .01 .0006
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta

Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
melalui Pendidikan dan Pelatihan

12.350.000.000,00 0,00 12.350.000.000,00

2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 7.750.000.000,00 0,00 0,00 7.750.000.000,00

2.17.08.1.01
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan

Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
7.750.000.000.00 0,00 0,00 7.750.000.000,00

2.17.08.1.01.0001
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,

serta Desain dan Teknologi
0,00 0,000,00 0,00

2. 17.08.1.01 .0003 Pengembangan tJsaha Kecil 7.750.000.000.00 0 00 0 00 7.750.000.000,00

3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
PERUSAHAAN 0,00 0,00 0,00 0,00

3.30.02.1.01 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman
Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surrt

0,00 0.00 0.00 0.00
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Izin Usaha Perdogangan Minurnan Beralkohol (SIUP-MB) bagi
Distributor

3.30.02.1.01.0001
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea

dan Rekomendasi SITJP-MB bagi Distributor melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Bcrusaha'lerintegrasi Secara Elektronik

0,00 0,00 0,000,00

3.30.02.1.02

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya
Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan
Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan
Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi

0,00 0,00 0,00 0,00

3.30.02.1 .02.0001 0,00Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0,00 0,00 0,00

3.30.02.1 .02.0003 0,00 0,00

F'asilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana
Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

0.00 0.00

3.30.02.I .02.0004 0,00 0,00

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan
Bahan Berbahaya Distributor Terdaftar melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

0,00 0,00

3.30.02.1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya
Pengecer Terdaftar 0,00 0,00 0,00 0,00

3.30.02.1.03.0001 0,00

Fasilitasi Pemenuhan Komilmen Surat Izin Usaha Perdagangan
Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Tcrintegrasi secara Elektronik

0,00 0 00 0,00

3.-10.03 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN 0,00 0.00
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3.30.03.1.01
Pembangunan dan Pengelolasn Pusat Distribusi Regional

dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
0,00 0,00 0,00 0,00

3.30.03.1.01 .0003 0,00
Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang

Komoditas 0,00 0 00 0,00

3.30.0,t 0,00 2.300.000.000,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhsn
POKOK DAN BARANG PENTING

2.300.000.000.00 0,00

3.30.04.r.0r Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat Daerah Pr.ovinsi

0,00 0,00 0,00 0,00

3.30.04.l.0l .0001
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan

Pokok di Tingkat Disrributor dan Sub Distributor
0,00 0,00 0 00 0,00

3.30.04.1.01.0002 0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di

Tingkat Distributor dan Sub Distributor
0,00 0 00 0,00

3.30.04.1,02 0,00 0,00

Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha
Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi
dalam Sistem Informasi Perdagangan

0,00 0,00

3.30.04.1.02.0001
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan

Barang Pcnting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas
Kabupaten/Kota

0,00 0 00 0,00 0,00

3.30.04.1.02.0002
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok

yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam I (satu)
Daerah Provinsi

0 00 0,00 0,00 0.00
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3.30.04.1.03
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi

dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan
Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

0,00 0,00 0,00 0,00

3.30.04.1.03.0002 0,00 0,00
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah

Provinsi 0,00 0,00

3.30.04. 1.03.0003 0,00 0,00Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi 0,00 0,00

3.30.04. I .03.0004
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi

dan Pestisida
0,00 0,00 0,00 0,00

3.30.04. I .03.0005
Pemeriksaan dokumen persyaxatan perizinan distributor pupuk

bersubsidi
0,00 0,00 0,00 0 00

3.30.04.-1.01 2.300,000.000,00
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan

Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
2.300.000.000.00 0,00 0,00

3.30.04.3.01.0003 0,00 2.300.000.000.00
Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi

pelaku usaha OAP
2.300.000.000,00 0,00

3.30.06
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN 0,00 0,00 0,000,00

3.30.06.1.03
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di

Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
0,00 0,00 0,00 0,00

3.30.06.1.03.0003 0,00

Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang
Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter
Ketentuan Perlindungan Konsumen dan 'l'ertib Niaga

0 00 0,00 0,00

3.31.02 0,00 0,00PROGRAM Perencanarn DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0,00 0,00
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3.3t.02.t.01 0,00 0,00
Penyusunan,, Penerapan, dan Evaluasi Rencana

Pembangunan lndustri Provinsi
0,00 0,00

3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00

3.31 .02.1.0 t .0003 0 00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan

Sumber Daya Industri
0,00 0.00 0,00

3.31.02.1.01.0005 0,00 0,00
Koordinasi, Sinkonisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan

Industri dan Peran Serta Masyarakat
0.00 0,00

3.31 .02.1 .01.0006 0,00 0,00 0,00Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 0.00

3.3 t.03 PROGRAM PENGf,NDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 0,00 0,00 0,000.00

3.3t.03.1.0r
Penerbitan lzin Usaha Industri (IUD, Izin Perluasan Usaha

lndustri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan lzin
Perluasan Kswasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

0,00 0,00 0,00 0,00

3.31 .03.1.01.0003 0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan

Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
0,00 0,00 0,00

3.3 t.04 0,00 0.00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
INDUSTRI NASIONAL 0.00 0,00

3.31.04. t.0t
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan

IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINas)

0,00 0,00 0,00 0,00

3.31.04.1.0t.0001
Fasilitasi Pcngumpulan, Pengolahan dan Analisis Data lndustri,

Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

0.00 0 00 0 00 0,00
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I

3.31.04.1.01.0002 0,00
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri

Provinsi melalui SIINas
0,00 0,00 0 00

3.3 1.04.1 .01 .0003 0 00 0,00
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan

Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian
Data ke SllNas

0,00 0,00

2.t8.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI 5.328.878.098,00 3.214.334.s71,00 60,31 2.t 14.543.527.00

2.18.01.1.01 32.343.500.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah
60.666.000,00 28.322.500.00 46,68

2.r8.01.1.01.0001 82,71 2.600.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.039.500,00 12.439.500,00

2.18.01.1.01.0002 15.039.500,00 12.439.500.00 82,71 2.600.000,00

2.18.01 .1.01.0006
Koordinasi dan Penyusunan I-aporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
t5. t 43.500,00 3.443.500,00 )) 11 I 1.700.000.00

2.18.01.1 .01.0007 15.443.500.00Evaluasi Kinerja Pcrangkat Daerah 15.443.500,00 0.00 0,00

2.18.01.1.02 70,03 630.550.591,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.104.116.398.00 t.473.565.807.00

2.18.01.1 .02.0001 65,67 455.060.091,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN I .325.625.898,00 870.565.807,00

2.1ti.01. t.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 747.360.000,00 603.000.000.00 tt0,68 144.360.000.00

2.18.0t .1 .02.0005 14.843.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD t4.843.500,00 0,00 0,00
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2. I 8.0.00.0.00.t 3.0000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

9.125.563.198,00 4.352.284.871,00 47,69 4.773.278.327,OO

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD



2.18.01.1.02.0007
Koordinasi dan Penyusunan I-aporan Keuangan Bulanar/

Triwulanan/Semesteran SKPD
16.287.000,00 0 00 0 00 16.287.000,00

2.18.0t.r.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.426.000,00 403.863.000,00 80,70 96.563.000,00

2. 18.01 . 1.05.0009 96.s63.000.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi 500.426.000.00 403.863.000.00 80,70

2.18.01.r.06 50,15 1.0 r 2.095.650.00Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.030.500.800.00 1.018.405.150.00

2. 18.01 .1.06.0001
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik?enerangan Bangunan

Kantor 43.735.500,00 43.73s.s00.00 r 00,00 0,00

2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlcngkapan Kantor l 75.192.800,00 112.412.400,00 64,16 62.780.400,00

2. I 8.01 .1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.840.500,00 29.840.500,00 100.00 0,00

2.18.01.1.06.0004 87.105.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 182.614.000,00 95.509.000,00 52,30

2.18.01. r.06.0005 91,45 13.416.100,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 156.93 t .000.00 143.514.900,00

2.18.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 80.500.000.00 46.332.000,00 57,s5 34.168.000,00

2.18.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunj ungan Tamu I 13.51 I .000,00 105. t 54.000,00 92,63 8.357.000.00

2.18.01.1.06.0009 806.269. 150,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 .24tt.176.000.00 441 .906.850,00 3s,40

2.18.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Drerah 99,97 22.900,0087.880.900.00 87.858.000,00

2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.97 22.900,0087.880.900,00 87.858.000.00

2.18.01.r.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 406.198.000,00 177.338. t 14,00 43,6s 228.859.886.00

2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21.900.000,00 18.464.800,00 1J4,3 I 3.435.200,00
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57,1 0 38.196.686,00Pcnycdiaan Jasa Komunikasi, Sumbcr Daya Air dan Listrik 89.050.000,00 50.853.314,00

2.18.01.r.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 295.248.000.00 108.020.000,00 36,5 8 187.228.000,00

2.r8.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah t39.090.000,00 24.982.000,00 t7,96 r 14.108.000,00

2.18.01. r.09.0001
Penyediaan Jasa Pcmeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
42.530.000,00 2.522.000.00 5,92 40.008.000.00

2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnva 48,09 24.240.000,0046.700.000.00 22.460.000.00

2.18.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya 0,00 49.860.000,0049.tt60.000.00 0,00

2.ta.o2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN
MODAL 351.520.000.00 16.434.000,00 t 3,20 305.086.000,00

2,18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 351.520.000,00 46.434.000,00 13,20 305.086.000,00

2. 18.02.1.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR
(Potensi Investasi Regional)

351.520.000,00 46.434.000,00 t3,20 305.086.000.00

2.t8.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.434.356.600,00 359.028.000,00 25,03 1.075.328.600.00

2.r8.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan
Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

1.434.356.600,00 359.028.000,00 25,03 1.075.328.600,00

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

l .434.356.600,00 359.028.000,00 25.03 I .075.328.600,00

2. r 8.05 39,22 1. r 35.040.700,00
PROGRAM PENGf, NDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL 1.867.s29.000,00 732.488.300.00
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2.18.01.1.08.0002

2.18.04.t.02.0007



I

2.18.05.t.01
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi

Kewenangan Daerah Provinsi
1.867.529.000.00 732.488.300,00 39,22 t. t 35.040.700,00

2.18.05.1.01.0004 20,95 540.128.800.00Pengawasan Penanaman Modal 683.275.000,00 143.146.200.00

2. 18.05.1.01.000s
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
304.208.000,00 85.906.400,00 28.23 218.301.600.00

2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 880.046.000,00 s03.43s.700.00 57.20 376.610.300.00

2. r 8,06 r43.279.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM
INTORMASI PENANAMAN MODAL

143.279.500,00 0,00 0,00

2.18.06.1.01 0,00 143.279.500,00

Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkrt
Daerah Provinsi

143.279.500,00 0,00

2. I 8.06.1 .0t .0002 0,00 143.279.500.00

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

143.279.500.00 0,00

2. r9.01 2.235.495.964,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI 3.794,072.9t3,00 r,s58.576.949,00 41,07

2.19.01.1.01 0,00 50.463.900.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangk t Daersh
50.463.900.00 0.00

2.19.01 .1.01.0001 0,00 25.448.000,00Penyusunan Dokumcn Perencanaan Pcrangkat Dacrah 25.448.000.00 0,00

2.19.01.1.01.0002 0,00 0,00 15.015.900,00Koordinasi dan Pcnyusunan Dokumcn RKA- SKPI) 1s.0r 5.900.00
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2. I 9.3.26.0.00. I 4.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA 34.895.272.501,00 1r.558.576.949,00 33,12 23.336.695.552.00



2.19.01.1.01.0006
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00 0.00 0,00 10.000.000.00

2.19.01.1.02 67,33 507.657.261,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.554.197.868.00 1.046.540.607,00

2.19.01.1.02.0001 71.24 401.zss.261,00Penyediaan Gaji dan 
-lunjangan ASN I .395.295.868.00 994.040.607,00

2.19.01.t.02.0002 52.500.000,00 3 5,86 93.900.000,00Penyediaan Administrasi Pelaksanaan'fugas ASN 146.400.000.00

2.19.01.1.02.0008
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran 12.502.000,00 0,00 0,00 12.502.000,00

2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 450.734.000,00 0,00 0,00 4s0.734.000.00

2.19.01.1.05.001 I 450.734.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan
450.734.000,00 0 00 0,00

2.19.01.1.06 4t1,973,342,00 27,83 1.067.978.658,00Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.479.952.000,00

2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlcngkapan Kantor 217.019.000.00 22.303.000,00 10,27 194.716.000,00

2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 101.732.000.00 24.650.000.00 24.23 77.082.000,00

2. 19.01 . 1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 43 1.794.000,00 98.426.000,00 22,79 333.368.000,00

2.19.01.1.06.0009 36,54 462.812.658,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 729.407.000,00 266.594.342,00

2. r 9.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah
r 00.063.000,00 t00.063.000.00 r00,00 0,00

2.19.01.1.07.000s Pengadaan Mebel 100.063.000.00 100.063.000.00 100.00 0,00

2. r9.0t.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.873.345,00 0,00 0,00 53.873.345,00

2.19.01.1.08.000t 10.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000.00 0,00 0,00
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2. r9.01.1.08.0002 0,00 0.00 43.873.345,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.873.345.00

r 04.788.800,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
104.788.800,00 0,00 0,00

2.19.01.1.09.0001 0,00 104.788.800,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
104.788.800.00

2,19.02 0,00 0,00 2.200.000.000.00
PROCRAM PENGf,MBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN 2.200.000.000,00

2.19.02.1.0r
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda

dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
2.000.000.000.00 0,00 0,00 2.000.000.000.00

2.19.02.1.01.0015 2.000.000.000,00
Koordinasi, Sinkonisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan

Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
2.000.000.000_00 0,00 0 00

2.19.02.1,02 0,00 200.000.000.00
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan

Tingkat Daerah Provinsi
200,000.000.00 0,00

2.19.02.1.02.0004 0,00 200.000.000,00
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan

manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
200.000.000.00 0,00

2.19.03
PROGRAM Pf,NGEMBANGAN DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN 17.000.000.000.00 10.000.000.000,00 58.82 7.000.000.000,00

2.t9.03.1.01
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada

Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah
Provinsi

3.000.000.000.00 0,00 0,00 3.000.000.000.00

2.19.03.1.01.0002 0,00 3.000.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan

Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan
Pcndidikan Mcncngah dan Khusus

3.000.000.000.00 0,00
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2.19.0t.1.09

0,00



2.19.03.1.03 7 6,92 3.000.000.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat

Nasional
13.000.000.000.00 10.000.000.000.00

2.19.03.1.03.0009 10.000.000.000.00 76,92 3.000.000.000.00
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi

Provinsi
l 3.000.000.000.00

1.000.000.000,002,19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 1.000.000.000,00 0,00 0,00

0,00 L000.000.000,002. 19.03.1.04.0003
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi

dengan Lembaga Terkait
l .000.000.000.00 0 00

2.19.04 0,00 0.00 10r.t99.588,00
PROGRAM PENGEM BANGAN KAPASITAS
KEPRAMUKAAN 101. t 99.588.00

2.t9.04.1.0t 0,00 0,00 l0l.199,588,00Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 101.199.588,00

2.19.04.1.01.0002 101.199.588.00 0.00 0.00 101 .199.588.00Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi

10.300.000.000.003.26.02
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI
PARIWISATA

t 0.300.000.000.00 0,00 0,00

0,00 800.000.000.003.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 800.000.000.00 0,00

3.26.02.1.01.0006 0,00 0,00 800.000.000,00Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi 800.000.000,00

3.26.02.1.02 0,00 0,00 6.000.000.000,00Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 6.000.000.000,00

6.000.000.000,003.26.02.1.02.0007
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelafljutan dalam

Pcngelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
6.000.000.000,00 0.00 0,00

3.500.000.000.003.26.02.r.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 3.500.000.000.00 0,00 0,00

3.26.02.1.03.0004 0,00 3.500.000.000.00
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

dalam Pengclolaan Dcstinasi Pariwisata Provinsi
3.500.000.000.00 0,00
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PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
MELALUI PEMANFAATAN DAN Pf,RLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN TNTELEKTUAL

0,00 0,00 300.000.000.00

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 300.000.000.00 0,00 0,00 300.000.000.00

3.26.04.1.02.0010
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi

I(reatif
300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000.00

3.26.05
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1.200.000.000.00 0,00 0,00 l.200.000.000,00

3.26.05.1.01.0008
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan

Konservasi Ekonom i Kreatif

1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.200.000.000.00

0 00 0,00 I .200.000.000.00

4.01.0.00.0.00.1 5.0000 SEKRETARIAT DAERAH 894.971.681.875,00 82.988.674.639,00 9,27 811.983.007.236,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

838.184..160.100,00 66.868.550.s59.00 7,97

4.01.01.t.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah
1.400.000.000,00 90.500.000,00 6,46 r.309.500.000.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pcrangkat Daerah 90.500.000.00 109.500.000.00

Koordinasi dan Pcnyusunan Dokumcn I{KA- SKPI) 200.000.000,00

200.000.000.00

0,00 0,00 200.000.000.00

4.01.01.1.01.0003 0,00

0,00

0,00

0,00 200.000.000,004.01.01.1.01.0004

3.26.05.1.0t

| 4.0r.01

4.01.01.1.0t.000t

3.26.04 300.000.000.00

3.26.04.1.02

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

I .200.000.000,00

771.315.909.541,00

200.000.000.00 45,25

4.01.01.1.01.0002

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 200.000.000,00

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 200.000.000,00
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4.01.01.1.01.0005 200.000.000,00Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPI) 200.000.000.00 0,00 0,00

4.01 .0t.1.01.0006 0,00 200.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
200.000.000,00 0.00

4.01 .01 . 1.0 t .0007 IJvaluasi Kinerja Pcrangkat Daerah 0,00 0,00 200.000.000,00200.000.000,00

4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.161.135.1s3.00 3.400.0t 0.354.00 4t,66 4.761,124.799,00

4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.961.135.153,00 3.400.0 t 0.354,00 48,84 3 .s6r .124 .799 .00

4.01.01.1.02.0003 200.000.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguj ian/Verifikasi

Keuangan SKPD
200.000.000.00 0,00 0,00

4.01.01.1.02.0004 0,00 200.000.000,00Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 200.000.000,00 0,00

4.01.01.1.02.0005
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD
200.000.000,00 0,00 0.00 200.000.000,00

4.01.01.1.02.0006 Pcngelolaan dan Penyiapan Bahan 'l'anggapan Pemcriksaan 200.000.000.00 0,00 0,00 200.000.000,00

4.01.01.1.02.0007 200.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

TriwulanarVSernesteran SKPD
200.000.000.00 0.00 0,00

4.0r.01.1.02.0008 0,00 200.000.000.00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran
200.000.000.00 0,00

4.0r.0r.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 130.890.000.00 13,08 869.110.000.001.000.000.000,00

4.01.01.1.03.0001
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

SKPI)
140.000.000.00 130.890.000,00 93,49 9.1 10.000.00

4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 210.000.000.00 0,00 0,00 210.000.000,00
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4.01.01.1.03.0004 0,00 140.000.000.00
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik

Daerah pada SKPD
140.000.000,00 0,00

4.01.01.1.03.0005
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

pada SKPD
170.000.000.00 0,00 0,00 170.000.000,00

4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 210.000.000,00 0,00 0,00 210.000.000,00

4.01.01.1.03.0007 130.000.000.00Pemanlhatan llarang Milik Daerah SKPD 130.000.000.00 0,00 0,00

4.01.01,r.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.473.237.600.00 0.00 0,00 9.473.237.600,00

4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya I .201.150.000,00 0,00 0,00 1.201_150.000.00

4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 200.000.000.00 0,00 0,00 200.000.000.00

4.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000.00

4.01.0'1.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 200.000.000.00 0.00 0.00 200.000.000,00

4.01 .0t.1.05.0009
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

['ungsi
0,00 0,00 I .519.189.000.00I .5 19. I 89.000.00

4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.239.028.600.00 0,00 0,00 1.239.028.600,00

4.01 .01.1.05.001 I
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan
4.913.870.000,00 0,00 0,00 4.913.870.000.00

4,01.01.1.06 51.776.965.323.00Administrasi Umum Perangkat Ds€rah 7 r.723.063.300.00 19.946.097.911,00 27,80

4.01.01.1.06.0002 1.546.781.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.453. I 85.000,00 906.404.000.00 36,94

4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 952.304.300.00 0,00 0,00 952.304.300,00

4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor I .999.999.000,00 0,00 0 00 1 .999.999.000.00
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4.01.01.1.06.0005 2.527.421.000,00Penyediaan Ilarang Cetakan dan Pcnggandaan 2.648.655.000,00 121.234.000,00 4.57

4.01.0r.1.06.0006 0,00 972.000.000,00Penyediaan Bahan llacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 972.000.000,00 0,00

4.01.01.1.06.0008 18.017 .459.977,00 27.678.860.023,00Fasilitasi Kuniungan -lhmu
45.696.320.000,00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.000.600.000.00

535.264.533.200.00

5,29901 .000.000.00 16.099.600.000.00

1,39 527.806.286.200,00

4.01.01.1.07.0002 59,96 4.504.000.000,00I I .250.000.000,00 6.746.000.000.00

4.01.01 .l .07.0005 0,00 231 .204.200,00Pengadaan Mebel 23]l.204.200.00 0.00

4.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan l-ainnya 522.533.329.000,00 197.247.000.00 0,03 522.336.082.000,00

4.01,01.1.07.0010
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya
1.250.000.000.00 5 t 5.000.000,00 41,20 735.000.000,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.489.836.475,00 2.905.358.365,00 15,71 15.584.478. r 10,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000.000,00 0,00

4.01.01 .1 .08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan I.istrik I 17.637.365,00 5,882.000.1 36.000.00

4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Pcralatan dan Perlcngkapan Kantor 497. I 50.000.00 r 52.400.000,00 30.65

15.792.550.475,00

49.708.000.000.00 1.542.892.000.00

l6.6tt

3,10 48.165.108.000.00

KODE

4.01.01.1.06.0009

4.01.01.r.07

4.01.01.1.08.0004

Pengadaan Barang Milik Daereh Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

4.01.01.1.09.0001 500.000.000.00 0,00
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39,42

7.458.2,t7.000,00

4.01.01.1.08

4.01 .01.1.08.0001 0,00 200.000.000,00

l .882.498.63 5.00

344.750.000,00

2.635.321.000,00 13.157.229.475,00

4.01.0t.1.09

0.00 500.000.000,00



4.01.01.1.09.0002
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pcmcliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
200.000.000,00 0.00 0,00 200.000.000,00

4.01.01.1.09.0006 2,80 3.887.630.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.000.000.000,00 I12.370.000,00

4.01.01.1.09.0009
Pemeliharaar/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya
14.008.000.000.00 96s.689.000.00 6,89 13.042.31 1.000,00

4.01.01.1.09.0010
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya
31.000.000.000,00 464.833.000,00 1,49 30.535.167.000,00

,l.0l.0l.l.l I 23.256.841.8 r C,00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah
26,197 .390.677 ,00 2.940.548.863.00 n,22

4.01.01.1.11.0001 165.950.677,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah
165.950.677.00 0.00 0,00

4.01.01.1.11.0002 184.000.000.00 0,00 0 00 184.000.000,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

4.01.01.1.11.0003
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah
350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00

4.01.01. t .1 1.0004 22.556.891.137,00
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah
25.497 .440.000,00 2.940.548.863.00 I 1,53

4.0t.01. t. r 2 13.456.88s.095,00Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah t 5.9 r 9.626.595.00 2.462.741.500,00 t5.46

4.01.0t.1. r2.0001 18.81 2.071.548.400,00Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2.551 .487.400,00 479.939.000,00

4.01.01.1.12.0002 0,00 I .065.830.800,00Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah I .065.830.800.00 0,00

4.01.01 .1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 12.302.308.395.00 I .982.802.500,00 16, ll 10.3 19.505.895,00
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Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 69.669.5 r 9.000.00 r 6.506.737.000,00 23,69 53.162.782.000,00

4.01.01.r.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan 6.879.265.800,00 0,00 6.879.265.800,00

4.01.01.1.13.0002 56.726.943.200,00 29,09 40.220.206.200,00

4.01.01.1.t3_0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 6.063.310.000,00 0.00 0,00 6.063.310.000.00

4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan 31.178.118.100,00 9.484.527.500,00 30,42 2r.693.590.600,00

4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1s.6r9.769.100.00 3.802.207.500,00 24,34 r 1.817.s61.600.00

Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

I 3.558.349.000.00 5.682.320.000,00 4l,91 7.876.029.000.00

4.0t.0t .1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 2.000.000.000.00 0,00 0.00 2.000.000.000,00

4.01.02

4.01.02.1.01

PROGRAM PENATAAN ORGAN ISASI 2.961.497.300,00 101.004.445,00 3,41

Fasilitasi Kelembagaan dsn Analisis Jabatan r.556.978.900,00 101.004.445,00 6,48

4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 3 18.534.400,00 0,00 0,00 318.534.400,00

4.01 .02.1 .01 .0003 Penataan Analisis Jabatan I .238.444.500,00 101.004.445,00 I .137.440.05 5.00

4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kin€rja 1.404.518.400.00 0,00 0.00 t.404.518.400,00

4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Relormasi Birokrasi 502.109.700.00 0,00 0,00 502. 109.700.00

4.01 .02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 33 5.683.800.00 0.00 0,00 335.683.800.00

4.01 .02. I .02.0004 566.724.900.00 0.00 0.00

4.01.01. 1.14.0002

4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 13.,160.508.000.00 6.670.190.867.00 49.55 6.790.-117.133,00
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4.01.01.1.13

0,00

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan t 6.506.737.000,00

2.860.492.855,00

1.455.974.455.00

8,1 s

Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 566.724.900,00
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4.0r.03.r.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 6.422.240.000,00 4.095.452.589,00 63,76 2.326.787.4t1,00

4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pcmcrinlahan 422.240.000.00 13.044.750,00 3,08 409. t95.250.00

4.01 .03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 2.000.000.000,00 203.631.370,00 10,r8 I .796.368.630,00

4.01.03.1.01.0003 4.000.000.000,00 3.878.77 6.469,00 96,96 12t.223.531,00

4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah 2.571.738.278,00 36,58 4.463.529.722,00

4.01 .03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Dacrah dan DPRD I .062.663.500.00 174.500.988,00 16,42 888.162.512.00

4.01 .03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Pcnataan Urusan 712.533.000.00 0,00 0,00

4.01.03. r.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 5.263.071.500,00 2.400.237 .290,00 45,60

4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 36,48

4.01.04.r.0t Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 21.000.683.800.00 8.040,425.203,00 38,28 12.960.258.597,00

4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 13.3 87.556.800.00 6.r 00.000.000,00 45,56 7.287.556.800.00

4.01 .04.1.0t.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 7.613.127.000,00 1.940.425.203,00 25,48

4.01.04.1.02
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan

Dasar
42.780.000,00 5,88 683.563.000,00

4.01 .04. I .02.0001
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian

Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
294.329.000.00 42.780.000.00 14,53

4.01 .04.1.02.0002
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian

Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
296. 175.000.00 0.00 296.175.000.00

0,00 0,00
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian

Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
135.839.000.00

Fasilitasi Penataan Wilayah

7.038.268.000.00

712.533.000,00

2.862.834.210,00

22.156.683.800.00 8.083.205.203,00 t 4.073.478.597,00

5.672.701.797,00

726.343.000.00

251.549.000,00

0,00

4.01 .04. 1.02.0003 l3 5.839.000,00
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Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non
Pelayanan Dasar

429.6s7,000,00 0,004.0t.04.1.03 0,00 429.657.000,00

4.01.04.1.03.0001
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan. dan Pariwisata
143.219.000,00 0,00 0.00 I43.2 t9.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat
dan Des4 Transmigrasi dan Tenaga Kerja

4.01.04.1.03.0002 143.219.000,00 0,00 0,00 143.219.000,00

4.01 .04. I .03.0003

Koordinasi dan Sinkonisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Bidang Komunikasi, Informatikq Statistik, Persandian, dan

Perhubungan

143.219.000,00 0,00 0,00 143.219.000,00

,1.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINAST HUKUM 2.999.988.700.00 863,124.355,00 28,77 2.136.864.345,00

4.0t.05. t.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 2.s79.598.700,00 808.682.r05,00 31,3,r 1.770.916.595,00

4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 1.285.498.300,00 362.605.7s5,00 28,20 922.892.545,00

4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk LIukum Penetapan 434.540.600,00 153.595.500,00 35,34 280.945.100,00

4.01.05.1.01.0003
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum

Lainnya
348.810.300,00 202.770.250,00 58,13 146.040.050,00

4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk IIukum Kabupaten/Kota 510.749.500,00 89.710.600,00 t7,56 421.038.900,00

4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 420.390.000.00 54.442.250,00 12,95 365.947.750,00

4.01 .05.1 .02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 420.390.000,00 54.442.2sO.00 12,95 365.947.750,00
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3.700.000.000,00 0,00PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 0,00 3.700.000.000,00,1.01.06

1.950.000.000.00 0.00 0,00 1.950.000.000,00Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian4.0t.06.1.0t

700.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonom i Makro4.01.06.1.0 r.0001

I .250.000.000,00 0 00 0 00 I .250.000.000,00Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Miko4.0t.06.1.01.0002

150.000.000.00 0,00 0,00 r50.000.000,00Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam{.01.06.1.02

s0.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000.00
Koordinasi, Sinkonisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,

Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
4.01.06.1.02.0001

50.000.000.00 0,00 0,00 50.000.000,00
Koordinasi, Sinkonisasi dan Evaluasi Kebijakan

Pertambangan dan Lingkungan Hidup4.01 .06.1.02.0002

50.000.000,00 0,00 0,00 s0.000.000.00
Koordinasi, Sinkonisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan

Air4.01 .06.1 .02.0003

Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 1.600.000.000,00 0,00 0,00 1.600.000.000,004.01.06,1.03

t50.000.000.00 0,00 0,00 150.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka

Usaha
4.0r.06.1.03.000r

200.000.000.00 0,00 0,00 200.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan

Sanitasi
4.01.06.1.03.0002

I .250.000.000.00 0,00 0,00 I .250.000.000,00
Koordinasi, Sinkonisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian

BUMD4.01 .06.1.03.0003
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r

PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA

7 .999 .999 .37 S,O0 402.599.210.00 5,03 7.597.400.165,004.0t.07

2.778.978.400,00Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 2.778.978.400,004.0t.07.1,0r

| .037 .t94.200,00 0,004.01 .07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 l .037. r 94.200,00

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 97 5.634.200,00 0,00 0,004.01.07.1.01.0002 97 5 .634.200,00

Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 766. 150.000,00 0,00 0,00 766.1 50.000,004.01.07.1.01.0003

2.719.526,775,00Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 402.599.210,00 14,80 2.316.927.565,00.,1.01.07.1.02

I .063.994.600.00Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 322.298.810,00 30,29 74r.695.790.004.01.07. r .02.0001

884.934.200,00 0,004.01 .07.1 .02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 884.934.200,00

770.597.975.00 80.300.400.00 10,424.01 .07.1.02.0003 Pengelolaan Inlormasi Pengadaan Barang dan Jasa 690.297 .57 5.00

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 2.501.494.200,00 0,00 0,00 2.501.494.200,004.01.07.1.03

963.234.200,00Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 963.234.200,004.01.07.1 .03.0001

769.910.000,00Pembinaan Kelembagaan Pengadaan tsarang dan Jasa 0,00 0,00 769.9r 0.000.004.01 .07.1.03.0002

768.350.000.00 0,00 0,004.01 .07.1.03.0003
Pendampingan, Konsultasi, dar/atau Bimbingan Teknis

Pengadaan Barang dan Jasa
768.350.000,00

PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 300.000.000,00 0,00 0,004.01.08 300.000.000.00

Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
Daerah

150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,004,01.08.1.0t

50.000.000.00 0,004.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 0,00 50.000.000.00

88

KODf, URAIAN
ANGGARAN
Sf,TELAH

PERGESERAN
REALTSASI SISAANGGARAN KETERANGAN



4.01.08.1.01.0002 Pcngendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 50.000.000,00 0.00 0.00 50.000.000,00

4.01 .08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 50.000.000.00 0,00 0,00 50.000.000.00

4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 150.000.000,00 0.00 0.00 150.000.000,00

4.01.08.1 .02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 50.000.000.00 0,00 0.00 50.000.000.00

4.01 .08.1 .02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

4.01 .08. I .02.0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 50.000.000.00 0,00 0,00 s0.000.000.00

4.01.09
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS
PAPUA

3.208.544.600.00 0,00 0,00 3.208.s44.600,00

4.01.09.3.02 #N/A 3.208.544.600,00 0,00 0,00 3.208.544.600,00

4.01 .09.3.02.0001 Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus 1 .704. 1 12.200.00 0,00 0,00 1.704. 1 12.200,00

4.01 .09.3.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus 1.504.432.400.00 0,00 0,00 1.504.432.400,00

4.02.0t
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pf,MERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

79,813.226.797,00 15.395.620.390,00 t9.28 64.417.606.407,00

4.02.0t.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah
300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000.00

4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Pcrencanaan Perangkat Daerah 100.000.000,00 0.00 0,00 100.000.000.00

4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 50.000.000.00 0.00 0.00 50.000.000,00

4.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 50.000.000,00 0,00 50.000.000,000,00
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4.02.0.00.0.00. r 6.0000 SEKRE'IARIAT DPRD r 49.939.362.097,00 15.39s.620.390,00 10,26 134.543.741.707,00



4.02.01.1.01.0006
Koordinasi dan Penyusunan l,aporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
50.000.000,00 0.00 0,00 50.000.000,00

0,00 50.000.000,004.02.0t.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000,00 0,00

1.007.623.008,00 52,62 906.980.889,004.02.01. r.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah r.914.603.897.00

4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 1'unjangan ASN I .427 .403.897.00 r .007.623.008,00 70,59 419.780.889.00

4.02.01 .l .02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 337.200.000,00 0,00 0,00 337.200.000,00

4.02.01 .l .02.0003
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD
50.000.000.00 0.00 0,00 50.000.000.00

0.00 50.000.000,004.02.01 . l .02.0005
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD
50.000.000,00 0,00

50.000.000.00 0,00 0,00 50.000.000,004.02.01 . I .02.0007
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/Semesteran SKPD

4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

4.02.01. 1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 00 0,00 0,00 0,00

3,71 5.657.813.860,004,02.01. t.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.875.950.000,00 2t8.136.140,00

213.850.000,00 0,00 0,00 213.850.000,004.02.01 . I .05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi
990.000.000.00 0,00 0,00 990.000.000.004.02.01 . I .05.0009

4.02.01 .1 .05.001 1
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan
4.672. 100.000,00 218. 136. 140.00 4,66 4.453.963.860,00
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13.579.555.458,004.02.01.r.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah r 7.798.456.700,00 4.218.901.242,00 23,70

0 00 0,00 r .000.000.000,004.02.01.1.06.0001
Penyediaan Komponen Instalasi l-istrildPenerangan Bangunan

Kantor
I .000.000.000.00

6.989.461 .100,00 2.598.795.000,00 37,18 4.390.666.100.004_02.01 . t .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.02.0 r . r .06.0003 Pcnycdiaan Peralatan Rumah tangga 180.3 I 0.800.00 0,00 0,00 180.3 10.800.00

4.02.01 . r .06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 404.628.000,00 0,00 0.00 404.628.000.00

0,00 0,00 143.479.800.004.02.01 . I .06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 143.479.800,00

0.00 0,00 4s.875.000.004.02.01 .1 .06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 45.875.000.00

Fasilitasi Kunjungan'Iamu 2.380.516.000,00 562.545.000,00 23,63 l .81 7.971 .000.004.02.01 .1.06.0008

4.02.01 . 1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.241 .854.000,00 | .057 .561.242,00 20,17 4.184.292.758,00

I .412.332.000,004.02.01.1.06.001 l
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik pada SKPD
l .412.332.000,00 0,00 0,00

47,88 t0.266.481.000,004.02.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah
19.698.481.000.00 9.432.000.000,00

7.580.400.000.00 6.1 17.000.000,00 80,69 I .463.400.000,004.02.01.1.07.0001
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

767.280.000.004.02.01 .1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan I .797.2ttO.000.00 I .030.000.000,00 57,30

6.366.506.000,004.02.01 .l .07.0005 Pengadaan Mebel 6.366.506.000.00 0,00 0.00

2.285.000.000.00 6t,27 I .,144.295.000,004.02.01 .1 .07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mcsin Lainnya 3.729.295.000,00

150.000.000.00 0,00 0,00 150.000.000.004.02.01 .l .07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud

91

K()t)1. URAIAN
ANGCARAN

Sf,TELAH
PERGESERAN

REA LISASI Yo STSAANGGARAN KETf,RANGAN



0,00 0,00 75.000.000,004.02.01 .1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.000,00

2.582.522.000.00 518.960.000.00 20.09 2.063.562.000,004.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh

238.000.000,00 0,00 0,00 238.000.000,004.02.01. 1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

566.650.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 566.650.000.00 0,00 0,004.02.01. I .08.0002

518.960.000,00 29,18 1.258.912.000,004.02.01. l .08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | .777 .872.000,00

2.035.000.000,00 0,00 0,00 2.035.000.000.004.02.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusrn

Pemerintahan Daerah

35.000.000.00 0.00 0,00 3 s.000.000,004.02.0 t .1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.000.000.000.004.02.0t.1.09.0010
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan I-ainnya
2.000.000.000,00 0,00 0,00

0,00 27.182.981.500.004.02.01.1.t5 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 27.182.981.500,00 0,00

0,00 0,00 25.247 .281 .500,004.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 25.247 .281 .500,00

I .235.700.000,00 0.00 0,00 1.235.700.000,004.02.01 .1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

700.000.000.00 0,00 0,00 700.000.000,004.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

2.425.231.700,004.02.0t.1.16 Layanan Administrasi DPRD 2.425.23r.700,00 0,00 0,00

1.673.406.000,004.02.01.1.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD I .673.406.000,00 0,00 0,00

36.275.300.00 0,00 0,00 36.27 s.300,004.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD

715.550.400,00 0,00 0.00 715.550.400,004.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah'l'angga DPRD
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4.02.02
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI DPRD

61.798.044.300.00 0,00 0,00 61.798.044.300.00

4.02.02.t.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD I2.098.834.200,00 0,00 0,00 12.098.834.200,00

4.02.02.1.01.0001
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan

Daerah
2.449.389.300.00 0,00 0,00 2.449.389.300,00

4.02.02.1 .01.0002 Pembahasan Rancangan Perda 2.449.389.300,00 0,00 0,00 2.449.389.300,00

4_02.02.1 .01 .0003 Pcnyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 2.449.389.300,00 0,00 0,00 2.449.389.300,00

4.02.02.1 .01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik 2.449.389.300,00 0,00 0,00 2.449.389.300.00

4.02.02.1.01 .0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD 2.301.277 .000,00 0,00 0,00 2.30t.277 .000,00

4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran s.625,4d9.000,00 0,00 0,00 5.625.449.000,00

4.02.02.1 .02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS 1.122.208.400,00 0 00 0,00 1.122.208.400.00

4.02.02.t.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1.122.208.400,00 0,00 0,00 1.122.208.400,00

4.02.02.1,02.0003 Pembahasan APBI) 1.136.615.400,00 0.00 0,00 1.136.615.400,00

4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Pcrubahan APBD I .122.208.400,00 0,00 0,00 1.122.208.400,00

4.02.02.l .02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBI) 1.122.208.400,00 0,00 0,00 I .122.208.400,00

4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.298.501.400,00 0,00 0,00 r.298.501.400.00

4.02.02. I .03.0001
Pengawasan lJrusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan

I Iukum
387.588.000.00 0,00 0,00 387.588.000.00

4 .02 .02 .t .03 .0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 265.451.400,00 0,00 0,00 265.451.400.00
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0,00 0,00 108.319.000,004.02.02.1.03.0003
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan

Rakyat
108.3 19.000,00

4.02.02.1 .O3.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 90.906.000,00 0,00 90.906.000,00

l10.105.000,004.02.02.1 .03.000s Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 110.105.000.00 0,00 0,00

0,00 I17.005.000,004.02.02.1 .03.0006
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan

Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
117.005.000,00 0.00

l 16.526.000.00 0,00 0,00 I 16.526.000,004.02.02.1.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran

4.02.02.1.03.0008
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala

Daerah
102.601.000.00 0,00 0,00 102.601.000.00

4,02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 13.171.046.200,00 0,00 0,00 13.171.046.200,00

0,00 2.154.616.000,004.02.02. I .04.0001 Orientasi DPRD 2.154.616.000.00 0,00

0,00 7.846.286.000,004.02.02.1.04.0002 Pendalaman 'fugas DPRD 7.846.286.000,00 0,00

4.02.02.1.04.0004 610.500.000.00 0,00 0 00 610.500.000,00Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

4.02.02.1 .04.0005 954.010.000,00 0 00 0,00 954.010.000,00Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

0,00 140.182.000,004.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 140.182.000,00 0,00

0,00 583.452.200,004.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD 583.452.200,00 0,00

0,00 0,00 882.000.000,004.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 882.000.000,00

4.02.02.1.05 16.807.987.000,00 0,00 0,00 16.807.987.000,00Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

8.893.100.000,004.02.02.1.05.0001 Kunj ungan Kerja dalam Daerah 8.893.100.000,00 0,00 0,00
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129.855.000.00 0 00 0,00 129.855.000,004.02.02. 1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran t)PRI)

7.785.032.000,007.785.032.000.00 0,00 0,004.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Rcses

rs5.s23.000,00155.523.000,00 0,00 0,00{.02.02. I _06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

0,00 73.592.000,004.02.02.1 .06.0001 Penvusunan Kode Etik DPRD 73.592.000,00 0.00

8l .931 .000,00 0 00 0,00 81.931.000,004.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD

174.165.000,00 0,00 0,00 174.r65,000,004.O2.O2.1.O7 Pembahasan Kerja Sama Daerah

174.165.000,00174.16s.000,00 0,00 0,004 .02 .02 .t .07 .0002 Pcnyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

0,00Fasilitasi Tugas DPRD 12.466.538.500.00 0,004.02.02.t.08

0,00 0,00 12.172.736.000,004.02.02. I .08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 12.172.736.000,00

92.042.500.00 0,00 0,00 92.042.500,004.02.02. r.08.0004 Fasilitasi 'fugas Pimpinan DPRI)

201.760.000,00 0.00 0,00 201.760.000,004.02.02. l .08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

8.328.091.000,008.328.09 l .000,00 0,00 0,00
PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PAPUA

0,00 0,004.02.03.3.0t.0001
Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
0,00 0,00

0 00 0.00 0,00Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus 0,00

72.747.627.016.0020,720.053.292,00 7 .972.426.276.00 38,475.01.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
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12.466.538.500.00

4.02.03

4.02.03.3.01 .0003

5.01.5.05.0.00.1 7.0000
BADAN PER-ENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH

36.220.053.292.00 13.325.902.844,00 36,79 22.894. r 50.448.00



5.01.0r.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah
300.016.400.00 0,00 0,00 300.016.400,00

5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

5.0t.01.1_01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

5.01.01.1.0t.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 50.000.000.00 0,00 0.00 50.000.000.00

5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

5.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 50.000.000.00 0,00 0,00 50.000.000,00

5.01.0t.1.01.0006
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
50.016.400,00 0.00 0,00 50.016.400,00

5.0r.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,926.77 3.292,00 1.624.894.221,00 55,51 1.301,879.07r,00

5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.676.773.292,00 t .624.894.221,00 60,70 1.051 .879.071.00

5.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN 100.000.000.00 0,00 0,00 100.000.000,00

5.01.01.1.02.0005
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD
50.000.000.00 0,00 0,00 50.000.000,00

5.01.01.1.02.0007
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanar/Semesteran SKPD
50.000.000.00 0,00 0,00 50.000.000,00

5.01.01.1.02.0008
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran
50.000.000,00 0 00 0,00 50.000.000,00

5.01.01.r.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daeroh 5.321.296.000,00 0,00 0,00 5.321.296.000,00

5.01 .01 .1.05.0001 l'eningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pcgawai 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00
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I

2s0.000.000,005.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 250.000.000,00 0.00 0.00

0.00 4.821.296.000,005.01.01.1.05.00t I
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan
4.821.296.000,00 0.00

6.347.s32.055,00 53.03 5.621.427 ,945,005.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah I r.968.960.000,00

L072.242.000.00 812.838.920,00 75.80 259.403.080,005.01.0 t .1 .06.0002 Penyediaan Pcralatan dan Perlengkapan Kantor

5.01.01.1.06.0004 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor

59,83 100.680.000.005.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 250.680.000,00 150.000.000,00

0,00 75.000.000,005.0r .01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 75.000.000,00 0.00

3.356.040.000,00 2.014.765.000,00 60,03 r .34 r .275.000,005.01.01.1.06.0008 Fasilitasi KunjunganTamu

7.1 14.998.000.00 3.369.928.135,00 47,36 3.745.069.865,005.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKID

5.01.01.r.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147.667.600,00 0,00 0,00 147.667.600,00

0,00 10.000.000,005.01.0t.1 .08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 0,00

0,00 137.667.600,005.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 137.667.600,00 0,00

55.340.000.00 0,00 0,00 55.340.000,005.01.0t.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daersh

5.01.0t.1.09.0001 42.530.000,00 0,00 0,00 42.530.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya t2.810.000.00 0.00 0,00 l2.ri 10.000,00

42,67 6.305.499.554,005.0t.02
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN
f, VALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

I1.000.000.000,00 4.69,t.500.446.00
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5.01.02.1.01 Penyusunon Perencanaan dan Pendanaan 6.s00.000.000.00 2.924.652.080,00 44,99 3.575.347.920,00

5.01 .02.1 .01 .0001 t02.700,00
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan lsu Stratcgis

Pembangunan Daerah
I .000.000.000,00 999.897.300.00 99,98

5.01 .02. t.0l .0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 500.000.000,00 s8.370.000.00 1,67 441.630.000,00

5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsr 2.000.000.000.00 I .607.971.780.00 80,39 392.028.220.00

5.01.02.1.01.0006
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi
3.000.000.000,00 258.413.000,00 8,61 2.741.587.000,00

5.01,02.1.02
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang

Perencanaan Pembangunan Daerah
1.000.000.000.00 999.720.115.00 99,97 279.88S,00

5.01.02.1.02.0001
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah
1.000.000.000,00 999.720.115,00 99,97 279.885,00

5.01.02.1.03
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah
2.500.000.000.00 272.684.296,00 10,90 2.227.315.704,00

5.01 .02. r .03.0001
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah di Provinsi
I .150.000.000,00 272.684.296,00 23,71 877.3t5.704,00

5.0 t .02.1.03.0003
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala

Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1 .000.000.000.00 0,00 0,00 L000.000.000,00

5.01.02.1.03.0004
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten/Kota
350.000.000.00 0,00 0,00 350.000.000.00

5.01.02. t.04
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di

Bidang Pembangunan Daerah
1.000.000.000,00 497.443.955,00 49,74 502.556.04s.00
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5.01.02.1.04.0001
Pengclolaan Data dalam Sistem lnformasi Pcmerintahan

Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
350.000.000,00 299.389.555.00 85,53 50.610.445,00

5.01 .02.1.04.0002
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang

Pembangunan Daerah
350.000.000,00 198.054.400,00 56,58 151.945.600,00

5.01 .02.1.04.0003
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang

Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi
300.000.000.00 0,00 0,00 300.000.000,00

5.01.03
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.000.000.000,00 271.932.221,00 9,06 2.728.067.779,00

5.01.03.1.01
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia
130.838.241.001.000.000,000,00 13,08 869.161.759,00

5.01.03.1.01.0004
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
500.000.000,00 79.238.241,00 15,84 420.761.759,00

5.01.03.1.01.0007
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan
Manusia

500.000.000,00 51.600.000.00 10,32 448.400.000,00

5.01.03. r.02
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

(Sumber Daya Alam)
500.000.000.00 0,00 0,00 500.000.000,00

5.01.03.1.02.0004
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Flarmonisasi

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
500.000.000.00 0 00 0,00 500.000.000,00

5.01.03.1.03
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan

Kewilayahan
1.500.000.000.00 t,il.093.980.00 9,40 1.358.906.020,00

5.01 .03. l .03.0002
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Pcrangkat Daerah llidang I nfrastruktur
500.000.000.00 76.546.000.00 15,30 423.454.000,00
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I

5.01 .03.1 .03.0003
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
500.000.000,00 0.00 0 00 500.000.000,00

5.01.03.1.03.0004
Koordinasi Pelaksanaan Sinergita-s dan Harmonisasi

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang lnfrastruktur
500.000.000.00 64.547.980,00 t2,90 435.452.020,00

5.05.02
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGf, MBANGAN
DAERAH

1.500.000.000.00 387.043.901.00 25,80 1.t 12.956.099,00

5.05.02.1.01
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
500.000.000.00 329.548.503.00 65,90 r70.451.497,00

5.05.02.1 .01 .0013
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan

Baru danlatau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
500.000.000,00 329.548.503,00 65,90 170.45 I .497.00

5.05.02.1.02
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan

Kependudukan
1.000.000.000.00 57.49s.398.00 3,74 942.s04.602,00

5.05.02.1 .02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 500.000.000,00 57.495.398,00 l,49 442.504.602,00

5.05.02.1 .02.0008
Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil
500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

5.02.00 NON PRO(;RAM 0,00 0,00 0,00 0.00

5.02.00.0.00 Non Kegiatan 0,00 0.00 0,00 0.00

5.02.00.0.00.0000 Non Sub Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0.00
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5.02.0t
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

272.263.3s 1.860,00 62.405.171.352.00 ,, o, 209.858.180.508,00

5.02.01.r.01
Percncanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkst Daerah
s90.666.000.00 147.965.687,00 25,05 442.700.313,00

5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 149.786.000.00 20.652.248.00 13,78 129.133.752,00

5.02.01.1 .01.0003 Koordinasi dan Penyusunan l)okumen Pcrubahan RKA-SK?D 98.200.000,00 0,00 0,00 98.200.000,00

5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 94.600.000,00 0,00 0,00 94.600.000,00

5.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 98.200.000,00 0,00 0,00 98.200.000.00

5.02.01.1.01.0006
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
149.880.000,00 t27.313.439,00 84,94 22.566.561,00

5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 249.010.660.110,00 56.915.304.291,00 22,85 192.095.355.819,00

5.02.01.1 .02.0001 Penycdiaan Gaji dan Tunjangan ASN 247.600.395.1 10,00 56.601 .870.809,00 22,86 190.998.524.301,00

5.02.01 . l .02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 98.200.000.00 38.s64.000,00 39,27 s9.636.000,00

5.02.01.1.02.0003
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD
250.000.000,00 109.959.542,00 43,9t1 140.040.458,00

5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 350.000.000,00 ,( (189.363.620.00 260.636.380,00

5.02.01.1 .02.0005
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD
300.000.000.00 0.00 0,00 300.000.000.00

5.02.01.1 .02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan I 12.065.000,00 0,00 0,00 I12.065.000.00
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5.02.01 . 1.02.0007
Koordinasi dan Pcnyusunan Laporan Kcuangan Bulanan/

Tiiwulanan/Semesteran SKPD
150.000.000,00 75.546.320,00 50,36 74.453.680,00

5.02.01 .1.02.0008
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran
150.000.000,00 0,00 0 00 150.000.000,00

5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 199.700.000.00 63.475.000.00 31,78 136.225.000,00

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD

5.02.01.1.03.0001 49.925.000.00 40.075.000,00 80,27 9.850.000,00

5.02.01.1.03.0002 Pcngamanan tlarang Milik Daerah SKPI) 49.925.000,00 46,87 26.525.000,0023.400.000,00

5.02.01 .1.03.0005
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

pada SKPD
49.925.000.00 0,00 0,00 49.925.000.00

s.02.01.1.03.0006 Penatausahaan tlarang Milik Daerah pada SKPD 49.925.000,00 0,00 0,00 49.925.000,00

5.02.01.1.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Persngkat

Daerah
1.762.630.500.00 904.871.237,00 51,33 857.759.263,00

5.02.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 291.532.000.00 0,00 0,00 291.532.000,00

5.02.01.1.04.0002
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta

Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
241 .804.000,00 113.914.719,00 47,\t 127.889.281,00

5.02.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 386.289.500,00 167.456.518,00 43,35 218.832.982,00

5.02.0 t .1.04.0005 Pcngolahan I)ata Ilctribusi [)aerah 3 82.700.000,00 323.500.000,00 84,53 59.200.000,00

5.02.01.1.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah 60.705.000.00 0,00 0,00 60.705.000,00

5.02.01 . 1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 399.600.000,00 300.000.000,00 75,07 99.600.000,00
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s.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.741.113.000,00 57.662.000,00 1,54 3.683,451.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasatana Disiplin Pegawai 60.000.000.00 0.005.02.01.1.05.0001 0,00 60.000.000,00

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 49.925.000,00 22.412.000,00 44,89 27.513.000,005.02.0 t . 1.05.0003

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem lnformasi Kepegawaian 232.054.000,00 35.250.000.00 15,l9 196.804.000,005.02.01 .1 .05.0004

5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 49.975.000.00 0 00 0,00 49.975.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 'Iugas dan

Fungsi
258.664.600.00 0,00 0,005.02.01.1 .05.0009 258.664.600.00

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan I .668.476.400,00 0.00 0,00 l .668.476.400,005.02.01.1.05.0010

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan
r .422.018.000.00 0.00 0,00 l .422.01 8.000,005.02.01.1.05.0011

5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.382.9s7.600.00 3,490.979.217,00 41,64 4.89t.978.383,00

5.02.0t.1.06.000 t
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor
88.589.400,00 0,00 0,00 88.589.400.00

5.02.01.1 .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.273.185.700,00 433.639.800,00 34,05 839.545.900,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 131.822.400,00 t27 .793.500,00 96,94 4.028.900.005.02.01 . I .06.0003

5.02.01 . l .06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor r 17.980.000.00 0,00 0,00 I 17.980.000,00

5.02.01.1.06.0005 Pcnycdiaan Barang Cetakan dan Penggandaan I .l 18.724.500,00 341.200.000,00 30,49 777.524.500.00

5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 202.853.000.00 t76.299.200.00 86,90 26.553.800,00

Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.274.929.600,00 I .442. I 73.000.00 63,39 832.756.600,005.02.01.1.06.0008
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5.02.01 .1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPI) 3.174.873.000,00 969.873.717,00 30,54 2.204.999.283,00

5.02.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah
381.097.200,00 294.350.000.00 77,23 86.7 47 .200,00

5.02.01 .l .07.0005 Pengadaan Mcbcl 294.995.300,00 294.350.000.00 99,78 645.300,00

5.02.01.1.07.0010
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya
86.101.900.00 0,00 0,00 86.101.900.00

5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.205.035.650,00 529.293.920,00 24,00 1.675.74 r.730,00

5.02_01.r _08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 216.800.000,00 20.016.500.00 9,23 196.783.500,00

5.02.01 . 1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 560.696.650,00 106.799.420,00 19,04 453.897.230.00

5.02.01 .1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.427.539.000,00 402.478.000,00 28,19 1.025.061 .000.00

5.02.01.r.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
5.989.491.800.00 r.270.000.00 0,02 5.988.221.800,00

s.02.01.1.09.0001
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
142.205.800,00 1.270.000,00 0,89 140.935.800,00

5.02.01.1.09.0010
PemeliharaadRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya
5.847.286.000,00 0,00 0.00 5.847.286.000,00

s.02.02 PROGRAM PT]NGEI,OLAAN KEUANCAN DAf, RAH 554.159.089.44r,00 226.542.832.191,00 40,88 327.616.2s7.250,00

5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 8.181.643.300.00 t .427 .07 | .498,00 17,44 6.754.571.802,00

5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 607.277.000,00 0,00 0,00 607 .277.000,00
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5.02.02. I .0t .0002
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan

PPAS
603.479.000,00 227.150.000.00 37,64 376.329.000,00

5.02.02. r.0t.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifrkasi RKA- SKPD 99. t 51 .000,00 0,00 0,00 99.15 I .000,00

5.02.02.1.0 r .0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 99.947.500,00 0,00 0,00 99.947.500,00

5.02.02.1 .01 .0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD 295.015.000.00 295.015.000,00 100.00 0,00

5.02.02.1.01 .0007
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD

dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
1.863.212.000,00 83. 195.588,00 4,46 I .780.016.412.00

5.02.02.1 .01 .0008
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahar APBD

1.0s3.963.300,00 0 00 0,00 I .053.963.300.00

s.02.02.1.01.0009
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang

Anggaran
688.700.000.00 688.450.000,00 99,96 250.000,00

s.02.02.l.0t.00r0 Koordinasi Perencanaaa Anggaran Pendapatan 2.004.505.900,00 0,00 0.00 2.004.505.900,00

5.02.02.1.01.0013
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah

Provinsi
866.392.600,00 133.260.910,00 15,38 733.131.690,00

5.02,02.1,02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 9.164.545.800,00 1,662,846.672,00 18,14 7.501.699.128.00

5.02.02. 1.02.0001
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan

Retribusi Kabupaten Kota 230.000.000.00 0,00 0,00 230.000.000.00

5.02.02.t.02.0002
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

I .383.924.000,00 296.037.000.00 2t.39 I .087.887.000,00
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5.02.02.1.02.0003
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pcrubahan

APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

I .484.500.000.00 0,00 0,00 1.484.500.000,00

5.02.02.1 .02.0004

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kcpala Daerah tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

I .548.1 56.000.00 240.012.872.00 15,50 I .308.143.128.00

5.02.02.1 .02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 539.380.000.00 144.000.000,00 26,69 395.380.000,00

5.02.02.1 .02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah 3s0.170.800,00 161.066.800.00 45,99 r 89.104.000,00

5.02.02.1.02.0009

Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBI)
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tcntang
Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

654.565.000.00 0,00 0,00 6s4.565.000.00

5.02.02.1.02.0010

Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD Kabupater/Kota

985.850.000,00 470.730.000.00 47,74 515.120.000,00

5.02.02.1 .02.001 l
Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah Bidang Kcuangan Daerah KabupatenKota
I .738.000.000,00 351.000.000.00 20.19 I .387.000.000,00

5.02.02.1.02.0012
Koordinasi dan Penyusunan l-aporan Keuangan Pemerintah

Daerah Konsolidasian Provinsi dan KabupatenKota dan Statistik
Keuangan Pemerintahan Daerah

250.000.000.00 0.00 0.00 250.000.000.00

s.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3.0 r 6.489.000,00 r.034.0E2.323,00 34,28 1.982.406.677,00
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5.02.02.1 .03.0001 Koordinasi dan Pcngololaan Kas l)aerah 976.147.000.00 335.756.290,00 34,39 640.390.710,00

5.02.02.1.03.0003
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan

Anggaran Kas dan SPD
225.900.000,00 167.640.000,00 74,20 58.260.000,00

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supcrvisi,
Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya

494.146.000,00 t05.2t4.717,00 21,29 388.931.283,005.02.02.1 .03.0005

5.02.02.1 .03.0006
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan

Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan

Lembaga Kcuangan Bukan llank
429.976.000,00 95.250.000,00 ?,) t{ 334.726.000,00

s.02.02.l .03.0007

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan

Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan

Pemungutan/Pernotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)

150.526.000,00 0,00 0,00 1s0.s26.000,00

5.02.02.1.03.0010

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang

Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000.00

5.02.02.1.03.001 I
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah

Kabupaten/Kota
589.794.000,00 330.221.316,00 55,98 259.572.684,00

5.02.02.1.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan

Keuangon Daerah
3.048.672.200,00 649.123.356.00 21,29 2.399.548.844.00

5.02.02.1 .04.0001
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan

Pengeluaran Kas Daerah
150.000.000.00 0,00 0,00 150.000.000,00
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5.02.02.1 .04.0003
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
230.330.200,00 0.00 0.00 230.330.200,00

5.02.02.1 .04.0005

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan

l{ancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi

L 197.076.000.00 180.142.439,00 15,04 I .016.933.561.00

5.02.02.1 .04.0006
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas

l-aporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
100.000.000.00 30.011.975,00 30,01 69.988.025.00

5.02.02.1 .04.0008
Penyusunan Analisis l-aporan Pertanggungiawaban

Pelaksanaan APBD
621.266.000,00 2 r 6.s00.000.00 34,84 404.766.000.00

5.02.02.1 .04.0009
Penyusunan Kebijakan dan Panduan 'Ieknis Operasional

Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
150.000.000.00 47.000.000.00 3 t,33 103.000.000,00

5.02.02. I .04.0010
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Daerah
450.000.000,00 85.250.000,00 18,94 364.750.000.00

5.02.02.1.04.001 l
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah Provinsi
150.000.000,00 90.218.942.00 60,14 59.781.058.00

5,02.02.1.05
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan

Daerah
529.747.739.t41,00 221.7 69.708.342,00 4l,86 307.978.030.799,00

5.02.02.1 .05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak r47 .247 .285.836,00 r 5.681.289.500,00 10,64 l3l .s65.996.336,00

5.02.02.1 .05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 382.500.453.305,00 206.088.41 8.842.00 53,87 176.4t2.034.463.00

5.02.02.1.06
Pengelolaan Data dan lmplementasi Sistem Informasi

Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
r.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00
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5.02.02.t.06.0002
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah

Daerah Bidang Keuangan Daerah
I .000.000.000.00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.032.840.793.00 l .0 l 8,034.723,00 20,22 4.014,806.070,00

5.02.03.r.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.032.840.793,00 1.0 t 8.034.723,00 20,22 4.01{.806.070.00

5.02.03.1.01.000 t Penyusunan Standar Harga 500.000.000,00 149.213.500,00 29,84 350.786.500,00

5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 400.000.000.00 80.126.000,00 20,03 319.874.000,00

5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 700.000.000,00 291.054.756,00 4l,57 408.945.244,00

5.02.03.1.01.0006 lnventarisasi Barang Milik Daerah 2.432.840.793.00 326.688.467,00 13,42 2.106.152.326,00

5.02.03.1.01 .0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 600.000.000,00 81.126.000,00 t3,52 5l 8.874.000,00

5.02.03.1.01 .001 l Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik
f)aerah

400.000.000,00 89.826.000.00 22,45 310.174.000,00

5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 7.782.914.100,00 l 578.732.280,00 20,28 6.204.181.820,00

5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 7.782.914.100.00 1.578.732.280.00 20,28 6.204.181.820.00

5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 291.506.000,00 55.207.845,00 18,93 236.298.155,00

5.02.04.1.01 .0002
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan

Kebijakan Pajak Daerah
2s6.669.000,00 0,00 0,00 256.669.000,00

5.02.04. r.0l.0003 Penyuluhan dan Penycbarluasan Kcbijakan Pajak Daerah 779.499.000.00 95.7 42.739.00 12,28 683.7s6.261,00

5.02.04.1.01 .0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah l .044.000.000.00 100.000.000.00 9,57 9.14.000.000.00

5.02.04.l.0l .0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 502.987.000.00 349.361.394,00 69,45 153.625.606,00
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5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 1.I 16.893.100,00 798.088.687.00

5.02.04.1 .01 .0009 Pcnelitian dan Vcrifikasi I)ata Pelaporan Pajak Daerah 287.608.000.00 28.98 204.242.1fi.00

5.02.04.1.01.0010 1.909.606.000.00 16,01 1.603.856.000,00

5.02.04.1.01.0012

5.02.04.1.01.0013

Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

277.844.000,00 70.500.000.00

200.000.000,00

25,37 207.344.000,00

516.302.000.00 38,73 3 16.302.000,00

Eleklronilikasi Transaksi Pemerintah Daerah 800.000.000,00 0 ()0

5.03.5.0.1.0.00. I 9.0000
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

24.48E.068,722,00 4,100.714.78 t,00 16,74 20,387.353.941,00

5.03.01 7.243.665.722.00 2.021.729,269,00 27,91

5.0-1.01.1.01 83.903.800,00 0.00 0,00 83.903.800.00

5.03.01.r.0r.000r Penyusunur Dokumen Perencanaan Pcrangkat Daerah 0,00 34.s50.000.00

5.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RK-A.- SKPD 2l .500.000.00 0,00 2l .500.000,00

27.853.800.00 0,00 27.853.800,00

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan (iaji dan Tunjangan ASN I .608.908.722.00 I .060.069.437.00

598.838.385,00 l

548.n39.285.0065,8tt

5.03.01.1.02

5.03.01.1.02.0001

110

3l 8.804.413.00 28,s4

83.365.889.00

Penagihan Pajak Daerah 305.750.000,00

5.02.04.1 .01 .0014 0,00 800.000.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

5.221.936.453,00

Perencansan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

34.550.000,00 0,00

0,00

5.03.01 . I .01.0006
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPI)
0,00

t.6s8.907.822,00 1.060.069.437,00 63,90



Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi

Keuangan SKPD
49.999.100,00 0,00 0,00 49.999.100,005.03.01.1.02.0003

5.03.01.r.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.312.598.400,00 127.954.000,00 9,74 1.184.644.400,00

134.536.400.005.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0.00 0.00 134.536.400,00

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 205.248.000.00 127.954.000,00 62,34 77.294.000,005.03.01.1.05.0003

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 471.662.000,00 0,00 0,00 47 | .662.000,005.03.01 .l .05.001 0

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan

501.152.000.00 0.00 0,00 501.152.000.005.03.01 .1 .05.001 I

5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.725.708.300.00 803.304.378.00 29,47 1.922.403.922,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor
10.130.100.00 r.353.200.00 13,35 8.776.900,005.03.01.1.06.0001

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.86s.100.00 4.342.000.00 12,82 29.523.100,005.03.01.1.06.0002

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 445.567. r00,00 132.191.000,00 29,66 313.376.100,005.03.01 .1.06.0004

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 414.469.000,00 86.356.900.00 20,83 328. I 12.100,005.03.01 .l .06.0005

627.751 .000,005.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 627.751 .000,00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD r .193.926.000.00 s79.06t.278.00 48,50 614.864.722,005.03.01.1.06.0009

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

t.252.440.700.00 0,00 0.00 1.252.440.700,005.03.0t.1.07

Pengadaan Mebel 263.406.200,00 0,00 0,00 263.406.200.005.03.01 .1.07.0005

s.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 989.034.500.00 0,00 0,00 989.034.500.00
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s.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah t 4,08 158.017.494,00

Penyediaan Jasa Suat Mcnyurat 25.116.000,00 4.000.000.00 15,92 21.116.000,00

5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 158.802.400.00 13,79

5.03.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
26.188.300,00 4.500.548,00 t 7.18 21.687.752,00

5.03.01.r.09_0001
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4.500.548.00 I 7,18

9.623.064.500,00 1.3s2.745.263.00 1,1,05
I

3.489.734.800.00 346.4r0.907,00 9,92

PROGRAM KEPf, GAWAIAN DAERAH 8.270.319.237.00

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan

untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
1.1 57.098.500,00 146.515.971,00 12,66

5.03.02.1 .01 .0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN r.046.828.000,00 182.468.556.00 t7,43 864.359.444,00

5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 497.5s6.200,00 3,50 480.129.820,00

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Pengelolaan Data Kepegawaian

512.718.000,00 0,00 0,00 512.718.000,00

5.03.02.1.01.001I 275.534.100.00 o,oo I o,oo 275.534.100,00

5.03.02.1.02 4.283.89 t.700,00 632.429.432,00 3.651.462.268,00

5.03.02.1 .02.000 1

5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

670.3 12.800.00

I .625.841 .000.00

I .987.737.900.00

8,56

32,15

6 t2.881.199.00

L t03.022.469,00

5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN 52.179.300,00 2,62 1.935.558.600.00

tt2

r83.918.400,00 25.900.906,00

5.03.01.1 .08.0001

21.900.906.00 r36.901.494,00

26.1 88.300,00 21.687.752,00

5.03.02

5.03.02.1.01 3.143.323.893.00

5.03.02.1 .01.0002 l.0t 0.582.529.00

t7.426.380.00

5.03.02.1.01.0010

Mutasi dan Promosi ASN 14,76

Pengclolaan Mutasi ASN 57.431.60 r.00

522.818.53 1.00



s.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN 200.000.000,00 t48.779.757,00 74,38 51.220,243,00

5.03.02.1.03.0012 Sosialisasi dan Pcnyebaran [nformasi Jabatan Fungsional ASN 200.000.000.00 148 .779 .7 57 ,00 74,38 51.220.243,00

s.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur r.649.438.000,00 22s.125.167,00 13,64 1.424.312.833,00

s.03.02.1.04.0001
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Aparatur
154.818.600,00 t44.915.573,00 93,60 9.903.027.00

5.03.02.1.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 134.982.900,00 20.964.794,00 15,53 I14.018.106,00

5.03.02.1 .04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 383.655.000.00 59.244.800,00 15,44 324.410.200.00

5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Timda Jasa bagi Pegawai 391 .451 .E00,00 0.00 0,00 391.45t.800,00

5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN 203.399.700,00 0,00 0,00 203.399.700,00

5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 206.499.900,00 0,00 0,00 206.499.900,00

5.03.02.1.04.0009 Pelayanan Proses lzin Perceraian Pegawai I 74.630.1 00.00 0,00 0,00 174.630.100,00

5,04.02 PROGRAM PENCEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 7.621.338.s00,00 726.240.249,00 o(, 6.895.098.251,00

s.04.02.t.01 Pengem bangan Kompetensi Teknis 3,55t.926.500.00 230.560.300,00 6,,49 3.32 r,366.200,00

5.04.02.1.01.0002

Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan
Dalam Negcri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi
Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan

Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan (Jrusan Pemerintahan
lJmum

s5l .926.500,00 230.560.300,00 4t,77 32t.366.200,00

5.04.02.1.01 .0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,
lnti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan

3.000.000.000.00 0,00 0,00 3.000.000.000,00
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I
Pemerintahan Konkuren. Perangkat Daerah Penunjang. dan IJrusan
Pcmerinlahan Umum

5.0,1.02.1.02
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi

Manajerial dan Fungsional
3.003.535.000,00 495.679.949.00 16.50 2.507.855.05 t,00

5.04.02.1.02.0003
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota
503.815.800,00 l 88.864.128.00 37,48 314.951.672.00

Pelaksanaan Keda Sama Antar Lembaga5.04.02.1.02.0005 4l I .333.000.00 206.559.1 83,00 50,2t 204.773.817,00

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan

Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan

5.04.02. r.02.0007 2.088.386.200,00 100.256.638.00 4,80 I .988. 129.562.00

5.04.02.1.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 1.065.877.000,00 0,00 0,00 1.065.877.000,00

5.04.02.1.03.0001
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau

Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
1.06s.877.000,00 0,00 0,00 I .065.877.000.00

6.0 t .01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

19.357.316.890,00 8.753.019.427,00 45,21

6.01.01.r.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah
386.702.000.00 r53.000.000,00 39.56 233.702.000,00

6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumcn Pcrcncanaan Pcrangkat Daerah 150.000.000,00 150.000.000.00 t00,00 0,00

6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 100.000.000,00 3.000.000.00 3,00 97.000.000,00

6.0t.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 50.000.000,00 0,00 0.00 50.000.000.00

11.4
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6.0 1.0.00.0.00.20.0000 INSPEKTORAT 32.304.316.E90,00 10.684.7 41.627,00 33,07 2 r.6 r 9.575.263,00

10.604.297.463,00



6.01.01.1.01.0006
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
86.702.000.00 0,00 86.702.000,000 00

6.01.01. t.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.538.946.273,00 1.981.051.934,00 78.02 557.894.339.00

6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.288.946.273,00 1.831.051.934,00 79,99 457.894.339.00

6.01 .01.1.02.0005
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD
100.000.000.00 0,00 0,00 100.000.000,00

6.0r.01.1.02.0007
Koordinasi dan Penyusunan l-aporan Keuangan Bulanan/

liiwulanan/Semesteran SKPD
1s0.000.000.00 1s0.000.000.00 100,00 0,00

6.01.01.1.05 Administrrsi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.701.050.000.00 l.200.967.496,00 25,54 3.500.082.504.00

6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 200.000.000,00 121.100.000,00 60,55 78.900.000,00

6.01.01.1.05.0009
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi
2.999.766.000.00 448.97s.967,00 14,96 2.550.790.033,00

6.01.01. t .05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 39,n 608.852.531,00I .000.000.000.00 391.147.469,00

6.01.01. r.05.001I
Bimbingan'feknis Implementasi Peraturan Perundang-

[.lndangan
501 .284.000,00 239.744.060.00 47,82 26t.s39.940,00

6.0 r.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5,972.694.617,00 2.63s.629.s63,00 44,12 3.337.06s.054,00

6.01.0t.1.06.0001
Penyediaan Komponcn Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor
80.3s6.217,00 80.356.2 t7,00 100.00 0,00

6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 342.476.400.00 270.625.900,00 79,02 71.850.500,00

6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 700.000.000,00 490.000.000,00 70,00 210.000.000,00

115

KODE URAIAN
ANGGARAN

SETEI,AH
PERGESERAN

REALISASI SISAANGGARAN KETf, RA NCAN



TIRAI AN
ANCCARAN

SETELAH
PERGESERAN

R I:,A LISASI SISAANCGARAN KETERANGANKODE

Tso.ooo.ooo,oo I szs.z+a.ooo.oo
I

76,69 174.752.000,006.01.01.1.06.0005

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 40,00 60.000.000,006.01.01.1.06.0006

6.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 749.990.000.00 74,99 250.010.000,00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.775.014.000,00 60,59

2.570.452.554,00

r.154.196.000.006.01.01.1.07

207.300.000,00 100.00 0,006.01.01. r.07.0005

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.721 .9 t 0.000,00 l .567.714.000.00 57,59 l .154.196.000.00

6.0r.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.,197.137.566,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

200.000.000.00

199.946.000.00

0,00

l3 s.937.566.00

6.0t.01.1.08.0001

6.01.01.1.08.0002

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.054.088.000.00 33,73 I .361 .200.000,006.01.01.1.08.0004

6.01.01.t.09
Pemeliharaan Barang Milik Drerah P€nunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
324.220.000,00

85,s26.01.0t.1.09.000t 49.730.000,00 42.530.000,00 7.200.000,00

49.950.000.00

275.000.000.00

42.020.000.00

275.000.000,00

6.01.01.1.09.0006 7.930.000.00

0.006.01.01.1.09.0009

6,01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 9.097.000.000.00 18,31 7.130.892.300,00
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Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100.000.000.00 40.000.000,00

l .000.000.000.00

6.01.0t.1.06.0009 2.999.862.000,00 429.409.446,00 14,31

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintsh Daerah

2.929.210.000,00

Pengadaan Mebel 207.300.000.00

6.01.01.1.07.0006

2.454.034.000,00 956.896.434,00 38,99

200.000.000,00

64.008.434,00 32,01

692.888.000,00

374.680.000,00 50.460.000,00 13,46

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnva 15,87

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya
0,00

1.666.107.700.00



Penyelenggaraan Pengawasan Internal 7.650.000.000.00 1.52 r.063.200.00 t9,88 6.128.936.800,006.01.02.1.01

6.0r.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemcrintah Dacrah I .641.000.000.00 283.889.000,00 17,29 1.357.1 I I .000,00

l .640.000.000,006.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 475.538.000,00 28,99 1.164.462.000,00

Reviu Laporan Kinerja 780.000.000,00 435.774.200.00 55,866.01.02.1.01.0003 344.225.800,00

Reviu Laporan Keuangan 1.808.000.000,00 325.862.000,00 18,02 I .482.138.000,006.01 .02. r .01 .0004

6.01.02. r.01.0005 Pengawasan Umum dan 'lbknis Kabupaten/Kota I .000.000.000,00 0,00 0,00 r .000.000.000.00

6.01 .02.1.01.0006 Ke{asama Pengawasan Internal 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00

Moniloring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
541.000.000,00 0,006.01.02.1.01.0007 0.00 541.000.000.00

Penyelenggaraan Pengawasan dengan TUjuan Tertentu 1.447.000.000,00 145.044.500,00 10.026.01.02.1.02 1.301.955.500,00

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 347.000.000,00 0,00 0,00 347.000.000,006.01.02.1.02.0001

6.01 .02.1 .02.0002 Pengawasan dengan'Iujuan Tertentu l .100.000.000,00 145.044.500,00 13,l8 954.955.500,00

6.01.03
PROGRAM PERUM USAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI

3.8s0.000.000,00 265.6 t 4.500,00 6,89 3.584.385.500,00

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan

641.000.000,00 l s6. t s9.500.00 24,36 484.840.500.006.0 t .03. t.0l

Perumusan Kcbijakan Tcknis di Bidang Pengawasan 344.000.000.00 22.560.000.00 6,55 32r.440.000.006.01.03.1.01.0001

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 297.000.000,00 133.599.500.00 14,98 163.400.500,006.01.03.1.01.0002

Pendampingan dan Asistensi 3.209.000.000.006.0t.03.1.02 109.45s.000.00 3,4t 3.099.54s.000,00
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Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 0.00 515.000.000,00

6.01 .03. r .02.0002
Pendampingan, Asistensi, Verifi kasi, dan Penilaian Reformasi

Birokrasi
394.000.000.00 0.00 0.00

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

109.455.000,00 6,08 I .690.545.000.00

6.01 .03. l .02.0004 0,00 0,00 500.000.000,00

8,0 1.0.00.0.00.21.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK I t8.061.076.739,00 7s.370.298.330,00 63,84 42.690.778.409,00

8,01.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAf,RAH PROVINSI

Perenclnlan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

7 .682.914.739,00 -1.382.926.930,00 44.03 4.299.987.809,00

8,00 414.000.000.00

200.000.000.00

250.000.000,00

194.400.000,00

8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.186.105.728,00 1.37 0.678.427 ,00

I .603.533.828.00

582.571.900.00

50,85

0,00 582.s71.900,00

-17.500.000,00

37.500.000.00

57 ,69

57,69

27.500.000.00

27.500.000.00

8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.805.58-i.629.00 46.93

8.01 .0t.1 .02.0001

8.01 .0 t .1 .02.0007

8.01.01.1.0s

8.01.01.1.05.0002

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
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6.01.03.1.02.000t 5 15.000.000,00

394.000.000,00

6.01 .03.1 .02.0003 l .800.000.000.00

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Intcgritas 500.000.000,00

8.01.01.1.01 450.000.000.00 36.000.000.00

8.01 .01.1.01.000t Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.600.000,00 2,trO

8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.400.000.00 12.t6 219.600.000,00

8ts.427.30r,00 37,30

815.427.301,00 788.106.527,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD

0.00

65.000.000.00

65.000.000.00

3.847.161.0r 1.00 2.041.577.382.00



Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 103.728.700.00 45.010.900.00 43,39 58.717.800,008.01.01.1.06.0002

8.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah T'angga 147.305.3I1.00 0,00 0,00 147.305.3 I 1,00

315.000.000,00 199.920.000,008.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 63.46 I 15.080.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 123.366.000,00 123.366.000.00 100,00 0,008.01.01.1.06.0005

8.0t.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 20.790.000,00 20.790.000,00 100.00 0,00

8.0t.01.1.06.0008 Fasilitasi Kun jungan -lamu L568.500.000,00 946.403.000,00 60,33 622.097.000.00

1.568.471.000,008.0r.01.r.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 470.093.729,00 29,97 1.098.377.271,00

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

675.020.000,00 550.000.000.00 81,478.01,01.1.07 125.020.000,00

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 125.020.000,00 0,00 0,00ti.01.01.1.07.0006 r 25.020.000,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya
550.000.000,00 550.000.000,00 100.00 0,008.01.01.1.07.0010

459.628.000,008.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 138.416.000,00 30,1I 321.212.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000.008.01.01.1.08.0001 0,00 0,00 25.000.000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan I-istrik 109.380.000,00 0,00 0,00 109.380.000,008.01.01.1.08.0002

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 325.248.000.00 138.416.000.00 42,55 186.832.000,008.01.01.1.08.0004

8.01.02
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOCI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN

5.500.000.000.00 581.470.000,00 10,57 4.918.530,000,00

5.500.000.000,008.0t.02.1.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
s81.470.000.00 r0,57 4.918.530.000,00
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8.01.02.1.01.0002

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsq Pembauran

Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
200.000.000.00 0 00 0,00 200.000.000,00

8.0t.02.1.01.0003
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan

Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pcmbauran
Kebangsaan, Ilhineka 'l unggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

2.500.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00

8.01.02.1.01.0004
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan

Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran

Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
0,00 0,00 0,00 0,00

8.01.02. r.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila 500.000.000.00 0,00 0,00 500.000.000.00

8.01.02.1.01.0009 Pelaksanaan tugas Paskibraka 800.000.000,00 167.128.000,00 20,89 632.872.000,00

8.01.02.1.01 .0012 Pembentukan Paskibraka I .500.000.000,00 414.342.000,00 27,62 l .08s.658.000,00

8.01.03

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK

70.800,000.000.00 60.744.414.900.00 85,79 t 0.055.585.100,00

8.01.03.1.0t

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dsn Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

70.800.000.000,00 60.744.414.900,00 85,79 10.055.585.100,00
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8.01.03.1.01.0002

Penyusunan Bahan Pcrumusan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan UmumiPemilihan Umum Kepala Daerah. serta

Pemantauan Situasi Politik di Daerah

300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

8.01 .03.1 .01 .0003

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pcndidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum,/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

64.500.000.000.00 60. I 80.829.100,00 93,30 4.319. 170.900.00

8.01.03.1.01.0004

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politilq Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

3.000.000.000,00 I 55.13 7.800,00 5,17 2.844.862.200,00

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di Daerah

3.000.000.000,00 408.448.000.008.01.03.1.01.0005 13,61 2.591 .552.000,00

8.01.04
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

6.700.348.000,00 629.785.900,00 9,39 6.070.562.100,00

8.01.04.1.0r
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelakssnaan

Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

6.700.348.000.00 629.785.900,00 9,39 6.070.562.100,00
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tJ.0l .04.1 .0 t .0002

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

200.000.100.00 16.500.000,00 8,24 183.500.100,00

8.01.04.1.01.0003
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaft aran Ormas,

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

0,00 0,00 0,00 0,00

8.01 .04.1 .01 .0004
Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas,

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan C)rmas dan Ormas Asing di Daerah

6.500.347.900,00 613.285.900,00 9,43 5.887.062.000,00

8.0 t.0s
PROGRAM PEMBINAAN DAN Pf, NGf, MBANGAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

3.567.683.100.00 742.581.200,00 20,81 2.825.10t.900,00

8.01.05.1.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
3.567.683.100,00 742.581.200,00 20,81 2.825.101.900,00

8.01 .05.1 .01 .0002

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kctahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat

Kepercayaan di Daerah

567.683.000.00 66.000.000,00 11,62 501.683.000,00

8.01.05.1.01.0003

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotikq
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

1.000.000.100,00 251.643.200.00 25.16 748.356.900.00

tt.01.05.1.01.000.1

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotik4
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

2.000.000.000,00 424.938.000,00 2t,24 1.575.062.000,00
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8.0t.06
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL
DAII PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

23.810.130.900.00 9.289.119.400.00 39,01 1,1.52 l.0l I.500.00

8.0t.06,1.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
23.810.130.900.00 9.289, I I 9.400.00 39.01 14.521.011.500,00

8.01.06.1.01.0002

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan

Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di Daerah

300.000.900,00 0,00 0,00 300.000.900.00

8.0r.06.1.01.0003

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan

Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

2.999.996.800.00 173.197.800.00 <'t'l 2.826.799.000,00

8.01.06.1.01.0004

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan

Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negarq Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

15.000.000.000.00 9.029.808.000.00 60,19 5.970. 192.000,00

8.0t.06.1.01.0005

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pclaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini. Kerja Sama lntelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan

Antar Negaxa, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di Daerah

4.485.990.200,00 48.880.000,00 l,0tt 4.437.1 10.200,00
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8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi I .024.143.000.00 37.233.600,00 3,63 986.909.400.00

9.02.0.00.0.00.22.0000 MAJELIS RAKYAT PAPUA 129.779.888.276,00 22.101.322.814,00 17,02 t07.678.565.462,00

9.02.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pf,MERINTAHAN
DAERAH PROVINST

25.204.625.176,00 1.732.173.900.00 6,87 23.472,45r.276,00

9,02.01.1.01 t 06.321.500,00 13,80 663.918.700.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah r99.736.000.00 17,68

t 6,3tr

164.42t.700,00

125.430.000,00

71.780.600,00

9.02.01 .l .01 .0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

t 50.000.000,00

71.780.600.00

140.685.200,00 46.437.200.00 33,00

9.02.01.1.01.0005

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

70.000.000.00 0.00 70.000.000.00

l3 8.038.400.00 0,00

1.740,718.776.00 713.696.149.00 41,00 1,027.022.627,00

67t.465.749.00 55,43 539.771 .527 ,00

9.02.01 .1.02.0005 9.832.600,00 6,55 140. t67.400,00

82.250.000.00

Koordinasi dan Penyusunan l,aporan Keuangan l]ulanan/
Iiiwulanan/Scmesteran SKPI)

200.000.000,00 185.352.200.00

9.02.01.1.01.0001

9.02.01.1.01.0003

9,02.0t,1.02

9.02.01 .1.02.0006

t24

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

770.240,200,00

35.314.300,00

24.570.000,00

0,00 0,00

9.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 94.248.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00

9.02.01.1.01.0006 0,00 138.038.400,00

9.02.0t.1.02.0001 I .2lL.237 .276,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

r 50.000.000,00

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 'l'anggapan Pcmeriksaan 100.000.000.00 17.750.000.00 17,75

9.02.01 .1.02.0007 t4.647.800.00 7,32



Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran
79.4n1.500,009.02.01 . I .02.0008 0,00 0,00 79.481.500,00

9.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 194.170.400.00 8.776.000.00 4,5t 18s.394.400.00

9.02.01.1.03.0001
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

SKPD
70.000.000.00 8.776.000.00 12,53 61.224.000,00

Penatausahaan llarang Milik Daerah pada SKPD9.02.0t. t.03.0006 124.170.400,00 0,00 0,00 124.170.400,00

9.02.0t.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.359.336.500,00 7.058.500,00 0,21 3.352.278.000,00

9.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 441.929.000,00 0,00 0,00 441 .929.000,00

9.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegarvaian 218.850.500,00 7.058.500,00 7)) 211.792.000,00

9.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kineda Pegawai 126.455.000.00 0,00 0,00 126.455.000,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan

9.02.01.1.05.001I 2.572.102.000,00 0,00 0,00 2.572.t02.000,00

9.02.01.t.06 Administrasi Umum Perangkat Da€rah 7.599.915,282,00 684.072.864,00 9,00 6.915.842.418,00

9.02.01.1.06.0001
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor
70.000.000,00 0.00 0,00 70.000.000.00

9.02.01 .1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 927.988.282.00 0 1X) 0,00 927.988.282,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga9.02.01 .1.06.0003 94.180.600,00 0,00 0,00 94.1 80.600,00

Penyediaan Bahan [,ogistik Kantor 595.000.000,00 0,00 595.000.000,009.02.01.1.06.0004 0,00

9.02.01 . r.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 142.610.400,00 0.00 0,00 142.610.400,00

9.02.01 .1 .06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 102.600.000.00 0.00 0,00 102.600.000,00
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9.02.01 .1.06.0008 F'asilitasi Kunjungan'Iamu 2.337.000.000,00 0,00 0,00 2.337.000.000,00

9.02.01 .l .06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.330.536.000,00 684.072.864.00 20,53 2.646.463.136,00

4.400.942.900,00 0,00 0,00 4.400.942.900,009.02.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

9.02.01 .1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.270.673.700,00 0,00 0,00 3.270.673.700,00

9.02.0 t .1.07.0005 Pengadaan Mebel 577.885.100,00 0,00 0,00 577.885.100,00

320.336.400.009.02.01 .1 .07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 320.336.400.00 0 00 0,00

232.047.700,00 0,00 232.047.700,009.02.01 .1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00

9.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.427.733.000,00 103.270.197,00 3,01 3.324.462.803,00

9.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.000.000,00 21.082.000,00 42,16 28.918.000,00

9.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 139.653.000,00 32.188.197,00 23,04 107.464.803,00

9.02.01.1 .08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.238.080.000,00 50.000.000,00 1,54 3.188.080.000,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintshan Daerah

3.71r.568.1t8,00 108.978.690,00 2,93 3.602.589,426,009.02.01.1.09

9.02.01.1.09.0001
Penyediaan Jasa Perneliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
184.520.000,00 0,00 0,00 184.520.000,00

9.02.01 .l .09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin l,ainnva 53.910.000,00 0.00 0,00 53.910.000.00

9.02.0t.t.09.(xx)9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

L,ainnya
3.473. 13 8.1 18,00 108.978.690,00 3 I 3 3.364.159.428,00
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9.02.02 19,47 84.206.1t 4. r 86.00
PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA
MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA

104.57S.263.100,00 20.369.148.914.00

9.02.02.3.01 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP 43.962.833.516.00 6.523.883.247.00 14,83 37.438.950.269.00

9.02.02.3.01 .0001 5.000.000.000.00Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan 5.000.000.000,00 0,00 0,00

9.02.02.3.01.0002 22,99 4.620.260.000.00
Penyaluran Aspirasi Pcngaduan Masyarakat Adat, Umat

Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya
6.000.000.000,00 I .379.740.000,00

9.02.02.3.01 .0003 430.934.800,00 7,18 5.569.065.200.00
Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi

dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragamq Kaum
Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya

6.000.000.000,00

9.02.02.3.01.0004 Oricntasi MRP 8.842.943.000,00 3.000.000,00 0,03 8.839.943.000,00

9.02.02.3.01.0005 Penvusunan Peraturan MRP 4.408.332.000,00 0,00 0,00 4.408.332.000,00

9.02.02.3.01 .0007 3.71 I .558.s 16,00Pubtikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP 3.711.558.516,00 0,00 0,00

9.02.02.3.01 .0008 47,t0 5.289.791 .553,00Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP 10.000.000.000,00 4.710.208.447,00

9,02.02.3,02 t 3.845.265.667,00 22,84 46.7 67 ,163.917,00Pelaksanaan Hak dan Kewajiban 60.612.429.584,00

9.02.02.3.02.0001 Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota 22.335.195.684,00 9 .07 I .462 .562,00 40,61 13.263.733.122.00

9.02.02.3.02.0006 12.576.878.500.00Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan 13.646.878.500,00 I .070.000.000,00 7,84

9.02.02.3.02.0007 0,00 2.342.030.400,00
Pelaksanaan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NI(RI dan

Mengabdi kepada Masyarakat Papua
2.342.030.400.00 0 (x)

9.02.02.3.02.0008 0,00 0,00 4.994.849.000.00
Pelaksanaan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD

I 945 serta Peraturan Perundang-Undangan
4.994.849.000,00
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2.750.590.680,009.02.02.3.02.0009
Monitoring Peleslarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Budaya Asli Papua
4.000.000.000,00 1.249.409.320,00 31,23

9.02.02.3.02.00t0 Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama 4.000.000.000,00 1.290.180.170,00 ?, )s 2.709.819.830,00

9.02.02.3.02.00n Monitoring Pemberdayaan Perempuan 4.000.000.000,00 1.164.213.615,00 29,t0 2.83s.786.38s,00

9.02.02.3.02.0012 Pcningkatan Kapasitas MRP 5.293.476.000.00 i) 00 (.) 00 5.293.476.000,00

JUMLAH 4.820.033.558.744,00 807.050.084.073,00 16,74 4.012.983.474.671.00
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2.3 Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Adapun Permasalahan yang terkait dengan kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai

dengan triwulan 11 (dua) 2024. antara lain :

l. Adanya Perubahan alokasi Pendapatan APBD Provinsi Papua'lengah yang perlu direkonsiliasi
Kembali;

2. Terdapat beberapa Program Kegiatan pada Perangkat Daerah yang akan melakukan efisiensi
anggaran;

3. Terdapat kcbijakan Daerah yang belum tcrakomodir dalam RENJA RKPD Murni beberapa
Perangkat Daerah;

4. Masih rendahnya realisasi anggaran pada beberapa perangkat daerah yang terjadi dikarenakan
adanya Program Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena faktor keamanan;

5. 'I'erdapat beberapa Program Kegiatan pada Perangkat Daerah yang perlu disesuaikan kembali
terutama pada sumber dana Otsus.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, sehingga dokumen RKPD perlu dilalcukan
perubahan.
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BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan sa.lah satu bagian penting dalam perubahan

RI(PD Tahun 2024. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui beberapa kapasitas riil
keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pernangunan sampai dengan

akhir tahun 2024.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1 Tingkat Inflasi

Tingkat inllasi di Provinsi Papua Tengah menggunalan hasil perhitungan dari laporan

perekonomian Provinsi Papua yang terlampir pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua

'Iahun 2024. Sebelum panduni memiliki fluktuasi yang cukup terkontrol, dengan nilai kurang

lebih 5%. Adapun terjadi deflasi pada tahun 2021 yang turut dipengaruhi oleh stimulus dan

bantuan COVID-19 oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi lonjakan harga barang. Untuk lebib

jelasnya terkait perkembangan inflasi di Provinsi Papua Tengah. dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. I Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Tahun 2019 -2021

Sumber : Bant lndoiesio lapran Pe@konottidtt Protinsi Popua Novenber 2021 (BPS, 2021, dioleh)

3,1.2 Prospek Perekonomian Provinsi Papua Tengah

Berdasarkan analisis l-acation Quotien (ZQ), Provinsi Papua Tengah memiliki sektor basis

pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib. Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian menjadi seltor basis

di Provinsi Papua Tengah karena memiliki nilai LQ 10,3 serta lapangan usaha adminishasi

pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib memiliki nilaiLQ 1,42 atau lebih besar dari

I (>l). Untuk lebih jelasnya mengenai nilai I.Q lapangan usaha pada Provinsi Papua Tengah

dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tebel 3. 2 Sektor Basis Berdesarkan Nilai LQ Lepangan Usaha Provinsi Papua Tengrh Tahun
2022

Sunber : Hasil Anolisis, 2022

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah sernua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengen uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat

dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan

pembangunan sehingga analisis mcngenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah pcrlu

dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembargunan dan

kesadaran untuk secara efeltif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis

secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan

kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.
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Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah dilalrukan secara utuh dalam

kerangka pengelolaan keuangan daerah meliputi perencaniurn, penganggaran. pelaksanaan,

penatausahaan, pelapomn, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 I'ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah, Kepala Daerah mcnyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahar daerah yang menjadi

kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD disusun dengan mempedomani

Kebijakan Umum Anggaran Pcndapatan Belanja Daerah (KtlA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkaa Rencana Kerja Pemerintal Daerah (RKPD).

Penyusunan APBD tersebut mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh

Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan

dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapalan daerah, belanja daerah,

dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam

penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana

secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahal diikuti dengan pemberian sumber-

sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-

undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. '[erbatasnya

sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengclolaan aset daerah secara

prol'esional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Selain pendanaan melalui AIBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non

APBD) antara lain pendanaan melalui APBN. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

(KPBU)/Public Private Partncnhip (PPP). swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha

melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang semuanya merupalan potensi sumber

penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam Rangka penyelcnggaraan

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. termasuk segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi

perencanaan, pelaksanaan penatausahaan. pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan

keualgan Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang Pemerintahan daerah
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sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah, untuk

melakukan peran yang lebih aktif Dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan

infrastruktur dan Aklifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan Arah kebijakan Keuangan Daerah pada Rencana Kerja '[bhun 2024 Perur,g)<at

Daerah (PD) di Provinsi Papua Tengah ditetapkan berdasarkan mandatory spending untuk

alokasi Pendidikan 20%, Kesehatan l5%, dan Infrastruktur 25yo. Penet:.pau:. ini dilakukan

semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, dengan prograrn kegiatan

pemerataan tingkat pendidikan, peningkatan kualilas kesehatan, dan peningkatan taraf hidup

ekonom i masyarakat.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pcndapatan Daerah menurut Undang^Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak

daerah yang diakui scbagai pcnambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yarg

bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikamya diperoleh melalui mekanisme pajak dan

retribusi alau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau

kewajaxan dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horizontal" dan kewajaran

"vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat

yang mcmpunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sam4 sedangkan

prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampual wajib pajak untuk membayar,

artinya masyarakal yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak

yang tinggi pula. 'fentunya untuk menyeimbangkaa kedua prinsip tersebut pemerintah daerah

dapat melakukan diskriminasi tarif secara ra;ional unnrk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah

yang menambah ekuitas dan4 sebagai hak pemerinah daerah dalam satu tahun alggaran dan

tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapalan daerah dianggarkan dalam APBD

secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh

dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut

daniatau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pendapatan daerah merupakal perkiraan yang tenrkur secara rasional yang dapat dicapai untuk

setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor l2 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari.

l. Pendapatar Asli Daerah;

2. PcndapatanTransfcr;
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3. l,ain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah (A?BD) Provinsi Papua Tengah sebagai

Daerah Otonom Bart1 dari sisi pendapatan hanya bersumber duajenis penerimaan daerah yaitu

Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan

daerah tersebut adalah sebagai berikut :

l. Pendapatan Transfer Provinsi Papua Tengah terdiri dari Pandapatan Transfer Pemerintah

Pusat berupa :

a. Dana Perimbangan;

b. Dana Otonomi Khusus; dan

c. Dana Tarnbahan Infiastruktur.

2. Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan

LainJain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah pada Provinsi Papua Tengah hanya terdiri dari Pendapatan

Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Induk dan Pemerintah Kabupaten Nabire, Mimika.

Puncak Jaya. Puncak. lntan Jay4 Deiyai, Dogiyai dan Paniai.

'I'abel 
-1. -1 Pendapatan Daerah Provinsi Papua'l'engah Tahun 202J

L34

I 2 3 4 .t

{ PENDAPATAN
I)AERAH

.1. t

PENDAPATAN
ASLI
DAERAH
(PAD)

536.032.229.926,00 551.985.619.957,00 15.951.190.031,00

4. t.01 Pajak Daerah 528.45 I .996.209,00 539.687.794.429.00 l.235.798.220.O0

4. 1.02 Retribusi Daerah 2.000.000.00 0,00 (2.000.000,00)

4.1.04
Lain-Lain PAD
Yang Sah

7 .57 8.233 .7 t7 ,00 t2.297 .825 .528.00 4.719.591.811,00

PENDAPATAN
TRANSF'ER

2.704.26r.413.000 2.759.25 t.779.000,00 s.t.990.366.000.00

4.2.01

Pendapalan
Transfet
Pemerintah Pusat

2.704.261 .4 t3 .000.00 2.7 59 .25 I .779.000,00 54.990.166.000.00

4.2.0 t .01
Dana

Perimbangan
1.457.010.0r 5.000.00 1.512.000.381.000,00 54.990.366.000.00

Kode Uraian Apbd 202.1
Rkpd Perubahan

2024
Bertambah/

Berkurang

t.2



I 2 J 1 5

4.2.01.0 r.01
Dana Transfer
Umum-Dana Bagi
Hasil @BH)

79t.999.9 t6.000.00 846.990.282.000,00 54.990.366.000.00

4 .2.0 | .O I .02

Datra Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
(DArr)

499.566.704.000.00 499.566.704.000,00 0,00

4.2.01.0r.03

Dana Transfer
Khusus-Dana
Alokasi Khusus

@AK) Fisik

154.228.879.000.00 154.228.879.000,00 0.00

4.2.01.01.04

Dana Transfer
Khusus-Dana
Alokasi Khusus
(DAK) Non Fisik

| 1.214.5 t6.000.00 I1.214.516.000,00 0,00

4.2.01.03

Dana Otonomi
Khusus Dan Dana

Tambahan
Inftastruktur

I .247.25 l .398.000.00 r.247.25 l .398.000.00 0.00

4.2.01.03.01
Dana Otonomi
Khusus-Provinsi
Papua

578.339.101 .000.00 578.339.101.000.00 0,00

4.2.0r.03.04

Dana Tambahan
Infrastruktur
Dalam Rangka
Otonomi Khusus

Provinsi Papua

668.912.29'.1.000-OO 668.912.297.000,00 0.00

.tJ

LAIN.LAIN
PENDAPATAI\I
DAERAH YAIIG
SAH

1.077.921.923.251.00 869.965.382..t03.00 (207.956.540.848,00)

4.3.0t Pendapatan Hibah | .077 .921 .923 .251-O0 869.965.382.403_00 (207.956.540.848.00)

4.3.01 .05
Sumbangan Pihali
Ketiga/Sejenis

I .077 .921 .923 .251 .00 869.965.382.403.00 (207.956.540.848,00)

I .0'17 .921 .923 .251 ,00 869.965.382.403,00 (207.956.540,848.00)4.3.01.05.0 t
Sumbangan Pihak

Ketiga/Sejenis

4.318.215.566.177,00 4.181.202.781.360.00 (137.0t 2.784.8t7,00).ITiMLAH PENDAPAYAN

Dara diolah BPId4D Papw Tengoh, 2021
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 'l'ahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dasrah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 lentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PendaPatan Daerah terdiri dari.

l. Pendapatan Asli Daerah;

2. PendapatanTransfer;

3. LainJain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam Konteks ini pendapatan yang didapatkaa Provinsi Papua Tengah hanya bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah PAD, Pendapatan Transfer yang didapatkan dari transfer Pusat serta Lainlain

Pendapatan Daerah yang sah yang didapatkan dari Dana Hibah sesuai dengan

. Dikarenakan provinsi Papua lengah merupakan provinsi Daerah Otonomi Baru, maka

belum dapat dilahrkan perhitungan pertumbuhan pendapatan daerah. Pada tabel 3.3 terlihat

bahwa terjadi pemurunan alokasi sebesar Rp. 137.012.784.817 ,- hal ini di karenakan terdapat

selisih pada pendapatan Ilibah dari Sumbangan Pihak Ketiga/lainnya.

3.2.2 A.rah Kebijakan Belanja Daerah

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistimatis terutarna terhadap

kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan

dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama empat

tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanj4 pengeluaran pembiayaan yang

wajib/mengikat dan prioritas utama serta belarja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas

riil keuangan daerah untuk membiayai prograrn &egiatan/sub kegiatan selama empat tahun ke

depan.

Dengan berpedoman pada prinsipprinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui

pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang

direncanakan dengan memperhatikan pr€stasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam

pclaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efekivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro

diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah

secata ma.kro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan ef'ek multiplier yang

lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu. keblakan dalam

pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan.

Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai
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instrument pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus munperhatikan aspek efektifitas,

efisiersi, transparansi dan akuntabi litas.

Belanja harus diaralkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan

memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaraq di mana keluaran dari belanja

dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Kebijakan belanja Provinsi Papua Tengah

tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan

daerah, dilalrukan melalui pengaturan pola pernbelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.

Tabel 3.4 Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Rupiah)

t3t

K0DE T]RAIAN ,A,PBD 202,I
RKPD PERI,JBAIIAN

2024
SELISIH

I 2 J 1 5

r BELAN.IA

5.1 Belanja Operasi 2.,1t12. I 68.966.591,00 2.922.379.325.410,00 ,1,10.210.358.819.00

5.1.01 Belanja Pcgawai 3',t2.436.810.577,00 301.741.458.036.00 (70.695.412.541.00)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.746.645.088.021,00 2.032.378.866.881.00 285.733.778.860.00

5.1.04 Belanja Subsidi 0,00 28.524.787.410.00 28.524.',l87 .4t0.00

5.1.05 Belanja Hibah 228.851.007.842.00 4t2.906.233.ss0.00 184.055.225.708.00

5.1 .06 Belanja Bantuan Sosial 134.236.000.t51.00 t46.827 .979.533.00 12.591.979.382.00

5.2 BELANJA MODAI, 1.802.152.737.224,00 l.3q).958.491.937,00 (4fl .19,r.2,r5.287,00)

5.2.0t Belanja Modal Tanah 27.904.317.000,00 68.063. 129.600,00 40. 158.812.600.00

5.2.02
Belanja Modal Peralatan

dan Mesin
169.889.103.154.00 22t.523.06't .054.00 51.633.957.900.00

5.2.03
Belanja Modal Gedung
dan Bangunan

906.342.896.054,00 360.804.636.433.00 (545.538.259.621.00)

5.2.01
Belania Modal Jalan,

Jaringan, dan Iriga-si
693.419.42t.016,00 735.410.69.850.00 4t .99t .243.834,00

5.2.05
Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya

950.000.000.00 950.000.000,00 0.00

5.2.06
Belanja Modal Aset
Lainnya

3.647.000.000.00 4.207.000.000.00

BELAN.IA TIDAK
TERDUGA

r s3.2 n.401.623,00 r00.9r {.s92.7{4.61 (52.296.808.878,39)

5.3.01 Belanja Tidak Terduga I53.21 1.401.623,00 100.9t4.592.744,61 (52.296.808.878,3e)

560.000.000.00

5.3



KoDE TJRAIAN APBD 202{
RI(PD PERUBAHAI!

2024
SELISIH

I 2 J 4 5

5..1 I}EI,AN.IA TRANSFE,R 382.s00.4s3.306.00 382.500.{5-1.305,00 (1,00)

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 322.500.4s3.306.00 322.500.453.305,00 (1.00)

5.4.02
Belanja Bantuan
Keuangan

60.000.000.000.00 60.000_000_000.00 0.00

4.820.033.558.7,1{.00 '1.796.752.86-1.396.61 (23.280.695.3{7,39)

Dotu diolah BPKAD Popn Tengah, 2024

Berdasarkan data table diatsa terlihat terjadi pengurangan Belanja Daerah Sebesar Rp.

23.280.695.347 ,39.- hal ini karenakan terjadi Efisiensi Belanja Pada beberapa Perangkat Daerah.

Terlihat juga kenaikan uyang signifikan terhadap belanja Barang dan jasa sebesar Rp.

285.733.778.860,- hal ini dikarenakan terdapat sub kegiatan yang akan dianggarkan Konbali

yang bersumber dari sumber dana Silpa Otsus, Dau, dan DAK.

Penyusunan anggaran belanja tahun 2024 berpedoman pada Permendagri Nomor 15 Tahun

2023 ternang Pedoman Penyrsunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggarfi 2024, yang

tenlunya didasarkan pada beberapa hal yaitu: (l) Sinkonisasi kebijakan Pemerintah Daerah

dengan kebijakan Pemerintah; (2) Prinsip penyusunan APBD; (3) Kebijakan penyusunan APBDi

(4) Teknis penpsunan APBD; dan (5) tlal khusus lainnya-

RKP Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam

penlusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah

dalam menyusun Rencana Kerja Pernerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Perubahan RKPD

digunakan sebagai pedoman dalam proses pen),usunan mncangan peraturan daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2024.

3,2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam pembiayaan daerah tahun 2024

diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal

APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk

menutup defisit tersebut (pernbiayaan penerimaan). Apabila APBD mengalami selisih lebih,

maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada item-item

pernbiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.
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Tabel 3.5 Estimasi Pembiayaan Belanja l)aerah Provinsi Papua Tengah Tahun 202,1 (Rupiah)

139

I 2 3 4 5

6.1
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

50t.8r 7.992.567,00 6 r 5.550.082.036,61 I13.732.089.469,61

6.1.01

Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun

Sebelumnya

s01.8 r 7.992.567,00 615.550.082.036.61 t13.732.089.469.61

6.1 .02
Pencairan Dana
Cadangan

0,00 0.00 0.00

6.1.03

Hasil Penjualan
Kekayaan
Daerah yang

Dipisahkan

0.00 0,00 0.00

6.1.04.
Penerimaan
Pinjaman
Daerah

0.00 0.00 0.00

6.1.05.

Penerimaan
Kembali
Pemberian
Pinjaman
Daerah

0.00 0.00 0.00

6.1.06

Penerimaan

Pembiayaan

Lainnya Sesuai

dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang-
Undangan

0,00 0.00 0,00

JUMLAH
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

501.817.992.567,00 6 I 5.s50.082.036.6 r I13.732.089.{69,61

6.2.
Pengeluaran
Pembiayaan

0.00

6.2.0t.
Pembentukan
Dana Cadangan

0,00 0.00 0,00

6.2.02.
Penyertaan

Modal Daerah
0.00 0,00 0.00

KODE URAIAN APBT' 202{
RKPD

PERT]BAHAN
2024

SELISIH



I ) J 4 5

6.2.03.

Pembayaran

Cicilan Pokok
Utang yang

Jatuh Tempo

0.00 0.00 0.00

6.2.04.
Pemberian
Pinjaman
Daerah

0,00 0.00 0,00

6.2.05.

Pengeluaran
Pembiayaan
Lainnya Sesuai

dengan

Ketentuan
Peraturan
Perundang-
Undangan

0.00 0.00 0,00

Jumlah
Pengeluaran
pembiayaan

0,00 0,00 0,00

Pembieyaan
Neto

501.817.992.567,00 6t 5.550.082.036.61 I t3.732.0E9.{69.61

3.2.4

Surnber Dato : Data diolah BPKAD Pdpua Tengah 2021

Pada Tabel Pembiayaan terdapal Penerimaan Pembiayaan Provinsi Papua Tengah pada

tahun 2024 yangbersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa)

seb€sar Rp. 615.550.082.036,61 yang bersumber dari Sumber dana Silpa Otsus, Dau, DAK

DBH, dan Pendapatan Hibah.

Kebijakan Belanja Daerah yang Bersumber Pads Dana Otonomi Khusus

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 21 I'ahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi dasar untuk

percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta

kesinarnbungan dan keberlanjutan pembangulan di wilayah Papua. Untuk itu, dukungan

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Tengah perlu dikelola secara aluntabel, efisien, efektit

Eansparan, dan tepat sasara& serta dialokasikan untuk melakukan penguatan penataan daerah

provinsi di wilayah Papua Tengah sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi

masyarakat.

740

KOI)E t]RAIAN API}D 202{
RKPD

PERUBAHAN
2024

SF-I,ISIII



Rumusan maleri muatan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dibangun dengan

konstruksi yang bersumber dari dua dasar hukum, yaitu:

l. truD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan

2. Kristalisasi penggalian aspirasi masyarakat di Provinsi Papua yang menjadi karakter

kekhususan dan kebutuhan prioritas bagi masyarakat Papua

Adapun kebijakan Otsus menurut UU Nomor 2l Tahun 2001 mengamanatkan tiga pilar

penting sebagai penyelenggara pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu :

l. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP):

2. Pemerintah daerah (Gubernur beserta perangkat daerah); dan

3. Majelis Rakyat Papua (MRP).

Dua (2) Formulasi Kebijakan Sebagaimana diatur dalarn tru Nomor 2 Tahun 2021 pasal 34 ayat

(3) huruf e dan f, yaitu :

L Dana Otsus B/ock Grant (seterra l% dari DAU Nasional) yang digunakan untuk:

o Pembangunan, pemeliharaan sarana dal prasarana pelaksanaan pelayanan publik;

. Peningkatan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), penguatan kelembagaan adat;

o Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengar ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Dana Otsus Specifc Grant (sewa 1,25% dsfl DAU Nasional) digunakan untuk:

. Belanja pendidikan paling sedikit 30%;

. Belanja kesehatan paling sedikit 20%; dan

o Belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Dana Tambahan Insfrastruklur Papua Tengah ditujukan untuk :

. Pendanaan pembangunan infiastruktur Perhubungan;

o Insfrastruktur energi listrik;

o Insfrastnrkur air bersih;

o Insftastrukturtelekomunikasi; dan

o Insfrastruktur Sanitasi lingkungan-

Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelcmbagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi

Khusus Provinsi Papua, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021

Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan

Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua l'engah sebagai wujud keseriusan

pemerintah dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua.

L4t



Tabel 3.6 Alokssi Belanja Daerah yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
Tengah Tahun 2024

L42

I -t J

A Total Dana Otsus r.2t7.251.398.000 r .480.289.165. r92 233 .037 .7 67 .192

I Provinsi 1.247.251.398.000 t .480.289.165.192 233.037.767.192

B
OTSUS Penerimaan
Umum (l06) 25{.561r.65 r.000

300.{93.731.062
{5.925.0E0.062

I I)inas Pendidikan
29.000.000.000

53.454.359.914 24.454.359.914

2

Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

36.828.583.s84 38.828.583.584 2.000.000.000

l Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

23.500.000.000 23.500.000.000

4

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan,
Penanggulangn Bencana
dan Satuan Pilisi Pamong
Praja

5.000.000.000 5.000.000.000

)

Dinas Sosial,
Pemberdayaan

Pcrempuan dan

Perlindungan Anak

8.750.000.000 9.s69.168.090 819.368.090

6

Dinas Tenaga Kerj4
Transm igrasi dan Energi
dan Sumber Daya
Mineral

20.2s0.000.000 20.250.000.000

7
Dinas Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatrn Sipil.

8_000.000.000 8.607.542.500 607.542.500

No flraian Alokasi 202{ Peruhahan 202{ Selisih



I 2 J -t

Pem berdayaan

Mzsyarakat dzm

Kampung

1l

Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata 15.000.000.000

16.16t.26t.422 t.t6t.26t.422

t)
Seketariat Daerah 5.13 t.025.528 5. 131.025.528

l0

Badan Perencanaan

Pembangunaq Riset dan
Inovasi Daerah 5.000_000.000 7.303.811.392 2.303.8n.392

ll Inspeldorat 1.000.000.000 1.000.000.000

t2
Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

20.000.000.000 20.505.650.000 505.650.000

l3

Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan

Perdagangan

1.203.000.000 1.203.000.000

l4 Sekretariat MRP 82.240.067.416 89 .979 .128 .632 7.739.061.216

C
OTSUS Berbasis
Kinerja (1,25 7.) -123.770.450.000

366.3{5.561.852
{2.575.111.852

I
Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan 97.131.135.000
103.869.630.513 6.738.495.5 r 3

2

Dinas Kesehatan.

Pengendal ian Penduduk
dan Keluarga Berencana

64.754.090.000
93.838.727.149 29.084.637.149

3

Dinas Sosial,
Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

30.632.356.15 l 32.657.215.451 2.024.859.100

4
Dinas Tenaga Kerja,
'tiansmigrasi dan Energi

't9.562.644.000 21.506.583.315 l .943.939.1 l5
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I -i 5

dan Sumber Daya
Mineral

5

Dinns Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah.
Perindustrian, dan

Perdagangan

35.000.000.000 35.265.656.000 265.656.000

7
Dinas Pangan, Perlanian,
Kelautan dan Perikanan

'7 6.690.224.849
76.898.909.649 208.684.800

8
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata

2.308.839.77 5 2.308.839.775

D

Dana Tambahan
Itrsfrastruktur 668.912.297.000

8ti.119.872.278
144.537 .575_2'18

1

Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

451.512.297 .000 57 t .470.t24.102
119.957 .827 .r02

2

Dinas Tenaga Kerj4
Transm igrasi dan Energi
dan Sumber Daya
Mineral

80.000.000.000
86.722.361.t80

6.722.361.180

3

Dinas Komunikasi,
lnformatika, Statistik dan
Persandian 50.000.000.000 50.000.000.000

,t Dinas Perhubungan 50.000.000.000
66.436.629.396

16.436.629.396

l

Dinas Pertanahan.

Lingkungan Hidup dan

Kehutanan
37.400.000.000 38.820.757.600

t.420.757.600

Sro,bef Dota : Dda diollrh Bapperida Ptur Papuo Tengah 2021

Pada Pengalokasi Pagu Perubahan Osus tahun 2024 terjadi kenaikan pada masing-masing
Sumber dana yaitu pada Alokasi Osus Block Grand mengalami kenaikan sebesar Rp.
45.925.080.062 hal ini dikarenakan terdapat silpa Otsus l% pada beberapa dinzLs. Alokasi Otsus

Specifik Grand juga Mengalami Kenaikan Sebesar Rp. 42-575. t I 1.852 terdapal silpa otsus pada
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beberapa dinas dan dianggrkan Kernbali untuk pembiayaan kegiatan yang menjawab arahan

sesuai Urusal Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, sedangkan

untuk sumber Dana Tambahan Infrastruktur mengalami kenaikan Sumber dana Sebesar Rp.
144.537.575.278 yang bersumber dari Silpa 2023 juga
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyrusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tzhrn 2024 dirumuskan

dalam rangka untuk mencapai target Tujuan, Sasaran dan Isu Strategis Provinsi Papua Tengah

sebagaimana yang dituangkan dalam RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026. Pri,ofilas

pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di

lingkungan Pemerintah Provinsi PapuaI'engah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2024.

Adapun Daerah Otonomi Baru @OB) Provinsi Papua Tengah perlu menetapkan sasaral prioritas sesuai

kebutuhan perencanaan dalam lingkup DOB, meskipun perlu letap mempertimbangkan Dokumen

RPJPD Tahun 2005-2024 Provinsi Papua sebagai provinsi induk dan RPD Provinsi Papua Tengah Tahun

2024-2026.

RKPD Provinsi Papua Tengah merupakan bagian tahapan RPD Provinsi Papua Tengah Tahun

?024-2026 dan RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 - 2045. dengan tujuaa untuk memperkuat

Papua Tengah yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik sudah terbentuk dan tertanam

di dalam setiap individu orang asli Papua- Meskipun sudah berdiri sebagai daerah otonom yang berbeda"

namun arahan provinsi induk dapat dipertimbangkan untuk merumuskan lujuan dan sasaran

pembangunan bila mernilikikesamaan muatan dengan upaya penyelenggaraan urusan di Provinsi Papua

Tengah. Pada dasamya prioritas pembmrgunan daerah dimaksudkan untuk menjaga percepatan

pencapaian prioritas dan sasaran pembangunal nasional sebagaimana yang dimuat dalam RKP Tahun

2024.

4-l Tuj uan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu yang ditentukan, sedangkan sasaran merupakan gambaran terhadap pencapaian tujuan.

Rumusan terhadap tujuan dan sasaran Daerah telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan

Daerah (RPD) 'fahun 2024-2026 dimana dokumen tersebut merupakan dokumen transisi, yang

menjadi acuan dalam penyusunan dokumen tahunan Provinsi Papua Tengah. Pencapaian tujuan

dan sasaran pembangunan daerah harus sejalan dengan memperhatikan Arah Kebijzkan Tahunan

atau Tema Pembangunan Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yaitu "Pemenuhan Infrestruktur

Dasar dan Pemerintahan serts Penguatan Aspek Daya Saing Perekonomian Khusus OAP".

Berkenaan dengan perwujudan tema pembangunan Provinsi Papua 'lengah maka telah

menghasilkan dan menetapkan 5 (lima) Tujuan dan 14 (empat belas) Sasaran Pembangunan

Provinsi Papua Ten gah Periode 2024-2026, dengan penjelasan sebagai berikut.

r46



1. 'l'l Mewujudkan Kemandirian Sosial dan Kualitas Hidup Masyarakat :

> S I Meningkatnya aksesibilitas pendidikan untuk seluruh jenjang masyarakat;

! 52 Meningkatnya kualitas dan harapan hidup masyarakat;

> 53 Meningkatnya kesataraan ekonomi masyarakat;

i 54 Tumbuhnya ekonomi wilayah dari sektor lapangan usaha non-tambang.

2. T2 Mewujudkan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur:

P 55 Terbangunnya infrastrukhf layanan dasar wilayah yang berkualitas;

> 56 Meningkahya cakupan jaringan listrik;

) S7 Meningkatnya mobilitas penduduk melalui moda transporlasi darat.

3. 1'3 Mewujudkar Pertumbuhan dan Kemandirian Ekonomi :

! S8 Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Perekonomian;

> 39 Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

4- T4 Mewujudkan aktivitas kehidupan yang arnan, tenteram dan berkeadilan :

! Sl0 Menurunnya konllik antar kelompok;

D S l1 Meningkafiya kapasitas kelembagaan penegak hukum.

5. 'I 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik :

F S l2 Meningkatnya efektivitas penyelenggafiurn otonomi khususl

D S 13 Meningkahya akuntabilitas kinerja dan keuangan;

D S 14 Meningkatnya kuatitas pelayanan publik.

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM Papua Tengah sudah menjadi prioritas dan tetap

akan menjadi prioritas utarna dalam pembangunan periode 2024, dengn fokus pada bidang

pendidikan. kesehata[ kependuduka4 pernberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta

pengembangan llmu pengetahuan dan Teknologi. Provinsi Papua Tengah perlu memiliki fokus

pcmbzmgunan untuk meningkarkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, untuk menjamin

SDM menerima layanan yang prima.

Sebagai upaya mencapai tujuaa dan sasaran pembangunan di Provinsi Papua Tengah, maka

dapat dirumuskan tujuan, sasaran, program, indikator serta target kinerja pembangunan sebagai

upaya pembangunan Provinsi Papua Tengah seperti pada Error! Reference source not found. :

Tabel 4. I Tujuan, Sasaran, Program, Indikator dan Target Kinerja RPD Papua
Tengah pada Tahun 2024
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Kode Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Satuan
2024

(Target)

TI Mewujudkan Kemandirian
Sosial dan Kualitas Hidup
Masyarakat

lndeks Pembangunan
Manusia 56.5



16,40
SI Meningkatnya aksesi bilitas

pendidikan untuk seluruh
jenjang masyarakat

Angka Partisipasi Sekolah o/o

S2 Meningkatnya kualitas dan
harapan hidup masyarakat

Angka Harapan Hidup tahun
66

S3 Meningkatnya kesataraan
ekonomi masyarakat

Rasio cakupan layanan
pendidikan Yo 69

LPE non-tambang % l5S1 Tumbuhnya ekonomi wilayah
dari sektor lapangan usaha non-
tambang

Tingkat Pengangguran
Terbuka

o/o J.JJ

Persentase rumah layak huri o/o 27,60
Persentase layanan air bersih o/o 40

S5 Terbangunnya infrastruktur
layanan dasar wilayah yang
berkualitas Persentase cakupan layanan

sanitasi

o/o

35

S6 Meningkatnya cakupan jaringan
listrik

Rasio elektrifikasi o
25

S7 Meningkatnya mobilitas
penduduk melalui moda
transportas i darat

Cakupan jaringan
telekomunikasi

Yo 35

Angka Kemiskinan o/o 23,83

Tingkat Pengangguran
Terbuka

o/o

3,33

S8 Meningkatnya Kinerja dan
Kualitas Perekonomian

Gini Ratio Persen 0,40
Produksi Jagung Ton/F{a 2.300
Produksi l,rbi Ton/Ha 1.000
Produksi Padi Ton{Ha 8.500
Kontribusi Sektor Pertanian
Terhadap PDRB

o/o

10,40

S9 Meningkatnya ketersediaan,
keterj angkauan dan
pemanfaatan pangan

Nilai Tukar Petani Indeks 0,32

sr0 Menurunnya konfl ik antar
kelompok

Tingkat kriminal itas, Rasio
tindak kriminal yang
tertangani

Rasio
12,5

sll Meningkatnya kapasitas
kelembagaan penegak hukum

Rasio jumlah linmas, Pol PP, Persen
12,5

sl2 Meningkatnya efektivitas
penyelenggaraan otonomi
khusus

Capaian realisasi kinerja dan
anggaran program otsus yang
direncanakan

Persen
100

Meningkatnya akuntabi litas Nilai SAKIP B B
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T2 Mewujudkan Pengembangan
Wilayah dan Infrastruktur

Rasio konektivitas antar
kabupaten

T3 Mewujudkan Pertumbuhan
dan Kemandirian Ekonomi

T{ Mewujudkan aktivitas
kehidupan yang aman,
t€nteram dan berkeadilan

Persentase penurunan
jumlah gangguan
ketenteraman dan
ketertiban umum

T5 Mewujudkan Tat. Kelola
Pemerintahan Yans Baik

Indeks Reformasi Birokrasi Persen



sl3 a dan ke

Sumber : RID Pavinsi Papua Tengah 2024-2026

Perumusan Tujuan, Sasaran, Program, Indikator dan Target Kinerja mengacu pada hasil

rumusan RPD Papua Tengah 'l'ahun 2024. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan pembangunan

di Provinsi Papua Tengah dengan Dokrendajangka menengah, sehingga penyelenggaraan urusan

tetap dilakukan dalam koridor yang sama.

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Tema pembangunan tahunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Daerah

(RPD). Dalam hal ini, tema pembangunan daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 disusun

dengan berpedoman kepada kebijakan nasional yang tertuang dalarn RKP 2024, juga dengan

intemalisasi aspek-aspek perencan&n pembangunan dacrah lainnya seperti Otonomi Khusus

Papua dan dokumen Rencana Induk Percepalan Pembangunan Papua dan Papua Barat (RIPPP)

yang merupakan zunanat PP Nomor I 07 Talun 202 1 . Adapun tema RKPD Provinsi Papua Tengah

adalah : "Pemenuhan Infrastruktur I)asar dan Pemerintshstr serta Penguatan Aspek Daya

Saing Perekonomian Khusus OAP". Yang merupakan aksclerasi atau perpaduan arah kebijakan

tahunan antara Ranwal RPJPD dan RPD Provinsi Papua'l'engah.

4.2.1 Penyelarasan dengan Ranwal RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2fi)5 - 2024

Sebagai bagian dari dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RIPD) (RKPD Provinsi

Papua Tengah Tahun 2024 perlu mempertimbangkan arahan pada RPJPD Provinsi Papua Tengah.

Penyelarzsan yang dilakukan mempertimbangkan visi, misi, dan prioritas pembangunan tahap I
(l tun 2024 - 2029) yang memiliki lokus di dalam Provinsi Papua Tengah. Adapun visi, misi,

dan prioritas pembangunan yang lertuang dalam RPJPD Provinsi Papua Tengah adalah sebagai

berikut.

Visi RPJP: "Terwujudnya Papua Tengah yang Adil, Berdaya Saing, Maju dan

Berkelanjutrn'

Misi RPJP:

l. Meuujudkan Transtbrmasi Sosial dengan Memantapkan Kualitas dan Daya Saing Sumber

Daya Manusia;

2. Mewujudkan Trasnformasi [ikonomi dengan Pemberdayaan Ekonomi Lokal;

3. Mewujudkan Transformasi tata Kelola dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

4. Memantapkan Keamanan, Ketentrarnan dan Ketertiban urnum serta stabilitas daerah

1-49

Opini BPK WTP

sl4 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik lndeks kepuasan masyarakat Baik Baik
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5. Memantapkan Ketahanan sosial budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan

6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang adil dan merata dengan MeningJra&an

Aksesibilitas Infrastuktur Wilayah

7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Terutama

Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan. Teduar dan Tertentu.

8. MewujudkanKesinambunganPembangunandaerah

Pada periode pembangunan 'l'ahap I. visi pembangunan Papua'tengah yaitu Pemenuhan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Responsif, Efektif, dan Efisien serta peningkatan

Akses Pelayanan Dasar bagi Masyarakat. Tahapan ini menjadi landasan Provinsi Papua Tengah

dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai Daerah Otonomi Baru @OB) yang perlu

melakukan pemenuhan pada setiap Aspek Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada tahap I ini, Provinsi Papua Tengah diharapkan untuk dapal mencapai tingkat

kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta kemapaman ekonomi lokal y:urg berdaya saing, serta

dari sisi infrastruktur Provinsi Papua Tengah perlu menyiapkan Intastruktur Pemerintahan dan

Infiastruktur dasar yang memadai dalam rangka Pemenuhan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Selain itq Provinsi Papua Tengah juga diarahkan untuk menangani penurunan prcsenuse

penduduk miskin dan ketimpangan pendapatar yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas, ketersediaan dan kemapaman pranata hukum yang didukung oleh kehhanan dan

keamanan. serta sikap hidup toleran. Efisiensi dan efektifitas pembangunan dapal terus diukur

melalui ketersediaan dan pemanlaatan sumber daya yang ada temrasuk sumber daya alam dan

iungsi lingkungan yang menjarnin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

4.2,2 Penyelarasan dengan RPD Provinsi Papua Tengah Tahlo 2024 - 2026

Fokus pembangunan Provinsi Papua Tengah di tahun pertama RPD (Tahun 2024) adalah

"Percepatan Pembangunan Infrastuktur Dasar, dan Penguatan Aspek Daya Saing Khusus

OAP".

Adapun Isu s$ategis Pembangunan Provinsi Papua Tengah sesuai RPD Provinsi Papua

Tengah 2024-2026 yang harus diperhatikan dalam perumusan RKPD yaitu :

l. Pembangunan lnfrastrukturPemerintahan;
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Daya Saing Wilayah;
4. Keamanan Wilayah; dan

5. KonektivitasWilayah.

Adapun arah pembargunan Provinsi Papua Tengah sesuai dengan Dokumen RPD pedu

mengikuti arahan pembangunan dan pemrioritasan progftrm dalam RPJMD Provinsi Papua

'Iengah Tahun 2019 - 2023. Melalui skoring program prioritas (skor I - skor 3), dapat diketahui
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beberapa program yang menjadi fokus pernbangunan di Provinsi Papua Tengah. Hasil identifikasi

program prioritas di dokumen RPD Provinsi Papua Tengah dapat dtangkum.

Sebagai provinsi daerah otonom baru, Provinsi Papua Tengah dapat fokus pada program

prioritas dengan skor 2 hingga skor 3 sebagai upaya persiapan penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah provinsi. Urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan menjadi

prioritas utama pada talrun 2023, dengan progrzrm perencana:m tata ruang dan program

pengendalian dan pemanfaatan ruang sebagai dua program prioritas tertinggi. Hal ini selaras

dengan kebutuhan pembangunan di Provinsi Papua 1'engah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB)

yang memiliki urgensi tinggi untuk menyusun dokumen perencanaan daerah dan dokumen

rencana tata ruang daerah.

Pada prioritas sedang (skor 2), fokus penyelenggaranan urusan adalah pada fungsi

penunjang, selaras dengan kebutuhan persiapan penyelenggaraan urusan di Provinsi Papua

Tengah. Adapun urusan penunjang yang menjadi prioritas sedang adalah:

l. IJrusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan;

2. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian;

3. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan;

4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan;

5. Urusan Pemerinlahan Fungsi Penunjang Pengawasan;

6. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengernbangan;

Sementara itu, urusan wajib yang menjadi prioritas adalah :

l. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenlraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan

Masyarakat;

2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum daa Penataaa Ruang;

3. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup;

4. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan;

5. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa;

6- Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
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Tabel 4. 2 Program Prioritas di Kawasan Adar Meepago (Papua Tengah) tlalam RP.IMD Provinsi Pepua Tahun 2019 - 2023

2 3 I

Meningkalkan keamaian,
katentraman dan ketertiban
yang berbasis pada kohesivitas
sosial dan hamonisasi
keberagaman poteosi

kehidupan masyarakat Papua

S9 Meringkahya keharmonisan dan

kohesifitas masyaralat
Memperkuat peran lembaga adat dan lembaga keagahaan dalafi
kemitraan pemerintahan dsn pembangunan

Prcglam Pengernbangan

Wawasan Kebangsaan

s Meningkatnya kebebas8n sipil, hat-hak
politik dan lembaga demokrasi

Menciptakan dan melembagakan komunikasi plitik sehingga

kepentinSan OranS Asli Papus dapat diartikulasikan dan diag.egasikan
dalam pembuataly'pengambilar kcputu3an publik

Progrsm Pehdidikan Politik
Masyalakat

Memperkual peran lembaga adar dan lembaga keagamaan dalam
kemitraad pemerinlahan dan pembangunan

Program Pasilitasi Oryanisasi
Kemasyarakatan

Mcningkarkan Tata Kelola
Kcpcmerint8har yang bersit\
ef.ktif, demokrads dan

terpercayq dalam
penyelengga,aal pemerintahan
dae.ah

sl2 Meningkamya kinerja Penycleoggsraan

Otonomi Khusus Papua
Melahrkan perbaikan kebijatan pembagian daru Otsus ke KabupsteD/
kots uotuk mengurangi kesenjsngan d8n rnemberi inscntifjesa
lingkungan.

Pl%ram perencsnaa,
pembangunan daerah

Barrtuan pembiayaan infrastruktu. bagi kabupater, kots yanS

diprioritaskan pada peningkalan koneklivilas dalam rangka
pengembadgan ranlai nilai hulu-hilir komodili unggulan

Prcglam Pembinarn darl

Fasilirasi Pengelolarn
Keuanga, Kabupaten/Kota

Mengoptimalkan sinerSi antaIa pemerinlah provinsi dan kabupaten&ota
se(a peral Gubemur sebagai wakil Peme.intahan Pusat di Dacrah

hograrn Peningkatan
Penyelefl ggaraan Otonomi
Daerah

Program Penguatan Kapasitas

Kelembagaan
Menata sttuktur oEanisasi agar makin efisien dan efektifdalam
menjalankal fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan
pencgalan aturan

Penyiapan Teknologi
lnformasi dan Komunikasi

Mernperbaiki prosedur kerja dan pemanfaat8n teknologi unnrk
peningkatan kecepotsn dan keakuralan layarun
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3

st4 Meningkatnya kualitas percnoanqarL

p€nganggafarl dan pcngendalisn
prograrL se a kegiatan pembaryuna.n

daerah

Memperkuat integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan

tata gul:a lahs& kewilayahar serta sektor sehingga priorit s
pembadgmal dapat terarah teruku! dengan jelas, dan tidak melampaui
daya dukung dan daya tahpung lingkungan

Prograrn Perencanaan
Pembangun n Daerd

Peningkalan pembiayaan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam
pemenulun infrastsuktur

Program Kerjssarna
Pembangunan

Bantuan pembiayasn infrastruktur bagi kabupater/ kota yang
diprioritaskan pada peningkatao konekrivitas dalam rangka
pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan

Prograh Kerjasama Anlar
Pemerinla.h Daerah

sr5 Merfngkahya sistem akuntabilitas dan
pengawEsaa dalarn pengelolaan keuangan

dan kinerja daerah

Meningka*an &anspsransi dao alultsbilitas pelayanan pemerintahan
melalui penga*asn kinerja dan pemberart&lan korupsi yang tegas

Pro$an Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Ksbupaten^ota

sr8 Meningkalnya kualitas hidr.p dan aksi

mitigasi perubahan iklim
Meningkarkan pencegahan penoemalatr drn Frusstatl lingkurBan serla

mcngedeporkai pcmbangutun bcrwawasan linglugaa yaag
berkelatrjutar

Program Pengendalian

Pcncemaran dan Perusaka.n

Lingkungan Hidup Bukan
Pelayanan Dssar l,ingkurgan
I{idup

Revitalisasi pembangunan rEndal karbon P.ograJD Mitigasi dan

Ad.ptasi Dampal Perubahan

Iklim

Konse asi sungai dan danau Pmgratn Pengendalian

Pencemarao dan Petusakan

Lingkunger Hidup

Mewujudkan Percepatan
pembangunan sarana dan
prssarana infrastruktur da€rah
guna menopsng perkembangsn
wilayah dan peftumbuhan
ekonomi dae.ah

s24 Peoingkalan akses trsnsportasi berbasis

antar moda dalam mendukung
penSembangan ekonomi wilayah,ldaeral
dan akses bagi seluruh wilaya

Peningkalan akscs taansportasi altar moda dalam mendukung
pengemba.ngan ekonomi wilayalVdaerah dan akses bagi seluruh
masyarakat di wilayah Papua

Progarn Pembanguflan

Prasanna dan !-as il itas

Perhubungan
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Pengelolaan banjir dan abrasi pantai Program Pcngcndalian Banjir

Program Pelayanan Air BetsihKetcrs€dia8n air bemilL sistsm sani&si, peflgelolaan persampahan, dan

8ir limbah

Program Peocegahan Dini dan

Penanggulang,an Korban
BeDcana Alarn

sl4 MeflingkatiyB k6p6sitas ket ngguhan
daerah dalam menghadapi bencana
mclalui uprya pencagahan dan
kesiapsiagasl bencana

Peningkatan kaprsitss SDM dan saEna prassrans l,en8nggulansan
benca.na di tingkal provinsi dan kabupaten/kota

s35 Mengurangi kesenjangan gender dengan meningkattao kebijakaa
pemihs.kan kepada perernpuan drn penganrsutamaar gender dalam
str:ate8i pcmbangunan

Prograln Penguatan

Kelembagaan
Pengarusutsrnaan Gender dan

Aflak

Meningkatnya Pengarusutamaafl Gender
dalam pembangunan daemh dan Upaya
Perlindungsn ana.k

1s4

Tirjuatr Sasaran Strotegis Strategi Progrrm Prioritss

2 -t 4



4.2.3 Penyelarasan dengan RI(P 2024

Tema RKP Tahun 2024 sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah adalah

"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema

tersebut menekankan pentingrrya kegiatan ekonomi yang memiliki dua komponen yaitu

inklusif dan berkelanjutan. Adaprm fokus pembangunan provinsi dapat dilihat dari arah

kebijakan RKP, yaitu :

a. Pengrrangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstremi

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;

c. Penguatan Daya Saing Usaha;

d. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;

e. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;

f. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;

g. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan

h. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Selanjutnya, target indikator sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2024 dapat

diacu sesuai dengan indikator berikut.

Tabel 4. 3 Sasarrn Pembangunan RI(P Tahun 2024

Sumber : BPS Prpvinsi Papua, 2021

4.2.4 Penyelarasan dengan RIPP Tahun 2022 - 2041

Dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangrman Papua (RIPPP) Tahrn 2022 - 2041

perlu diperhatikan dalam penyelarasan arah pembangunan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun

2024, sebagai salah satu acuan dokumen rencana pembangunan dalam skala yang lebih malro.
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I 2 J

I Pertumbuhan Ekonomi 5,3 - 5,7 (%)

)1 1't (%)) Penurunan Lmisi Gas Rumah Kaca

Tingkat Pengangguran 'l erbuka 5,0 - 5.7 (%)3

Rasio Gini 0.374 - 0,377 Nilai1

5 Indcks Pembangunan Manusia 73,99 - 74,02 Indeks

6 Tingkat Kcmiskinan 6,5 - 7,5 (%)

No lndikator Sasaran Pembengunan
Target Tahun

2024
SatuaD



Adapun visi pembangunan Papua tahun 2041 adalah adalab "Papua yang Mandiri, Adil, dan

Sejahtera", yang menekankan peningkat n kualitas tata kelola pemerintahan serta peningkatan

kualitas SDM- Upaya perwujudan visi Papua di atas ditempuh melalui 3 misi dan sasaran

indikator, yairu:

I . Misi l: memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan

hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya

kehidupan yang se hat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan

hidup (UHII) dan prevalensi stunting.

2. Misi 2: memberikan pelayarum pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi

unggul, keatif, inovatif, berkaralrter dan mampu bekerjasama menuju Papua Cerdas,

dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh

penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama

sekolah (RLS).

3. Misi 3: meningkatkan kompetensi, keativitas dan inovasi dengan pengernbangan potensi

ekonomi lokal yang berdaya saing menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya

kemampuan bekerj4 berusaha dan berinovasi serta marnpu mengoptimalkan sumber daya

yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan,

tingkat pengangguran terbuk4 dan laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan otonomi khusus bagi Provinsi

papua sebelumny4 Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua tahap I (RAPPP l) tahun

2023-2024 ditujukan untuk penataan kembali pembangunan wilayah papua di segala bidang

dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumb€r daya manusia serta pengembangan

ekonomi berbasis sekor unggulan wilayah. Adapun arahan pembangunan wilayah Papua dapat

dijabarkan menjadi :

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan yang diarahkan

pada:

l. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan strategi:

a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatar primer

maupun pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan akreditasi.

b. Peningkatan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan kuantitas dengan

mengutamakan tenaga kesehatan orang asli Papua (OAP).

2. Penataan budaya perilaku hidup sehat dan tata kelola pelayanan kesehatan yang dilakukan

dengan strategi :

a. Peningkatan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam gerakan perilaku hidup

bersih dan sehat melalui peningkatan komitrnen/dukungan kebijakan kabupaten-/kota

dan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
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b. Peningkatan kualitas tata kelola program pernbangunan bidang kesehatan dan tara

kelola pelayanan kesehatan di 1'asilitas kesehatan primer dan rujukan.

3. Penataan budaya dan peningkatan prestasi olahrag4 dengan strategi:

a. Peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat.

b. Peningkatan tata kelola dalam rangka peningftatan budaya dan prestasi olahraga-

c. Peningkalan kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pendidikan yang diarahkan

pada penataan budaya belajar serta menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikan papua

secaxa merata dengan strategi:

a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran

b. Peningkatan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistibusian pendidik dan tenaga

kependidikan

Pembangunan ekonomi yang diarahkan pada:

l. Penataan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerjq dengan strategi:

a. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan

daya saing tenaga kerja lokal.

b. Peningkatan pusat?usat keahlian ketenagakerjaan (shll development center).

2. Penataan pelaksanaan perlindungaa sosial untuk kehidupan yang adil dan merata, dengan

strategi:

a. Peningkatan jangkauan pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dan

pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program bantuan sosial dan

pemberdayaan masyarakat, t€rmasuk data terpilah OAP.

b. Peningkatan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap penyandang

disabilitas, lansi4 dan kelompok rentan lainnya.

4.2.5 Hasil Penyelarasan terhadap Dokumen Perencanaan

Melalui hasil telaah dokumen-dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, dan dengan

mempe(imbangkan berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan antara lain :

l. Prioritas pemhangunan tahap akhir (keempat) RPJP Provinsi Papua Tahun2005-2024;

2. Fokus pembangunan tahun pertama (periode awal) RPD hovinsi Papua Tengah Tahun

2024;

3. Isu strategis RPD Provinsi Papua TengahTahun 2024-2026

4. Isu aktual Pembangunan Provinsi Papua Tengah saat ini;

757



5. Tema arah kebijakan dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024;

6. Visi, Misi dan Fokus Pembangunan Papua dalam dokumen RIPPP;

Maka dapat dirumuskan beberapa fokus pembangunan yang selaras dengan masing-

masing dokumen rujukan, seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. .l Fokus Pembangunan Setiap Dokumen Rujukan RKPD Tahun 202,1

Io Dokumen Perencrnren
Rujukan

Fokus Pembangunan Tahun 202{

-l

I RPJP Provinsi Papua Tengah
Tahw 2024-2M5

Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang Responsif, Efekif, dan Efisien serta peningkatan
akses Pelayanan Dasar bagi Masyarakat.

) RPD Provinsi Papua Tengah
Tahun 2024

Percepatan Pembangunan Infrastnrltur Dasar, dan

Penguatan Aspek daya saing perekonomian khusus

OAP.

3 RKP Tahun 2024
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelaniutan

4
RIPPP

Papua yang Mandiri, Adil. dan Seiahtera

Surnber : Famoal RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahw 2024-2045, dan RPD Provinsi Pap@ Tengah Tahuh 2024-2026

Berdasarkan keterkaitan tema arahan pembangunan 2024 dari beberapa dokumen

rujukan, dirumuskan tema RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yaitu:

"Pemenuhan Infrastruktur Dssrr d&n Pemerintahrn serta Penguatan Aspek Daya Saing

Perekonomirn Khusus OAP'

Tema tersebut mengandung makna bahwa di lahun 2024 pernbangunan Provinsi Papua

Tengah diarahkan unnk melakukan pemenuhan Infrastruktur Pemerintahan, Infrastruktur Dasar,

dan Pengustan Aspek Daya Saing Perekonomian Khusus OAP sebagai upaya untuk menjadikan

Provinsi Papua Tengah menjadi Provinsi DOB yang mandiri, meningkatkan kesejahteraan

penduduk, serta memiliki tingkat keamanan dan keadilan yang baik Hal ini sesuai dengan Tujuan

dan Sasaran RPD Provinsi Papua Tengah Tahw 2024-2026 yang mendorong akselerasi

pembangunan di berbagai bidang, ditambah adanya urgensi pembangunan infrastruktur

penunjang penyelenggaraim uruszrn pernerintahan. Dengan dernikian, dapat dijabarkan beberapa

poin penting dalam kalimat tema RKPD Provinsi Papua Tengah tahun 2024, yaitu :

l. Pemenuhan Inftastrulirur Dasar.

Dengan Pemenuhan Infrastnrktw Dasar yait! mempercepat peningkatan peningkatan akses

dan kualitas pelayanan kesehatan, me[rpercepat pemenuhan kebutuhan tenaga Kesehatan

yang mengutamakan tenaga kesehatan orang asli papua dan meningkatkan pembudayaan

dan prestasi olalraga.
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2. Papua Tengah Cerdas

Dengan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, meningkatkan pemerataan

akses layanan Pendidikan di semua jenjang. menjamin penguatan Pendidikan sepanjang

hayat dan kecakapan hidup (life skill) yang berbasis Lanbaga Agam4 Lembaga Adat dan

Lembaga Sosial lainnya.

3. Papua Tengah Produktif

Dengan memperkuat penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan vokasi dalam rangkah daya

saing tenaga kerja lokal, menumbuhkan IIMKM dan Koperasi. menciptakan iklim investasi,

meningkatkan dukmgan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap lansia dan kelompok

rentan lainny4 mengembangkan pemerataan Kawasan ekonomi.

4.3 Prioritss Pembangunan Tahtn 2024

Berdasarkan Tema RKPD Provinsi Papua Tengah Tahrm 2024 yang telah

dirumuskan diatas yaitu :

'Pepua Tengah Sehst, Cerdrs drn Produktil"

Maka dirumuskan 5 (Lima) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah tahun

2024 yaitu sebagai berikut :

l. Prioritas l: Percepalan Pembangunan Infrastruktur Pemerintrh Serta Reformasi Birokrasi

dan Percapatan Pembangunan infrastruktur Dasar;

2. Prioritas 2: Mengembangkan Komoditas unggulan Berbasis Kearifan Lokal dan

Peningkatan Daya Saing'

3. Prioritas 3: Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pendidikan dan Kesehatan;

4. Prioritas 4: Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum jelang Pemilu 2024;

5. Prioritas 5 : Konektivitas Wilayah

Tabel 4, 5 Keterkaitsn Permasslaban Pembrngunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan
Daerah Tahun 2024
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l

I

o Tidak efektifnya penyelenggaraan
pemerintahan sehingga diburuhkan
reformasi struktural;

Penycdiaan
lnfrastruktur
Penunjang

Peningkatan Tata

Kelola serta

Penyediaan

Infrastrullur

No Permasalahan Isu Strategis
Prioritas

Pembangunan
Daerah Tahun 2024

2 _t



. Dibutuhkan fasilitasi pegawai baru
scpcrti perumahan, kendaraan. air
minum, dan lain-lain.

o Daerah Otonomi Baru belum
memiliki persiapan penyelenggaraan
pemerintahan

Perangkat Daerah

Provinsi
Penunjang
Pemerintahan

)

. Kualitas dan kuantitas layanan

kesehatan masih rendah;

o Kualitas dan kuantitas layanan
pendidikanjus

o 3tru lebih rendah dari Kesehatan;
. Kualitas dan kuantitas layanan

pendidikan masih rendah

Pemenuhan

Pelayanan

Dasar

Peningkatan

Kualitas dan

Pemerataan Sf)M

3

. Kemampuan SDM yang masih

rendah, menyebabkan rendahnya

kualilas aktivitas ekonomi.

o Isu mengenai pembangunan ekonomi

masyarakat seperti IPM dar
kemiskinan, serta belum adanya

fokus pada pemberdayaan

masyarakat OAP;

Daya Saing Wilayah

Pertumbuhan
ckonomi yang
inklusii berkeadilan
dan berkelanj utan

l

. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan

masyamkat terhadap peraturan

perundangan

. Masih rendahnya kesadaran

masyarakat untuk menjaga

keamanan, ketertiban dan

ketentraman

o Masih adanya ancalnan dan

gangguan, kerawanan sosial politik
terhadap masyarakat

Keamanan Mlayah
Peningkatan
Keamanan dan

Ketertiban

5

Masih ada beberapa distrik di
Kabupaten Nabire yang terisolir
karuu hanya ada akses melalui
j alur udara

Aksesibilitas ke Kabupaten
Puncak Jaya daral yang masih
kurang, pembangunan jalan
terhambat karena terkendala KKB
Akses untuk menuju Kabupaten
Nabire dari Kabupaten Mimika

Konektivilas
Wilayah

Konektivitas
wilayalr
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No Pcrmasalahan lsu Strstegis
Prioritas

Pembangunan
Daerah Tahun 202{
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hanya masih bisa diakses melalui
jalur udara

Sumber : RPD Pt'ovi^ti PaWa Tengah Tahun 2024-2026

Prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah sebagaimana lersebut diatas

akan menjadi petunjuk terhadap penentrxm program prioritas dan kegiatan prioritas yang

dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Papua Tmgah. Hal ini sejalan dorgan

pemikiran terhadap ptadigma "Money Follow Program hiorily " atau dalam terjemahan "Uang

Mengikuti Program Prioritas". Perumusan program./kegiatar bagi Provinsi, Kab/Kota juga

mernpertimbangkan limitasi kewenangan dalam LIIJ No 23 Tahun 2014. Pilihan penggunaan

terhadap paradigma tersebut merubah paradigrna sebelumlya yaito "Mone! Follow Funaion'

yang selama ini cenderung dilakukan oleh Kab/Kota atau SKPD/OPD Provinsi.

Dengan terumuskannya prioritas pembangunan tahun 2024, maka ketersediaan anggaran

diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan ldtwr 2024. Oleh karena itu dibutuhkan

kemauan dan sinergitas dari Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai prioritas dan sasaran

pembangunan daerah.

4.4 Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan tahun 2024 sebagaimana teasebut diatas merupakan arahan bagi

Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2024 yang berkolerasi dengan

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026.

Adapun Sasaran Maliro Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Tengah tahun 2024 sebagai perwujudan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Papua Tengah tahun

2024-2026, adalah :

Tabel 4. 6 Sasarsn Makro Pembangunan Daerah Tahun 2024
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I

I IPM lndeks 56 56.5

No Permasalahan Isu Strategis
Prioritas

Pembangunan
Daerah Tahun 202{

I 3 I

No Indikator Satuan Realisasi 2022
Ta rget
2021

2 3 5



I 2 3 I J

') Persenrae Penduduk Miskin o/o 17,00 t4,67

7,10 8,203 Pertumbuhan Ekonomi

Juta Rp 40.12
40,25

4
PDRB Perkapita Tanpa
Tambang

0,40 0.405 Gini Rasio

5,60 4.906 Pengangguran Terbuka

0,4657 Intensitas Emisi GRK Ton CO2/Juta Rp 0.449

Sumber : RID Ptovit$i Papua Tengah Tahun 2024-2026

L62

No Itrdikator Saturn Realisasi 2022
Target
2024



BAB V RENCANAKERJA& PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2024

Pelaksanaan pembangunan daerah otonomi baru tidak terlepas dari kerangka pendanaan

pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Terbentuknya kovinsi Papua Tengah membuat

pemerintah daerah perlu membuat proyeksi pendanaan daerah demi keberlangsugan

pemerintahan daerah. Untuk lebih jelas mengenai pedanaan daerah dapat dilihat pada Enor!

Reference source not found.:

Tabel 5. I f,stimasi Pagu Indikatif Perangkrt Dserah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
(Rupiah)
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3 1I 2

873.068.861.987.00 884.871.849.591,6 tI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

27 4.952.863.4022
Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

255.0s6.854.740

698.362.369.334.00 845 .594 .956 .27 1 .003
Dinas Pekedaan Umum dan

Perumalan Rakyat

40.671.487.965.004

Dinas Pemadzm Kebakaran dan
Penyelamatan, Penanggulangan

Bencana dan Satpol PP

34.230.872.677.00

5
Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak
99.747 .099.307 ,00 r I1.243.336.373.00

6
Dinas Tenaga Kerja" Transm igrasi
dan Energi dan Sumber Daya Mineral

t24.738.597 .772,00 135.657.963.164,00

7
Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan
dan Perikanan

l r 2.917.083.188,00 l 4 .623 .261 .43s .00

Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan
dan Pcrtanahan

60.692.492.682.00 63.621.852.084.008

9
Dinas Administrasi Kependudukan
dan Pencataun Sipil, Pemberdayaan

Masyarakat dan Kampung
13.032.616.625,00 14.202.732.662.00

l0 Dinas Perhubungan 173.438.454.269.00 233.393.487 .393,00

No, Perangkat Da€rah
Pagu

Scbclum Sesudah



3 1I

II Dinas Komunikasi, Informatika
Statistik dan Persandian

54.722.818.969,00 55.026.434.4t3,00

t2
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Mcnengah, Perindustrian, dan

Perdagangan

46.864.532.424.00 48.812.246.57 t,00

l3 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 9.1 18.713.266,00 9.321.986.070.00

l4 Dinas Kepemudaan, Olairaga dan

Pariwisata
34.889.881.726,00 43.694.2t6.656,00

l5 Sekretariat Daerah 893.253.900.245,00 595.068.586.922.00

t6 Sekretariat DPRD 149.932.3 t 5.939,00 120.019.207.054.00

t7
Badan Perencanaan Pembangunan.

Riset dan Inovasi Daerah
36.2 r 0.538.801,00 42.145.038.849.00

I8
Badan Pengelolaan Pendapatan.

Keuangan, dan Aset Daerah
845.155.401 .157,00 7 45.683.940.770.00

l9
Badan Kcpegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

24.48t.731 .926,00 24.85s.821.017.00

20 Inspektorat 32.288.522.135,00 33.200.244.t64.00

2l Badan Kesaruan Bangsa dan Politik I 18.055.',I97.793,00 222.2"t4.779.007 .00

22 Seketariat MRP t29.77 4.641 .782,00 137.816.571.563,00

TOTAL {.tt20.033.558.744,00 4.796.752.E63.396,61

Sunbet : SIPD N Tahun 2024

5.2 Rencana Program Pemerintah Daerah

Rencana proglam dan kegiatan prioritas daerah, adalah bagian yang tidak terpisahkan yang

penyusunannya memperhatikan batasan urusan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah. Sejalan dengan perubahan paradigna penganggaran

"money follow function" kepada "money lollow progrom", maka perlu dilakukan penjabaran

secara operasional tentang prograrn prioritas. Hal p€nting yang menjadi penekanan dalam

perubahan paradigma tersebut, bahwa program prioritas wajib mendapat penguatan

penganggzfan. sehingga penganggaran untuk Rencaaa Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
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No. Perangkal Daerah
Pagu

Sebelum Sesudah
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mempakan rumusan penganggaran yang memiliki korelasi terhadap pembangunan daerah yaflg

dimana pcnganggaran lebih fokus dan terarah kepada target capaian pembangunan daerah.

Adapun penentuan program prioritas disusun berdasarkan: (l). Merupakan Program prioritas

pembangunan daerah Tahun 2024 sesuai dengan p€ntahapan terna RPJPD Provinsi Papua 2005-

2024, (2). Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas

dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 sena indikalomya. (3). Merupakan prioritas

program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan

rugasrtungsi tiap Perangkat Daerah.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator

program pembangunan yang dilakukan oleh tim penlusun RI(PD, dengan langkahJangkah

sebagai berikut: (1). Menentukan rencana penggunazm kapasitas riil anggaran berupa alokasi

belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan

kerangka pendanaan. (2). Menentukan keluaran/oulput setiap kegiaun. (3). Menghitung alokasi

pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. (4). Menghitung alokasi pagu setiap

program setelah outpul kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya. Menghitung

alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka

waku pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus

dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waklu, anggaran, kapasitas dan

sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerjayang

jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi

dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program prioritas dan pagu indikatifyang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD,

disampaikan ke Perangkat Daerah sesuai prograrn terkait beserta pagu indikatif untuk diproses

lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam

penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah

disusun dalam dokurncn Renstra-Perangkat Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam

pen),usunan program dan kegiatar ydng telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat

Daerah.

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan, dirumuskan Program dan

Kegiatan Prioritas RK?D Tahun 2024 untuk mendukung terwujudnya capaian tujuan dan sasaran

pem bangunan j angka menengah sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Papua Tengah 1'ahun

2024-20?6. Program dan Kegiatan Prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Papua Tengah Tahun 2024 yang telah disinkronlan dengan prioritru pembangunan nasional
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sebagaimana dijelaskan dalam Error! Reference source nol formd. dan Error! Reference source

not found. :

Tebel 5. 2 Rekapitulasi Pagu Indikatif Program Prioritas Pembangunan Daerah

Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
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Bid!tr9 Urusfi Pemerirtrhrtr dstr PrcgraB Priori&s
PembrDgurstr

Pego Perubahrn
P€rirgksa D.ersh
Penrtrggurg Jaw.b

I -t

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

88.t.871.8-t9.591
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAATi

PROGRAM PENIJNJANG URUSAN PEMERINTAIIAN
DAERAH

35.646.768.692

PROCRAM PENGELOLAAN PEN DIDIKAN 787.810.696.:49

PROGRAM PENCBMBANGAN KURIKT]LIJM
800.000.000

PROCRAM PENDIDIK DAN TENAGA KIPENDIDIKAN
200.000.000

PR(XJRAM PENCI]MBANGAN KEBUDAYAAN
20.5E4.3E4.650

PROCRAM PENGEMBANGAN KESENIAN
TRADISIONAL

2.000.000.000

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 1.700.000.000

PROCRAMPELESTARIAN DAN PENCELOLAAN
CACAR BI.JDAYA

!2.500.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN PBRMUSEUMAN 15.000.000.000

PROCRAM PENUNJANC T]RUSAN PEMERINTA}iAN
DAERAH PROVINSI

8.6i0.000.000

URUSAI\{ PEMERINTAHAN BIDANG KESEIIATAN,
PENG ENDALIAN PENDI]DIJI( DAI! KELUARGA
BERENCANA

27.t.952.863.{02

DINAS KFSf,II{.TAI!,
PENCEIIDALIAN
PENDT'DUK DAN
KELUARGA
BERENCAIIA

PROGRAM PENUNJANG TIRUSAN PEMERINTATTAN
DAERA}I PROVINSI

t t7.482.922.691.N



Bidong Urolrn Pemcrirtrh.tr d.D Progrrm Prlorltrs
Penbaigllatr P.gu Perubahar!

Pcrrtrgkrt I)$ah
PelrrDgguDg Jawrb

I J

PROCRAM PEMENUHAN I]PAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEIIATAN
MASYARAKAT

r48.119.940.705

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS STJMBER
DAYA MANI'SIA KESFHATAN

3.250.0m.000-00

PROCRAM PEMBERDAYAAN MASYARAXI$
BIDANG KESEIIATAN

t.000.000.000

PROCRAM PENGENDAI,IAN PENDUDUK t.000.000.m0

PROCRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
(KB) r.000.000.000

PROCRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINCKATAN
KELTJARGA SEJAHTERA (KS)

3.000.000.000

URUSAN PEMERI NTAIIAN BIDANG PEKERJAAN
UMIJM DAN PERI]MAHAN RAXYAT E 15.594.956.271,00

DINAS PEKERJA N
I'MUM DAN
PERIIMAHAN
RAI(YAT

PROCRAM PENI]NJANC IJRUSAN PEMERINTAIIAN
DA.ERAH PROVINSI

r 7. r35.%3.337,00

PROGRAM PENCELOLAAN SUMBER DAYAAIR
(sDA)

23.193. | 35.000.00

PROCRAM PENCELOLAAN DAN PENGEMBANCAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

60.000.000.000.00

PROCRAM PENCEMBANGAN SISTF,M DAN
PENCELOLAAN PERSAMPAI{AN REGIONAL

750.000.000

PROCRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE

30_000.000.000.00

PROCRAM PENGIIMBANCAN PERMUKIMAN 20.000.000.000

PROCRAM PENATAAN BANGUNAN CEDUNC 100.000.000

PROCR M PENYELENGGARAAN JALAN 6S1.365.857.934

PROGRAM PENGEMBANCAN JASA KONSTRUKSI
5s0.000.000-00

PROCRAM PENYELENC,GARAAN PENATAAN
RUANG 2.000.000.000.00

PROGRAM PENCEMBANGAN PERUMA}IAN 500.000.000.00
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BidlDg Urusan Peneritrtrhan din Prcgrrm Prloritas
Peobanguna!

Pagu Perubrh.n
Perutrgkrt D.e.rh

PeErogguDg J.w.b

2 J

URUSAN PEMERINTAHAN BMAI\G
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAT{ I]MUM SERTA
PERLINDTINGAN MASYARAKAT

.t0.671.J87.965

DINAS Kf,BAKARAN
DAN
PENYELAMATAN.
PENANGGULANGA
N BENCANA DAN
SATPOL PP

PROGRAM PENIJNJANC URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI 14.992.082.600

PROCRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
KETERTTBAN IJMUM

8.887.r33.t65

PROGRAM PENANGCI]LANCAN I]ENCANA
2.394.400.ffX)

PROCRAM PENCEGAHAN, PENANCJGIJLANGAN.
PENYELAMAIAN KEBAKARAN DAN
PFNYELAMATAN NON KEBAKARAN

t+.397.8't2.2N

URI'SAN PEMERINTAHAN BIDANC SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANI
PERLINDUNGAN ANAK

111.2.t3.336.373

DINAS SOSIAT^
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAI!
PERLINDUNGAN
ANAK

PROCRAM PENLINJANC URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

6.r06.,t02.367.00

PROGRAM PERBERDAYAAN SOSIAL
3.000.000.000.00

PRfiiRAM REHABILI'IASI SOSIAL
16.382.356.151.00

PRCrcRAM PERIINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
'7 5.7 54 .577 .a55

PROCRAM PENGARUSU'TAMAANGENDER DAN
PEMBERDAYAAN PERI]MPT JAN

3.900.000.000.00

PROCRAM PERLINDLNCAN PEREMPUAN L800.000.000

PROCRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA CENDER
DAN ANAK

2.500.000.000.00

PROGRAM PEMENTI{AN HAK ANAK (PTIA) L800.000.000.00

URUSAN PEMERINTAH BIDANG TINAGA KERJA
r 16.593.336.373.00

DINAS TENAC A
KERJA"
TRANSMICRASI
DAN ESDM
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Bidrng Urus.n Pe6.rlnt.trtr drtr Prcgrrm Pri,oritrs
Patnbangutln

Prgu Perubrh.n Perrrgkrt D.eruh
PeDatrggung Jah_ab

I 3

PROGRAM PENTINJANG URUSAN PEMFRINTAHAN
DAERATI PROVINSI

5.493.094.4'.7'l

PRORAM PERENCANAAN TENACA KERJA r50.000.000.00

PROCRAM PELATIHAN KER'A DAN
PROT'UKTIVITAS TENAGA KERIA

t4.484.644.000.00

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTzuAL l l .578.000.000.00

PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
650.000.000.00

PROGRAM PENEMPAIAN TENACA KER'A
5.1s0.000.000.00

PROCRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN
BATUBARA

2.050.000.000.00

PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI
l.000.000.000.00

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU
TERBARTJKAN

2.000.000.000.00

PROCRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
7 t .287 .591 .8e6

PRCX;RAM PERENCANAAN KAWASAN
TRANSMIGRASI

| .500.000.000.00

PROCRAM PEMBANGTJNAN KAWASAN
TRANSMIGRASI

1.0s0_000.000.00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAI\
HIDUP. KEHUTANAN DAN PERT.{NAHAN

63.62r.8s2_084

DINAS
LINGKUNCAN
HIDLTP,

KEEUTANAN DAN
PERTANAHAN

PROCRAM PENGADAAN TANAH I]NTTJK
KEPENTINGAN UMUM

100-000.000.00

PROGRAM PEI.IYELESAIAN CANTI KERUCIAN DAN
SANT1JNAN TANAH TJNTIJK PEMBANG T]NAN

600.000.000.00

PROCRAM PENATACUNAAN TANAH
300.000.000.00

PROGRAM PERENCANAAN LINGKTJNGAN HIDUP
| .000.000.000.00
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BidrDg Uruscn Pcrn.rirtehu du Prognm Prioritrs
PeebargoraD

Pag! PerubrLsn
PanBgkrt D.ersh
PeoaogguDg J.w.b

I -l

PROCRAM PENCELOLAAN KEANEKARAGAMAN
ITAYATI GEHAID

)6.400-000.000

PROGRAM PENGEN DALIAN BATIAN BERBA}IAYA
DAN BERACUN (83) DAN LIMBATI BAIIAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH 83)

| .000.000.000.00

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENCAWASAN
TERHADAP IZIN LINGKLNGAN DAN IZIN
PERLINDTJNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKIJNGAN HIDUP (PPLI{)

| .200.000.000,00

PROCRAM PENINCKATAN PENDIDIKAN,
PELATTHAN DAN PENYTJLTJHAN LINGKTJNGAN
HIDUP TJNTIX MASYARAKAT

800.000.000

PROGRAM PENCIIARGAAN LINCKUNGAN HIDUP
UN'I'UK MASYARr\KAf

900.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAIIAN 29.09E.70t.901

PROCRAM PENTJNJANG URUSAN PEMERINTAIIAN
DAERAH PROVINSI

12.223.143.1&,00

URTISAN PEME RINTATIAITI BII'ANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIT. PEMBE RDAYAAII
MASYARAKAT DAN KAMPUNG

t 1.202.7 32.67

DINAS
ADMINISTRASI
KEPENDI.JDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
KA}IPIING

PROGRAM PENTJNJANG I]RUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH

5.64:.263.918.00

PROGR M PENDAIJ'IARAN PENDIJDT]K
700.000.000,00

PRf'CRAM PENCELOLAAN INFORMAST
ADMTMSTRASI KEPEND{IDT,IKAN

5.060.468.744

PROGRAM PENGELOLAAN PRO}'IL
KEPENDIJDI]KAN

300.000.000.00

PROCRAM PENINGKA1AN KESEJAHTERAAN
ORANG ASLI PAPUA

1.500.000.000

TJRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERHUBUNGAN

233.393.487.000.00
DINAS
PERITUBUNGAN

PROORAM PENIJNJANG I-IRUSAN PEMERIN'I'AI]AN
DAERAH

I I .443.487.000,00
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Bid.trg Uru!.n PeBerilt.b.tr d.D Progrrb Prloritrs
Pcfiba!8urao

P:gu Pe.ubatal
Perrrgkrt Dretrh
Peoaoggng Jawab

3

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
DAN ANGKU'TAN JALAN (LLA'

30.050-000.000.00

PROGRAM PENCI]LOLAAN PI]I-AYARAN
r00.000.000.000-00

PROGRAM PENGtsLOLA N PENERBANGAN
91.900.000.000.00

I,RUS$I PEMERINIAHAN BIDANG KOMTJ]\IIXASI
DAN INTORMATIKA, STATISTIK DAII
PERSA}IDIAN

55.026.{3.t.{13

DINAS
KOMUNII(ASI.
TN FORMATIKA.
STATISTIK DAN
PERSANDIAN

PROCRAM PENT,'NJANG URUSAN PEMERINTA}IAN
DAERAH

3.506.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN
KOMTNIKASI PUBLIK

6.500.000.000.00

PROCRAM PENCELOLAAN APLIKASI
INFORMATIXA

3',t.420.434.4t3

PROCRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL 2.000.000.000

PROCRAM PENYEI,ENC.GARAAN PERSANDIAN
UNTUK PENCAMANAN INFORMASI 5.6Ur.m0.000

URUSAN PE MERINTAIIAN BIDANG XOPERASI,
USAHA KECIL DAII MENENGAII

.18.812.2.16.57t,00
DINAS KOPERASI.
USAHA KECIL DAN
MENENGAII

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

6.345.0\r0.000

PROGRAM PEI-AYANAN IZIN USAHA SIMPAN
PINJAM

1.100.000.000,00

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMEERIKSANAAN
KOPERASI

920.000.000.00

PROGRAM PENII,AIAN KESEHATAN KSP/USP
KOPERAST

980.000.000.00

PROCRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PERKOPERASIAN 1.575.000.000.00
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Bidstrg Urussn PemarirtahaE daa Progr'rtrl Prioritrs
Pembr!g.ller

Pago Pcrub.hrn
Pentrgkrt Dr€ruh
Pelrrrgguog Jawab

I

PROCRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDIJNGAN
KOPERASI

880.000.000.00

PROCRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENIINGAH,
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

2.500.000.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
4 052.246.571

PROGRAM PERIZ INAN DAN PENDAFIARAN
PERUSAHAAN

890.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

r .650.000.000.00

PROGRAM STABILISASI I IARCA BARANC
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PI]NTING

19.155.000.000.00

PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNCAN
KONSUMtsN

840.000,000-00

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGTJNAN
INDUSTRI

3 .950.000.000.00

PROCRAM PENGENDALIAN IZIN IJSAI IA INDTJS I'RI
840.000.000.00

PROGRAM PENGELOT,AAN SISTEM INFORMASI
INDUSTRI NASTONAL

3. t 15.000.000,00

LTRUSAN PD MERINIAHAN BIDANG Pf,NANAMAN
MODAL

932r.986.0?0

DINAS
PENANAII,IAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

PROCRAM PENI-INJANC URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH

5 .4',t | .7 30 .0't0

PROCRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN
MODAL

250.000.000.00

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
I .400.000.000.00

PROGRAM PENCENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

2.050.256.000
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Bidstrg Urusrn Pemerirtrhrn dan Pmgrrm Pdorl.r
PelDbergu!s.

Prgu Penrbrhan
Perrrgkrt Drerah

Penaoggung J{w.b

I 3

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM
INFORMASI PBNANAMAN MODAL

150.000.000.00

I].RUSAN PEMERII{IAIIAN BIDANG
KEPEMIIDAAN DAN OLAHRAGA DAN
PARTWISATA

13.69{.2t6.656.00

DINAS
Xf,PEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN
PARIWISAIA

PROGRAM PENIJNJANG TJRUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH 4.593.016.656.00

PROGRAM PENCEMBANGAN KAPASITAS DAYA
SAING KEPEMT,'DAAN

8.500.000.000.00

PROGRAM PENCEMBANGAN DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN

19.500.000.000.00

PROGRAM PENCEMBANCAN KAPASITAS
KEPRAMUKAAN

10 t.100.000.00

PROGRAM PENINGK{AN DAYA TARIK DESTINASI
wISATA 5.000.000.000,00

PROCRAM PENCEMBANCAN EKONOMI KREATII'
MELALUI PEMANFA,A;TAN DAN PERLTNDTJNGAN
TIAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1.000.000.000.00

PROGRAM PENCEMBANCAN SUMBER DAYA
PARIMSATA DAN EKONOMI KRTAI]F

5 .000.000.000.00

URUSAN PEMERINTAIIAN BIDANG PANGAN

l l{.613.26t..1J5

DINAS PANGAN,
PERTANIAN,
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA
EKONOMT I.JNTUK KEDAULATAN DAN
KEMANDIRIAN PANGAN

9.360.000.000

PROGRAM PENINCKATAN DIVERSIFIKAST DAN
KETAIIANAN PANCAN MASYARAKAT

PROGRAM PENLINJANG I]RUSAN PEMERINTA}IAN
PROVINSI

t.226.886.106.00

PROGR M PENGELOLAAN KELAT]TAN. PESISIR
DAN PULAU-PUI,AU KECII-

s27.250.000,00
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Bidang Urusan Pcmcriltalratr dar Program Prioritas
Pembang[lan

Plgo Perub.han
Per.rgk.t D.e.ah
PeoatrgguDg Ja*ab

1 3

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGK4P
33.959.149.088

PROCRAM PENCELOLAAN PERIKANAN BI.JDIDAYA
7.97E.372.920.00

PROGRAM PENGOLAT1AN DAN PEMASARAN }IASIL
PERIKANAN

525.000.125.00

PROCRAM PENYEDIAAN DAN PtsNGEMB NGAN
SARANA PERTANIAN

3t.690.224.849,N

PROCRAM PENYUI,UHAN PI]RTANIAN
r5.000.000.000.00

TINSUR PENDUKT]NG URUSAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH
5es.06E.5E6.922

SEKRETARIAT
DAERAH

PROGRAM PENIJNJANG TJRUSAN PEMERINIAI{AN
DAERAH 538.048.586.922

PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
3 .200.000.000.00

PROGRAM PEMERINTA}IAN DAN OTONOMI
DAFRAH

5.290.000.000,00

PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 29.040.0m.000.00

PROGRAM FASILITASI DAN KOORI]INASI HUKUM 3.100.000.000

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGI.JNAN 3.i70.000.000

PROCRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA

7.120.000.000

PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI
PEMBANGIINAN I.300.000.000
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Bidang Urusrn Pemerirtahrtr drtr Progrrm Priodlas
P€rnbatrgntr.n

Pagu Penrbahan
Perrngkrt Drcrah
Penangguog J.wab

I 2 J

PROCRAM PEMERINIAHAN DAN OTONOM
KHUSUS PAPUA

4.400.000.000

URUSAN PERENCANAAJ{, PEMBANCUNAN, RISI T
DAN INOVASI

,12.1{5.0J8.8,19

BADAN
PERENCANAAN
PEMBA}IGUNAII,
RISET DAN INOVASI

PROCRAM PENIJNJANG URUSAN PEMERINIAHAN
DAERAH

21.945.038.849

PROCRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGI-INAN DAERA]T

11.700.000.000

PROCRAM KOORDINASI DAN SINKRON ISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAI]RAH

7-000.000 000

PROGRAM PENI]LITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

1.500.000.000

URUSAN PENGELOLAAN
PENDAPATANJ(EUANGAI{, DAN ASET DAXRAH

7,15.68.3.9{0.770,00

BADAN
PENGEITOLAAN
PENDAPATAN.Kf,UA
NGAN, DAN ASET
DAERAH

PROGRAM PENIJNJANG URUSAN PEMERINIA}IAN
DAERAII 294.505.40t.157

PROGRAM PENCELOLAAN KEUANCAN DAERAI I 43t .428.539.613.00

PROGRAM PENCELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH

I t.800.000 000

PROCRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
7.9s0.000.000

KEPECAWAIAN
2,1.855.821.017.00

BKPSDtt

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERJNIA-IIAN
DAERATT

7 .621 .440 3 t7 .00

PROCRAM KEPEGAWAIAN DAXRAH
9.798.6t?.700.00

PENDIDIKAN DAN PEL{TIHAN

PROCRAM PENGEI\,,IBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

7.429.65i.000.00
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Bidrng tlrusan Pcmarirtahar drr Prcgrsm Prioritas
Pcmb,rguDrtr

Prgu Perubrhan
Persrgkra D.erah
PeDrnggung Jawab

1 3

UNSUR PENGA\IASAN URTISAN PEMERINTAHAN

INSPEKTORAT DAERAH
33.200.2{{.000

INSPEKTORAT
DAERAH

PROCR-?\M PENTJNJANG T]RUSAN PEMERIN'IAI{AN
DAERAH t7.300.244.000

PROGRAM PENYELLNGGARAAN PENGAWASAN r 1.600.000.000

PROCRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN.
PENDAMPINGAN DAN ASIS-IINSI

.1.300.000.000

UNSUR PEMERINTAHA]\ UMUM

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
222.211.119.001

BADAN KESATUAN
BANGSA DAII
POLITIK

PROCRAM PENUNJANG TIRUSAN PEMERINTA}IAN
DAERAH

t 0.872.264.916

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASTLA DAN
KARAK'|ER KEBANGSAAN

20.100.000.000

PROCRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI DAN
LEMBACA PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERIA BTIDAYA POLITIK

10.300.000.000

PROCRAM PEMB ERDAYAAN DAN PENGAWASAN
ORCAN ISASI KEMASYARAI(/\TAN

r07.200.000.m0

PROCRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KETA}IANAN EKONOMI. SOSIAL DAN BUDAYA

3.200.000.000

PROGRA M PENINGKATANKEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINCKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANCANAN KONT'LIK SOSTAL

70.402.514.091

UNSLIR TJRUSAI{ PENDT]DKTJNG P[MERINTAHAN

SEKRITARIAT DPRI) 120.019.207.05{.00

PROCRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH

68.t 19.207.054.00
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PROGRAM DUKLINGAN PELAKSANAAN TUCAS
DAN FUNCSI DPRD

47.900.000.000.00

PROGRAM SEKRETA RI.{T DEWAN PERWAKILAN
RAKYAI PAPUA

4.000.000.000

UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAHAN

PROGRAM UTAI}IA I'AN PENUNJANG LEMBAGA
MAJELIS RAKYAI PAPUA (MRP) l3?. 6.571.563.00

PROGRAM PENIJNJANC URUSAN PEMERINTAHAN
DAXRAH

6.1E5.646.207

PROGRAM UTAMA DAN PENTJNJANC LEMBAGA
MAIELIS RAKYAT PAPUA (MRP)

l3 r .630.925.356,00

Sunhcr . SIPD N Tohun 2021
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Tabel 5. 3 Usulan Program Kcgittan dan Sub Kegiatan

DATA TERLAMPIR

778



BAB VII
PENUTUP

Berlandaskan pada Peratwan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya

RKPD tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2023, memusatkan pada

pencapaian arah tujuan, sasaxan dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2024.

Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2024, mengacu pada isu-isu strategis serta melalui

pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan pembangunan daerah.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas

kinerja pembangunan semua pihak yang terkail maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai

berikut:

l. Seluruh Perangkal Daerah Provinsi Papua Tengah dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta

seluruh pelaku pembangunan di hovinsi Papua Tengah berkewajiban untuk melaksanakan

program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditelapkan dalam RKPD Tahun 2024. secara

sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaar pembangunan, peran serta kontribusi

masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapal berperan serta secara

maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan;

2. Sebagai langkah awal dalam menyrsun RAPBD Tahun 2024. RKPD Tahun 2024 dijabarkan lebih

lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah (KUAPBD)

dan Plafon Prioritas Anggaxan Sementara (PPAS) Tahun 2024;

3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program

dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Papua

l engah sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan

membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana

kegialan Tahun 2024;

4. Partisipasi masyarakat dalam proses pen)rusrman rancana pembangunan, agar dilasilitasi melalui

Forum Perangkat Daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(MI.,SRENBANC), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih [uas, dapat

tcrakomodas i secara baik;

5. Secara proahif, BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah wajib melakukan monitoring pengkajian

pelaksanaan RKPD Tahun 2024 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (liga) bulan

pelaksanaan dari masing-masing PD dan hasilnya disampaikan kepada Gubemur:

6. Pada akhir tahun anggaran 2024, seliap kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja

pelaksanaan RKPD Tahun 2024, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi
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dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan

BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah;

7. RKPD Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 3l Desember 2024.

LangkahJangkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaanny4 perlu terus

dilakukan dengal memperhatikan dan menerapkan prinsipprinsip koordinasi, sinlconisasi,

sinergitas. harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.

Kcberhasilan implernentasi pelaksanaan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sangat tergantung

kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pernerintah Provinsi Papua Tengah

mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal. dan melaksanakan

RKPD Provinsi Papua Tengah 'I'ahun 2024 ini dengan sebaik- baiknya.

PJ. GUBERNUR PAPUATENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIR HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H
NrP. 19760608200212tOO2
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